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BAB I 

EKONOMI INTERNASIONAL DAN PERSPEKTIF SYARIAH 

Bab ini membahas konsep dasar ekonomi internasional dengan 

menempatkannya dalam kerangka analisis ekonomi konvensional dan 

perspektif ekonomi syariah. Pembahasan dimulai dari pengertian dan 

ruang lingkup ekonomi internasional, perannya dalam perekonomian 

global, hingga prinsip-prinsip yang mendasarinya. Selanjutnya, bab ini 

mengkaji relevansi ekonomi internasional bagi negara berkembang, 

khususnya Indonesia, serta menegaskan prinsip dasar ekonomi syariah 

dalam membangun hubungan ekonomi global yang adil, berkelanjutan, 

dan bermartabat. 

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Internasional 

Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

membahas interaksi ekonomi antarnegara, baik dalam bentuk 

pertukaran barang dan jasa, aliran modal, tenaga kerja, maupun kerja 

sama kebijakan ekonomi. Secara sederhana, ekonomi internasional 

dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari 

interaksi ekonomi lintas negara serta implikasinya terhadap 

kesejahteraan nasional dan global.  

 

Dalam literatur klasik, ekonomi internasional dipahami sebagai 

perluasan dari analisis ekonomi mikro dan makro ke dalam konteks 

lintas negara. Artinya, prinsip-prinsip dasar seperti permintaan dan 

penawaran, perilaku konsumen dan produsen, serta kebijakan fiskal dan 

moneter tetap berlaku, namun dengan kompleksitas tambahan berupa 

perbedaan mata uang, sistem politik, tingkat pembangunan, dan nilai 

tukar. 
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Gambar 1. Ekonomi Internasional 

 

Ekonomi internasional kemudian mengalami pergeseran tidak lagi 

terbatas pada pertukaran barang antarnegara, tetapi meluas pada 

analisis struktur pasar global, integrasi keuangan internasional, serta 

peran institusi dan kebijakan dalam membentuk arus perdagangan dan 

modal dunia. Ekonomi internasional modern menekankan pentingnya 

teori keunggulan komparatif yang dikembangkan lebih lanjut melalui 

pendekatan new trade theory dan new economic geography, yang 

menjelaskan bagaimana skala ekonomi, diferensiasi produk, dan 

konsentrasi industri memengaruhi pola perdagangan global. 

 

Analisis ekonomi internasional modern semakin bersifat interdisipliner 

dengan memasukkan aspek institusional, politik, dan teknologi, 

termasuk peran organisasi internasional, global value chains, dan 

digitalisasi perdagangan. Dengan demikian, ekonomi internasional tidak 

hanya dipahami sebagai studi tentang perdagangan dan keuangan lintas 

negara, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk memahami 

transformasi ekonomi global dan implikasinya bagi kebijakan nasional. 

 

Kehadiran ekonomi internasional tidak dapat dilepaskan dari kenyataan 

bahwa Dunia tempat manusia hidup terdiri atas banyak negara yang 

masing-masing memiliki kedaulatan politik dan sistem ekonomi sendiri. 

Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berlangsung dalam 
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satu pasar tunggal, melainkan terpisah oleh batas-batas negara yang 

nyata dan berpengaruh terhadap mekanisme pasar.  

 

Keberadaan batas politik antarnegara tersebut secara langsung 

memisahkan pasar dan menimbulkan perbedaan harga atas barang dan 

jasa yang sama di berbagai wilayah. Perbedaan harga inilah yang 

kemudian menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan 

internasional, karena negara atau pelaku ekonomi akan cenderung 

melakukan pertukaran untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga 

yang ada. Dengan kata lain, perdagangan lintas negara muncul sebagai 

respons rasional terhadap fragmentasi pasar global. 

 

Selain itu, setiap negara pada umumnya memiliki mata uangnya sendiri 

sebagai alat transaksi resmi. Perbedaan mata uang ini menimbulkan 

berbagai persoalan ekonomi yang tidak dijumpai dalam perdagangan 

domestik, seperti masalah nilai tukar dan neraca pembayaran 

internasional. Oleh karena itu, kajian ekonomi internasional juga akan 

membahas mengenai kurs mata uang, stabilitas moneter, serta arus 

pembayaran antarnegara. 

 

Dari sisi faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, mobilitasnya 

antarnegara relatif lebih terbatas dibandingkan dengan mobilitas barang 

dan jasa. Hambatan hukum, regulasi, dan kebijakan imigrasi 

menyebabkan faktor-faktor produksi tidak dapat bergerak bebas seperti 

halnya komoditas. Perbedaan tingkat mobilitas ini menjadi karakteristik 

penting yang membedakan analisis ekonomi internasional dari ekonomi 

regional atau domestik. 
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Gambar 2. Diagram Sirkular Ekonomi Internasional 

 

Peran pemerintah juga menjadi aspek krusial dalam ekonomi 

internasional. Negara memiliki kewenangan untuk menjalankan 

kebijakan fiskal dan moneter secara mandiri, sesuatu yang tidak dimiliki 

oleh pemerintah daerah atau wilayah regional. Selain itu, pemerintah 

pusat berhak menetapkan berbagai kebijakan perdagangan, seperti 

tarif, kuota, dan pembatasan impor-ekspor, yang secara langsung 

memengaruhi arus perdagangan internasional. 

 

Seiring meningkatnya peran perusahaan multinasional yang beroperasi 

pada hampir tiap negara, aktivitas perusahaan-perusahaan ini menuntut 

adanya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah agar 

kepentingan nasional tetap terjaga. Oleh karena itu, pengaturan 

terhadap perusahaan multinasional menjadi bagian penting dalam 

ruang lingkup kajian ekonomi internasional. 

 

Secara konseptual, ekonomi internasional mencakup dua ruang lingkup 

utama. Pertama, perdagangan internasional, yang membahas 

pertukaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja serta bagaimana 

perbedaan sumber daya, preferensi konsumen dan kebijakan 

pemerintah mampu memengaruhi aktivitas tersebut. Kedua, keuangan 
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internasional, yang menitikberatkan pada aliran modal, arus investasi 

internasional, fluktuasi nilai tukar, keseimbangan pembayaran, hingga 

lembaga dan sistem moneter dunia. Kedua ruang lingkup ini saling 

berkaitan dan membentuk struktur ekonomi global yang dinamis. 

 

Ekonomi internasional tidak hanya membahas “apa” yang 

diperdagangkan, tetapi juga “mengapa” negara melakukan perdagangan 

serta “bagaimana” dampaknya terhadap kesejahteraan nasional dan 

global. Dengan demikian, ekonomi internasional bersifat multidisipliner 

karena bersinggungan dengan politik, hukum, budaya, dan etika. 

 

Dalam konteks pendidikan ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi 

internasional diperluas dengan memasukkan dimensi nilai dan moral. 

Aktivitas ekonomi lintas negara tidak hanya dinilai dari efisiensi dan 

keuntungan, tetapi juga dari aspek keadilan, keberlanjutan, dan 

kemaslahatan umat. Islam memberikan perhatian utama pada pelaku 

ekonomi, bukan pada komoditas yang diperdagangkan. Hal ini 

didasarkan pada pandangan bahwa kualitas transaksi sangat ditentukan 

oleh amanah dan integritas sumber daya manusia yang terlibat. Dalam 

hukum Islam, status hukum suatu barang mengikuti status hukum 

pelakunya, sehingga fokus regulasi perdagangan diletakkan pada 

hubungan antara pedagang dan pembeli. Dengan demikian, hukum jual 

beli dalam Islam berfungsi sebagai instrumen pengaturan kepemilikan 

dan interaksi antarpihak, bukan sekadar pengaturan terhadap objek 

transaksi. 

 

Secara historis, praktik perdagangan internasional dalam peradaban 

Islam selalu berjalan seiring dengan kebijakan politik luar negeri negara 

Islam. Pada masa klasik, hubungan dagang dengan wilayah di luar 

kekuasaan Islam diklasifikasikan berdasarkan status politik dan 
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perjanjian yang berlaku. Ulama, termasuk Syekh Taqiyuddin An-

Nabhani, membagi pelaku perdagangan internasional ke dalam 

beberapa kategori berdasarkan status kewarganegaraan dan hubungan 

politiknya, mulai dari warga negara yang dijamin hak berdagangnya 

hingga pedagang dari wilayah yang secara tegas dilarang melakukan 

transaksi. Pembagian ini menunjukkan bahwa perdagangan 

internasional dalam Islam tidak bersifat netral secara politik, melainkan 

tunduk pada prinsip perlindungan umat dan kepentingan negara Islam. 

 

Ruang lingkup ekonomi internasional dalam Islam juga mencakup 

pengaturan sistem nilai tukar dan politik dagang negara. Islam pada 

masa awal mengenal sistem mata uang berbasis emas dan perak yang 

memungkinkan stabilitas nilai dan kemudahan transaksi lintas negara. 

Dalam perkembangannya, meskipun umat Islam hidup dalam sistem 

mata uang modern, Islam tetap memberikan ketentuan khusus dalam 

transaksi valuta asing, seperti keharusan dilakukan secara tunai dan 

tanpa unsur spekulatif. Lebih jauh, kebijakan perdagangan luar negeri 

dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, 

tetapi harus selaras dengan tujuan politik luar negeri Islam, yaitu 

menjaga kedaulatan, melindungi umat, dan mendukung penyebaran 

nilai-nilai Islam secara menyeluruh. 

 

1.2 Peran Ekonomi Internasional 

Setelah memahami ruang lingkup ekonomi internasional, pembahasan 

selanjutnya berfokus pada peran strategis ekonomi internasional dalam 

menopang kinerja perekonomian nasional dan global. Peran ekonomi 

internasional semakin signifikan seiring dengan meningkatnya 

keterbukaan ekonomi dan mobilitas modal lintas negara. Dalam konteks 

ini, keterkaitan antarnegara tidak lagi bersifat pilihan, melainkan 

menjadi kebutuhan structural bagi perekonomian modern. Tidak hanya 
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negara maju, negara berkembang pun kini sangat bergantung pada 

hubungan ekonomi internasional untuk menopang pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja serta menjaga 

stabilitas makroekonomi nasional. 

 

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu peran utama ekonomi 

internasional adalah meningkatkan efisiensi dan mendorong spesialisasi 

produksi antarnegara. Setiap negara dapat memfokuskan sumber 

dayanya pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. 

Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas produksi, 

tetapi juga pada semakin beragamnya pilihan konsumsi masyarakat. 

Akses terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara 

efisien di dalam negeri pada akhirnya bermuara pada alokasi sumber 

daya yang lebih optimal dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara 

keseluruhan. 

 

Selain mendorong efisiensi produksi, ekonomi internasional juga 

berperan dalam transfer teknologi dan pengetahuan melalui Investasi 

asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Kehadiran FDI 

umumnya tidak hanya membawa tambahan modal, tetapi juga 

memperkenalkan teknologi baru, sistem manajemen modern, serta 

standar produksi yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, apabila 

dikelola dengan kebijakan yang tepat, FDI berpotensi meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan mempercepat proses pembangunan 

ekonomi nasional, terutama bagi negara berkembang. 

 

Dinamika ekonomi dan perdagangan global yang semakin kompleks 

tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya peran lembaga 

ekonomi internasional yang berfungsi menjaga stabilitas dan 

memastikan mekanisme pasar berjalan secara seimbang. Dalam hal ini, 
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kerja sama internasional diwujudkan melalui keberadaan lembaga-

lembaga seperti World Trade Organization, World Bank, dan 

International Monetary Fund. Melalui koordinasi dan kebijakan yang 

dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut, negara-negara anggota 

dapat mengelola defisit neraca pembayaran, menjaga stabilitas nilai 

tukar, serta menghadapi tekanan dan krisis ekonomi global secara 

kolektif. 

 

Jika ditinjau lebih jauh, ekonomi internasional tidak hanya dapat 

dipahami dari sudut pandang konvensional, tetapi juga memiliki dimensi 

normatif dalam perspektif syariah. Dalam ekonomi Islam, aktivitas 

ekonomi lintas negara dipandang tidak semata sebagai sarana 

pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai media distribusi 

kesejahteraan global. Hubungan ekonomi antarnegara idealnya tidak 

menciptakan ketergantungan yang eksploitatif, tetapi dibangun atas 

dasar saling menguatkan (ta’awun) dan menjunjung tinggi nilai keadilan, 

khususnya bagi negara dan kelompok ekonomi yang lebih lemah. 

 

Oleh karena itu, aktivitas ekonomi internasional dalam perspektif 

syariah harus berlandaskan pada prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan 

(tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Tujuan utama hubungan 

ekonomi lintas negara bukan semata-mata akumulasi keuntungan 

material, melainkan penciptaan kesejahteraan yang merata dan 

berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam kerangka ini, Islam 

menolak praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, 

dan eksploitasi karena berpotensi memperlebar ketimpangan struktural 

antara negara maju dan negara berkembang serta bertentangan dengan 

tujuan pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, ekonomi 

internasional tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi dan transformasi 
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struktural. Peran ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya 

ketidakpastian global, sehingga menuntut kebijakan ekonomi 

internasional yang adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. 

 

1.3 Prinsip Ekonomi Internasional 

Prinsip ekonomi internasional berangkat dari gagasan dasar bahwa 

perdagangan lintas negara dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Landasan pemikiran ini terutama dikembangkan melalui konsep 

keunggulan absolut dan keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh 

Adam Smith dan disempurnakan oleh David Ricardo. Prinsip tersebut 

menjelaskan bahwa perdagangan antarnegara akan memberikan 

keuntungan apabila masing-masing negara memfokuskan kegiatan 

produksinya pada barang atau jasa yang dapat dihasilkan dengan 

efisiensi relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. 

 

Berangkat dari konsep tersebut, prinsip spesialisasi dan efisiensi menjadi 

fondasi penting dalam ekonomi internasional. Spesialisasi 

memungkinkan negara meningkatkan skala produksi, menurunkan biaya 

per unit, serta mendorong penggunaan sumber daya secara lebih 

produktif. Dalam kerangka global, mekanisme ini diharapkan mampu 

meningkatkan output dunia dan memperluas kesejahteraan masyarakat 

internasional. Namun demikian, manfaat perdagangan tidak selalu 

terdistribusi secara merata, sehingga dalam praktiknya sering muncul 

ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. 

 

Ketimpangan tersebut semakin terlihat ketika ekonomi internasional 

dihadapkan pada realitas bahwa pasar global tidak sepenuhnya 

beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Berbagai hambatan 

perdagangan seperti tarif, kuota, serta non-tariff barriers masih banyak 

diterapkan oleh negara sebagai instrumen untuk melindungi industri 
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domestik, menjaga stabilitas ekonomi, atau mempertahankan 

kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi 

internasional kerap berada dalam tarik-menarik antara upaya liberalisasi 

perdagangan dan kecenderungan proteksionisme, yang masing-masing 

memiliki implikasi ekonomi dan politik yang berbeda. 

 

Dalam konteks inilah perspektif ekonomi syariah menawarkan 

pendekatan normatif yang melengkapi prinsip-prinsip ekonomi 

internasional konvensional. Prinsip ekonomi internasional dalam Islam 

harus diselaraskan dengan nilai keadilan (‘adl), keseimbangan 

(tawazun), dan kemaslahatan (maslahah).  

 

Perdagangan internasional dipandang sebagai sarana untuk 

menciptakan kemakmuran bersama, bukan alat dominasi ekonomi. Oleh 

karena itu, aktivitas ekonomi lintas negara tidak dibenarkan apabila 

mengandung unsur riba, gharar yang berlebihan, maysir, maupun 

eksploitasi struktural terhadap negara atau kelompok ekonomi yang 

lebih lemah, karena bertentangan dengan tujuan utama syariah dalam 

mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.  

 

1.4 Relevansi Ekonomi Internasional bagi Negara Berkembang 

Dalam konteks Indonesia, dinamika nilai tukar, arus modal asing, serta 

ketergantungan pada ekspor komoditas strategis menjadikan 

pemahaman ekonomi internasional sebagai kebutuhan kebijakan yang 

tidak terelakkan. Ekonomi internasional memiliki relevansi yang sangat 

strategis dalam menopang pembangunan nasional. Struktur 

perekonomian yang masih bergantung pada ekspor komoditas primer, 

impor bahan baku dan barang modal, serta arus modal asing menjadikan 

stabilitas ekonomi domestik tidak dapat dilepaskan dari dinamika 

ekonomi global. Perubahan harga komoditas internasional, kebijakan 
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moneter negara maju, hingga gejolak geopolitik global kerap 

memberikan dampak langsung terhadap kinerja perekonomian nasional. 

 

Ekonomi internasional juga mampu membuka peluang pertumbuhan 

melalui akses ke pasar global yang lebih luas dan memungkinkan negara 

berkembang meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja, 

serta memperoleh devisa untuk mendukung pembiayaan 

pembangunan. Namun, di sisi lain, keterbukaan ekonomi juga membawa 

risiko apabila tidak diimbangi dengan ketahanan ekonomi domestik yang 

memadai. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar luar negeri 

dapat meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga internasional, 

perubahan permintaan global, serta krisis keuangan global yang bersifat 

sistemik. 

 

Kerentanan tersebut semakin diperkuat oleh adanya tantangan 

struktural yang dihadapi negara berkembang dalam sistem perdagangan 

internasional. Ketimpangan daya tawar, keterbatasan penguasaan 

teknologi, serta dominasi negara maju dalam penentuan aturan 

perdagangan global sering kali menempatkan negara berkembang pada 

posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, pemahaman yang 

komprehensif mengenai ekonomi internasional menjadi sangat penting 

agar negara mampu merumuskan kebijakan perdagangan, investasi, dan 

industri yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga 

melindungi kepentingan nasional tanpa harus mengisolasi diri dari arus 

ekonomi global. 

 

Dalam kerangka ekonomi syariah, relevansi ekonomi internasional bagi 

negara berkembang tidak hanya dipandang dari sisi integrasi pasar, 

tetapi juga dari perspektif keadilan global dan keberlanjutan. Negara 

berkembang didorong untuk membangun hubungan ekonomi 
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internasional yang saling menguntungkan dan bebas dari praktik 

eksploitasi. Kerja sama Selatan-Selatan, penguatan perdagangan halal, 

serta pengembangan keuangan syariah internasional dipandang sebagai 

alternatif strategis untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang 

lebih adil, inklusif, dan selaras dengan prinsip kemaslahatan bersama. 

 

1.5 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dalam Hubungan Ekonomi Global 

Hubungan ekonomi global dipandang sebagai bagian dari amanah 

manusia sebagai khalifah di bumi. Aktivitas ekonomi lintas negara tidak 

sekadar dimaknai sebagai interaksi pasar, tetapi sebagai sarana untuk 

mewujudkan kemakmuran yang selaras dengan nilai moral dan 

tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi internasional 

harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan 

individu, kepentingan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup 

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

 

Berangkat dari kerangka tersebut, ekonomi syariah menempatkan 

prinsip-prinsip normatif sebagai fondasi dalam mengatur hubungan 

ekonomi global. Prinsip ini berfungsi sebagai rambu etis agar integrasi 

ekonomi internasional tidak menimbulkan ketimpangan dan kerusakan 

sosial. Dalam konteks ini, larangan riba dalam transaksi keuangan 

internasional menjadi prinsip utama, karena riba dipandang dapat 

menciptakan ketidakadilan, ketergantungan struktural, serta 

ketimpangan distribusi kekayaan antarnegara. 

 

Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam 

pertukaran internasional, yang tercermin melalui penetapan harga yang 

wajar, keterbukaan informasi, serta kesepakatan yang didasarkan pada 

kerelaan para pihak. Transparansi dan kejujuran dalam perdagangan 

lintas negara dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan 
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kepercayaan dan stabilitas hubungan ekonomi jangka panjang. Tanpa 

keadilan dalam pertukaran, perdagangan internasional berpotensi 

berubah menjadi instrumen eksploitasi, khususnya terhadap negara 

atau pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar lebih lemah. 

 

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab sosial, terutama dalam 

aktivitas investasi dan perdagangan internasional. Dalam ekonomi 

syariah, keputusan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari dampak sosial 

dan lingkungan yang ditimbulkannya. Investasi lintas negara idealnya 

mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat lokal, serta penguatan kapasitas ekonomi 

nasional, bukan sekadar mengejar keuntungan finansial jangka pendek. 

 

Keberlanjutan (sustainability) menjadi bagian integral dari tujuan utama 

syariah (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga kemaslahatan 

generasi kini dan mendatang. Hubungan ekonomi internasional harus 

mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan 

ekosistem global agar pembangunan ekonomi tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan yang bersifat permanen. 

 

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, ekonomi 

internasional dalam perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai 

instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk 

membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih etis, adil, dan 

berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan 

ekonomi global tidak semata diukur dari besarnya volume perdagangan 

atau investasi, melainkan dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut 

mampu menghadirkan kesejahteraan yang inklusif dan bermartabat 

bagi seluruh umat manusia. 
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Berangkat dari pemahaman konseptual mengenai ekonomi 

internasional dan prinsip-prinsip normatif yang melandasinya, 

pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada kerangka teoretis yang 

menjelaskan bagaimana dan mengapa perdagangan antarnegara 

berlangsung. Pemahaman teori perdagangan internasional menjadi 

penting karena teori-teori tersebut menyediakan landasan analitis untuk 

menilai pola spesialisasi, aliran barang dan jasa, serta implikasi kebijakan 

perdagangan dalam praktik global. Oleh karena itu, Bab II secara khusus 

membahas perkembangan teori perdagangan internasional, mulai dari 

pendekatan klasik hingga modern, sebagai upaya untuk memberikan 

dasar konseptual yang sistematis sebelum memasuki analisis kebijakan 

dan dinamika perdagangan internasional dalam perspektif syariah. 
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BAB II 
TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

 
Bab ini membahas perkembangan teori perdagangan internasional, 
mulai dari teori klasik hingga teori modern, serta dilengkapi dengan 
tinjauan kritis berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Pemahaman 
terhadap teori-teori ini penting untuk menjelaskan mengapa negara 
melakukan perdagangan, bagaimana pola spesialisasi terbentuk, serta 
apa implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi dan struktur sosial. 
Dengan demikian, bab ini menjadi fondasi konseptual bagi analisis 
kebijakan perdagangan internasional pada bab-bab selanjutnya. 
 
2.1 Teori Keunggulan Absolut 

Teori keunggulan absolut merupakan fondasi awal dalam pemikiran 

ekonomi internasional klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith 

melalui karyanya The Wealth of Nations (1776). Teori ini lahir dari kritik 

terhadap paham merkantilisme yang menekankan akumulasi kekayaan 

melalui pembatasan perdagangan. Smith justru memandang 

perdagangan internasional sebagai mekanisme alami untuk 

meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan bersama 

antarnegara. 

 

Asumsi utama dalam teori keunggulan absolut adalah adanya perbedaan 

kapasitas dan efisiensi produksi antarnegara yang bersumber dari variasi 

faktor-faktor produksi, seperti ketersediaan sumber daya alam, kondisi 

geografis dan iklim, kualitas serta keterampilan tenaga kerja, dan tingkat 

penguasaan teknologi. Perbedaan inilah yang menyebabkan suatu 

negara mampu menghasilkan barang tertentu dengan biaya produksi 

yang lebih rendah atau dengan jumlah output yang lebih besar 

dibandingkan negara lain. 
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Dalam kerangka teori ini, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan 

absolut apabila mampu memproduksi suatu komoditas secara lebih 

efisien dibandingkan mitra dagangnya. Oleh karena itu, perdagangan 

internasional akan memberikan manfaat optimal apabila setiap negara 

melakukan spesialisasi pada barang yang memiliki keunggulan absolut, 

kemudian menukarkannya dengan barang lain yang lebih efisien 

diproduksi oleh negara mitra. Pola spesialisasi ini diyakini dapat 

mengurangi pemborosan sumber daya dan mendorong peningkatan 

produktivitas secara agregat. 

 

Konsep keunggulan absolut menegaskan bahwa perdagangan bukanlah 

permainan zero-sum, melainkan proses yang memungkinkan semua 

pihak memperoleh keuntungan. Melalui spesialisasi dan pertukaran, 

total output dunia dapat meningkat, sehingga membuka peluang bagi 

peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat di 

masing-masing negara. Dalam konteks ini, perdagangan internasional 

berfungsi sebagai instrumen integrasi ekonomi global yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi lintas negara. 

 

Misalkan terdapat dua negara, yaitu Negara A dan Negara B, yang 

memproduksi dua jenis barang: beras dan kain. Dengan jumlah tenaga 

kerja yang sama, Negara A mampu memproduksi 20 ton beras atau 10 

unit kain, sedangkan Negara B mampu memproduksi 10 ton beras atau 

5 unit kain. Dalam kondisi ini, Negara A memiliki keunggulan absolut 

dalam produksi beras maupun kain karena mampu menghasilkan output 

lebih besar dibandingkan Negara B dengan input yang sama. 

 

Berdasarkan teori keunggulan absolut, perdagangan internasional tetap 

dapat berlangsung apabila Negara A melakukan spesialisasi pada salah 

satu barang, misalnya beras, dan menukarkannya dengan kain yang 
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diproduksi Negara B. Melalui pertukaran tersebut, kedua negara dapat 

memperoleh jumlah barang yang lebih besar dibandingkan jika masing-

masing memproduksi kedua barang secara mandiri. Contoh ini 

menunjukkan bahwa perdagangan memungkinkan peningkatan output 

total dan kesejahteraan bersama. 

 

Namun demikian, contoh tersebut juga mengungkap keterbatasan teori 

keunggulan absolut. Jika suatu negara memiliki keunggulan absolut pada 

seluruh jenis barang, teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa 

perdagangan masih perlu dilakukan. Keterbatasan inilah yang 

mendorong pengembangan teori keunggulan komparatif. 

 

2.2 Teori Keunggulan Komparatif  

Teori keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo pada 

awal abad ke-19 sebagai pengembangan sekaligus penyempurnaan atas 

teori keunggulan absolut. Teori ini memperluas pemahaman mengenai 

manfaat perdagangan internasional dengan menegaskan bahwa 

perbedaan efisiensi relatif, bukan efisiensi absolut, merupakan dasar 

utama terjadinya perdagangan antarnegara. 

 

Inti dari teori keunggulan komparatif terletak pada konsep biaya peluang 

(opportunity cost). Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan 

komparatif apabila mampu memproduksi suatu barang dengan 

pengorbanan relatif yang lebih kecil dibandingkan negara lain. Dengan 

demikian, meskipun suatu negara kurang efisien secara absolut dalam 

memproduksi seluruh jenis barang, perdagangan internasional tetap 

memberikan keuntungan selama negara tersebut memfokuskan sumber 

dayanya pada produksi barang yang memiliki biaya peluang paling 

rendah. 
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Gambar 3. Kemungkinan Kurva Produksi 

Kurva kemungkinan produksi menggambarkan bagaimana spesialisasi 

memungkinkan negara meningkatkan kesejahteraan. Dengan 

memfokuskan produksi pada barang yang memiliki biaya peluang lebih 

rendah, negara dapat memperluas pilihan konsumsi melalui 

perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan 

memungkinkan konsumsi melampaui batas produksi domestik. Dengan 

demikian, perdagangan internasional meningkatkan efisiensi alokasi 

sumber daya. 

 

Pendekatan ini memberikan justifikasi teoritis yang lebih inklusif 

terhadap perdagangan internasional, karena hampir setiap negara, 

tanpa memandang tingkat kemajuan ekonominya, dapat menemukan 

sektor produksi yang relatif lebih efisien. Dalam praktiknya, teori 

keunggulan komparatif menjadi landasan utama bagi kebijakan 

perdagangan bebas, liberalisasi ekonomi, serta pembentukan kerja 

sama ekonomi regional dan global. 

 

Melalui spesialisasi berbasis keunggulan komparatif, negara dapat 

mengalokasikan sumber dayanya secara lebih optimal, meningkatkan 

efisiensi produksi, serta memperluas pilihan konsumsi masyarakat. 

Perdagangan internasional dalam kerangka ini tidak hanya 



19 
 

meningkatkan output, tetapi juga memungkinkan tercapainya tingkat 

kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi autarki. 

 

Sebagai contoh apabila terdapat dua negara, Negara X dan Negara Y, 

yang memproduksi dua barang, yaitu gandum dan kain. Dengan jumlah 

tenaga kerja yang sama, Negara X dapat memproduksi 10 unit gandum 

atau 5 unit kain, sedangkan Negara Y dapat memproduksi 6 unit gandum 

atau 4 unit kain. Secara absolut, Negara X lebih efisien dalam 

memproduksi kedua barang. 

 

Namun, jika dihitung biaya peluangnya, di Negara X, untuk memproduksi 

1 unit kain harus mengorbankan 2 unit gandum, sedangkan di Negara Y, 

produksi 1 unit kain hanya mengorbankan 1,5 unit gandum. Hal ini 

menunjukkan bahwa Negara Y memiliki keunggulan komparatif dalam 

produksi kain, sementara Negara X memiliki keunggulan komparatif 

dalam produksi gandum. 

 

Namun demikian, teori keunggulan komparatif tidak lepas dari kritik. 

Sejumlah asumsi yang digunakan bersifat sangat sederhana, seperti 

tidak adanya biaya transportasi, tenaga kerja yang homogen, serta 

keterbatasan mobilitas faktor produksi antarnegara. Selain itu, teori ini 

lebih menekankan efisiensi ekonomi dan kurang memberikan perhatian 

pada isu distribusi manfaat perdagangan, ketimpangan pendapatan, 

serta dampak sosial dan struktural yang mungkin timbul, terutama bagi 

negara berkembang. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, 

teori ini perlu diperkaya dengan pendekatan institusional, struktural, 

dan sosial agar lebih relevan dengan dinamika perdagangan 

internasional modern. 
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2.3 Teori Heckscher Ohlin  

Teori Heckscher Ohlin merupakan bagian dari teori perdagangan 

internasional modern yang dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil 

Ohlin sebagai upaya untuk menyempurnakan kelemahan teori 

perdagangan klasik. Jika teori klasik menjelaskan perdagangan 

internasional berdasarkan perbedaan produktivitas tenaga kerja, maka 

teori Heckscher Ohlin memusatkan perhatian pada perbedaan 

kepemilikan dan proporsi faktor produksi antarnegara sebagai sumber 

utama keunggulan komparatif. 

 

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa fungsi produksi antarnegara pada 

dasarnya serupa, sehingga perbedaan keunggulan komparatif tidak lagi 

disebabkan oleh teknologi, melainkan oleh kelimpahan relatif faktor 

produksi. Faktor produksi yang dimaksud mencakup tenaga kerja, 

modal, sumber daya alam (tanah), serta kewirausahaan. Setiap negara 

memiliki kombinasi faktor produksi yang berbeda, baik dari segi jumlah 

maupun kualitas, dan perbedaan inilah yang mendorong terjadinya 

perdagangan internasional. 

 

Menurut teori Heckscher Ohlin, suatu negara akan cenderung 

mengekspor barang yang intensif menggunakan faktor produksi yang 

relatif melimpah dan murah di negara tersebut, serta mengimpor barang 

yang menggunakan faktor produksi yang relatif langka. Dengan kata lain, 

pola perdagangan internasional ditentukan oleh struktur endowment 

faktor produksi, bukan oleh keunggulan absolut atau teknologi semata. 

Negara dengan tenaga kerja berlimpah akan berspesialisasi pada 

produksi barang padat karya, sedangkan negara dengan modal 

melimpah akan fokus pada barang padat modal. 
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Kerangka berpikir ini menjelaskan mengapa negara berkembang yang 

memiliki populasi besar, seperti Indonesia dan India, cenderung 

mengekspor komoditas padat tenaga kerja, seperti hasil perkebunan, 

tekstil, dan produk manufaktur sederhana. Sebaliknya, negara maju 

dengan modal dan teknologi tinggi lebih banyak mengekspor barang-

barang padat modal dan berteknologi tinggi, seperti mesin, otomotif, 

dan produk elektronik. Dengan demikian, perdagangan internasional 

memungkinkan setiap negara memanfaatkan faktor produksi yang 

dimilikinya secara lebih efisien. 

 

Model Heckscher Ohlin dibangun atas sejumlah asumsi untuk 

menyederhanakan analisis, antara lain: hanya terdapat dua negara, dua 

barang, dan dua faktor produksi (tenaga kerja dan modal); teknologi 

produksi dianggap sama di kedua negara; pasar bersifat persaingan 

sempurna; skala hasil produksi konstan; serta tidak terdapat hambatan 

perdagangan seperti tarif, biaya transportasi, atau pembatasan 

kuantitatif. Selain itu, faktor produksi diasumsikan dapat bergerak bebas 

di dalam negeri, tetapi tidak antarnegara  

 

Meskipun memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai pola 

perdagangan internasional, teori Heckscher Ohlin juga menghadapi 

berbagai kritik. Salah satu kritik utama menyatakan bahwa teori ini 

belum sepenuhnya mampu menjelaskan realitas perdagangan 

internasional modern, terutama ketika negara dengan karakteristik 

faktor produksi yang serupa tetap melakukan perdagangan satu sama 

lain. Selain itu, asumsi keseragaman teknologi dan kesamaan selera 

antarnegara sering kali tidak sesuai dengan kondisi empiris dunia nyata  

 

Perdebatan terhadap validitas teori Heckscher–Ohlin mendorong 

munculnya pengujian empiris, termasuk dalam konteks perdagangan 



22 
 

Indonesia. Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa meskipun tidak 

selalu sepenuhnya konsisten, teori Heckscher–Ohlin masih relevan 

dalam menjelaskan kecenderungan umum pola ekspor Indonesia, 

khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara yang memiliki 

perbedaan struktur ekonomi dan faktor produksi yang signifikan. 

 

2.4 Skala Ekonomi dan Intra-Industry Trade  

Memasuki era perdagangan modern, teori-teori klasik yang 

menitikberatkan pada perbedaan efisiensi tenaga kerja dan kepemilikan 

faktor produksi dinilai belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika 

perdagangan antarnegara, khususnya di antara negara-negara maju 

yang memiliki struktur ekonomi, tingkat teknologi, dan kualitas sumber 

daya yang relatif serupa. Perdagangan internasional dalam konteks ini 

tidak lagi semata-mata didorong oleh perbedaan keunggulan absolut 

maupun komparatif, tetapi juga oleh kompleksitas struktur produksi, 

variasi permintaan, serta perkembangan teknologi dan organisasi 

industri  

 

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, teori perdagangan 

internasional modern memperkenalkan konsep skala ekonomi 

(economies of scale) sebagai salah satu penjelasan utama terjadinya 

perdagangan. Skala ekonomi menunjukkan bahwa biaya produksi per 

unit dapat menurun seiring dengan peningkatan volume produksi. 

Dalam perdagangan internasional, kondisi ini memungkinkan suatu 

negara atau perusahaan untuk memperoleh efisiensi yang lebih besar 

dengan memproduksi barang dalam jumlah besar, kemudian 

menyalurkannya ke pasar global. Melalui mekanisme ini, spesialisasi 

tidak hanya terjadi karena perbedaan faktor produksi, tetapi juga karena 

efisiensi biaya yang diperoleh dari perluasan skala usaha  
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Selain skala ekonomi, teori perdagangan modern juga menekankan 

pentingnya fenomena intra-industry trade, yaitu perdagangan barang 

sejenis antarnegara. Contoh nyata dari fenomena ini adalah 

perdagangan produk otomotif atau elektronik antarnegara maju. Intra-

industry trade menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak 

selalu berlangsung karena perbedaan struktur produksi, melainkan juga 

dipengaruhi oleh diferensiasi produk, variasi kualitas, preferensi 

konsumen, serta inovasi teknologi. Dengan demikian, negara dapat 

secara simultan menjadi eksportir dan importir untuk jenis produk yang 

sama, namun dengan karakteristik yang berbeda. 

 
Gambar 4. Kuantitas Produksi 

 

Pendekatan teori perdagangan modern ini dinilai lebih realistis dalam 

menjelaskan pola perdagangan global kontemporer yang ditandai oleh 

integrasi rantai nilai global, peran dominan perusahaan multinasional, 

serta inovasi teknologi yang bersifat dinamis. 

 

Perdagangan tidak lagi terbatas pada pertukaran barang akhir, tetapi 

juga mencakup aliran komponen, pengetahuan, dan proses produksi 

lintas negara. Namun demikian, perlu disadari bahwa manfaat skala 
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ekonomi dan integrasi perdagangan global juga berpotensi 

menimbulkan konsentrasi pasar dan ketimpangan antarnegara apabila 

tidak disertai dengan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

 

2.5 Tinjauan Kritis Teori Perdagangan berdasarkan Perspektif Syariah 

Dalam perspektif ekonomi syariah, teori-teori perdagangan 

internasional konvensional dipandang sebagai perangkat analisis yang 

penting dalam menjelaskan pola dan mekanisme perdagangan global, 

namun bersifat teknis dan belum sepenuhnya memuat dimensi etika 

serta moral. Islam memandang perdagangan lintas negara sebagai 

bagian dari aktivitas muamalah yang tidak hanya bertujuan memenuhi 

kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan 

(‘adl), keseimbangan (tawāzun), dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Oleh 

karena itu, perdagangan internasional dalam perspektif syariah 

diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan hubungan ekonomi yang 

saling menguntungkan, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak 

yang terlibat  

 

Prinsip efisiensi dan spesialisasi yang menjadi fondasi teori perdagangan 

klasik dan modern pada dasarnya dapat diterima dalam Islam, sepanjang 

tidak melahirkan praktik eksploitasi struktural, ketimpangan distribusi 

manfaat, atau dominasi ekonomi yang merugikan pihak yang lebih 

lemah. Islam secara tegas menolak praktik perdagangan yang 

mengandung unsur riba, ketidakjelasan berlebihan (gharar), penipuan, 

manipulasi harga, penimbunan, serta segala bentuk transaksi yang 

menyebabkan keuntungan satu pihak diperoleh melalui kerugian pihak 

lain. Dengan demikian, mekanisme pasar dalam perdagangan 

internasional diakui kebebasannya, namun tetap dibatasi oleh tanggung 

jawab moral dan nilai kejujuran  
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Perspektif syariah menekankan bahwa tujuan utama perdagangan 

internasional tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian 

pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada pemerataan 

kesejahteraan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi jangka 

panjang. Perdagangan dipandang sebagai instrumen pembangunan 

yang harus terhubung secara nyata dengan sektor riil, sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dalam 

konteks ini, negara didorong untuk membangun kerja sama ekonomi 

internasional yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan, antara 

lain melalui pengembangan perdagangan halal, penguatan keuangan 

syariah internasional, serta peningkatan kerja sama Selatan–Selatan 

yang lebih berkeadilan  

 

Dengan demikian, teori perdagangan internasional perlu dibaca secara 

kritis dan kontekstual melalui perspektif syariah, agar penerapannya 

tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai 

etika Islam dan keadilan sosial. Pendekatan ini menempatkan 

perdagangan internasional bukan sekadar sebagai mekanisme 

pertukaran ekonomi, melainkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan 

tatanan ekonomi global yang berkeadilan, berkelanjutan, dan 

bermartabat. 

 

Sebagai penguatan konseptual, perspektif ekonomi syariah dalam 

perdagangan internasional juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka 

ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang menekankan keadilan 

distributif, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara 

kepentingan material dan nilai-nilai spiritual. Ekonomi Islam dibangun 

atas landasan Al-Qur’an dan Hadis dengan tujuan utama mewujudkan 

kesejahteraan umat secara adil dan merata, melalui penghindaran 

praktik riba, ketidakpastian berlebihan (gharar), dan spekulasi (maysir) 
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dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa 

perdagangan, termasuk perdagangan lintas negara, harus diarahkan 

pada penciptaan nilai tambah yang nyata dan berkelanjutan, bukan 

semata akumulasi keuntungan finansial jangka pendek. 

 

Dalam praktiknya, ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi 

kekayaan yang adil melalui instrumen-instrumen sosial seperti zakat, 

sedekah, dan wakaf produktif, sehingga manfaat perdagangan dapat 

dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Mekanisme pembiayaan 

syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah 

mencerminkan upaya untuk menggantikan sistem berbasis bunga 

dengan pola kemitraan dan transaksi yang transparan serta berkeadilan. 

Dalam konteks perdagangan internasional, instrumen-instrumen ini 

berpotensi mendukung aktivitas ekspor-impor dan pembiayaan usaha 

secara etis, sekaligus meminimalkan potensi eksploitasi dan 

ketimpangan. 

 

Lebih lanjut, implementasi prinsip ekonomi Islam dalam praktik 

perdagangan baik di pasar tradisional maupun pasar modern 

menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepatuhan 

terhadap standar halal dapat menjadi fondasi penting bagi 

keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pasar tradisional cenderung 

merepresentasikan penerapan prinsip syariah secara lebih substantif 

melalui interaksi sosial, mekanisme tawar-menawar yang transparan, 

serta kedekatan antara pelaku usaha dan komunitas. Sementara itu, 

pasar modern mulai mengadopsi prinsip-prinsip syariah melalui 

sertifikasi halal dan regulasi tertentu, meskipun masih menghadapi 

tantangan dalam menjaga konsistensi nilai etika di tengah orientasi 

efisiensi dan profitabilitas. 
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Namun demikian, penerapan ekonomi Islam dalam praktik 

perdagangan, termasuk pada skala internasional, masih menghadapi 

berbagai kendala struktural, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, 

keterbatasan regulasi yang implementatif, serta tantangan sosial-

ekonomi berupa ketimpangan dan pengangguran. Oleh karena itu, 

penguatan peran negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi 

krusial untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta komitmen 

pelaku ekonomi terhadap nilai-nilai syariah. Dengan dukungan kebijakan 

yang inklusif dan edukasi yang berkelanjutan, prinsip-prinsip ekonomi 

Islam berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam membangun 

sistem perdagangan internasional yang tidak hanya efisien, tetapi juga 

adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. 

 

Teori perdagangan internasional tidak dapat dipahami semata sebagai 

kumpulan model analitis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai 

kerangka pemikiran yang berkembang mengikuti dinamika ekonomi 

global. Perubahan struktur produksi, kemajuan teknologi, serta 

intensifikasi hubungan ekonomi lintas negara menuntut interpretasi 

teori yang lebih adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, teori 

perdagangan internasional perlu dibaca sebagai alat analisis yang 

bersifat fleksibel, yang relevansinya sangat ditentukan oleh kondisi 

sosial, institusional, dan kebijakan ekonomi masing-masing negara. 

Pendekatan semacam ini memungkinkan analisis perdagangan tidak 

berhenti pada aspek efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas 

negara dalam mengelola dampak ekonomi dan sosial dari keterbukaan 

perdagangan. 

 

Integrasi perspektif ekonomi syariah memberikan dimensi normatif yang 

memperkaya pemahaman terhadap perdagangan internasional. 

Perspektif ini menempatkan aktivitas perdagangan dalam kerangka 
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tujuan pembangunan yang lebih luas, yakni pencapaian kesejahteraan 

yang adil dan berkelanjutan. Perdagangan internasional tidak 

diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk 

memperkuat sektor riil, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga 

keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. 

Dengan demikian, pembacaan kritis terhadap teori perdagangan 

internasional melalui perspektif syariah menjadi penting agar kebijakan 

perdagangan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga selaras 

dengan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan stabilitas jangka 

panjang. 

 

Secara keseluruhan, Bab II menunjukkan bahwa teori perdagangan 

internasional berkembang secara bertahap seiring dengan perubahan 

struktur ekonomi global dan kompleksitas hubungan antarnegara. Teori-

teori klasik seperti keunggulan absolut dan keunggulan komparatif 

memberikan dasar konseptual mengenai pentingnya spesialisasi dan 

efisiensi, sementara teori Heckscher–Ohlin serta pendekatan skala 

ekonomi dan intra-industry trade memperluas analisis dengan 

memasukkan peran faktor produksi, diferensiasi produk, dan struktur 

industri modern. Namun demikian, teori-teori tersebut pada dasarnya 

berfokus pada aspek efisiensi ekonomi dan belum sepenuhnya 

mempertimbangkan dimensi keadilan, distribusi manfaat, dan dampak 

sosial perdagangan internasional. Dengan memahami teori 

perdagangan internasional secara komprehensif dan kritis, diharapkan 

pembaca mampu menilai kebijakan perdagangan tidak hanya dari sisi 

keuntungan ekonomi, tetapi juga dari implikasinya terhadap 

kesejahteraan sosial dan keberlanjutan pembangunan global.  
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BAB III 

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

Bab ini membahas kebijakan perdagangan internasional sebagai 

instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur arus barang dan 

jasa lintas negara. Pembahasan difokuskan pada berbagai bentuk 

kebijakan tarif dan non-tarif, beserta implikasinya terhadap efisiensi 

ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan stabilitas perdagangan global. 

Selain itu, bab ini juga mengkaji kebijakan perdagangan dari perspektif 

ekonomi syariah sebagai kerangka normatif yang menekankan keadilan, 

keseimbangan, dan kemaslahatan dalam hubungan ekonomi 

internasional. 

3.1 Kebijakan Tarif 

Kebijakan tarif merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi 

internasional yang digunakan pemerintah untuk mengatur arus 

perdagangan lintas negara. Secara sederhana, tarif didefinisikan sebagai 

pungutan atau pajak yang dikenakan atas barang impor dengan tujuan 

memengaruhi harga, volume perdagangan, serta struktur produksi dan 

konsumsi dalam negeri. Dalam praktiknya, analisis kebijakan tarif 

umumnya dilakukan menggunakan pendekatan keseimbangan parsial, 

yaitu dengan menelaah dampak tarif pada satu jenis barang tertentu 

agar perubahan ekonomi yang terjadi dapat dipahami secara lebih 

sistematis. 

 

Dalam kajian ekonomi internasional, perbedaan dampak tarif sangat 

dipengaruhi oleh posisi suatu negara dalam pasar global, khususnya 

apakah negara tersebut tergolong sebagai negara kecil atau negara 

besar. Negara kecil diasumsikan tidak memiliki kemampuan 

memengaruhi harga dunia. Oleh karena itu, dalam kondisi perdagangan 

bebas, harga domestik akan mengikuti harga internasional yang relatif 
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lebih rendah dibandingkan harga pada kondisi autarki. Situasi ini 

mendorong terjadinya impor untuk memenuhi kelebihan permintaan 

domestik. 

 

Penerapan tarif impor pada negara kecil menyebabkan harga domestik 

naik di atas harga internasional. Kenaikan harga ini mendorong 

produsen domestik meningkatkan produksi karena adanya insentif 

harga, sementara konsumen mengurangi konsumsi akibat harga yang 

lebih mahal. Kombinasi kedua efek tersebut mengakibatkan penurunan 

volume impor. Meskipun pemerintah memperoleh penerimaan dari 

tarif, secara keseluruhan kebijakan ini menimbulkan kerugian efisiensi 

ekonomi yang tercermin dalam berkurangnya surplus kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Dari sisi kesejahteraan, tarif impor menimbulkan dua bentuk kerugian 

utama, yaitu inefisiensi produksi dan inefisiensi konsumsi. In­efisiensi 

produksi terjadi ketika sumber daya dialihkan ke sektor domestik yang 

sebenarnya kurang kompetitif secara internasional akibat distorsi harga. 

Sementara itu, inefisiensi konsumsi muncul karena konsumen 

mengurangi konsumsi barang yang sebenarnya masih memberikan 

manfaat lebih besar dibandingkan biaya produksinya di pasar global. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa tarif tidak hanya berdampak pada 

besaran perdagangan, tetapi juga memengaruhi keadilan distribusi 

kesejahteraan, di mana keuntungan produsen dan pemerintah 

diperoleh dengan mengorbankan kepentingan konsumen. 
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Gambar 5. Dampak Tarif terhadap Kesejahteraan Sosial 

 

Berbeda dengan negara kecil, negara besar memiliki kekuatan pasar 

yang memungkinkan kebijakan tarif memengaruhi harga internasional. 

Ketika negara besar mengenakan tarif impor, permintaan dunia 

terhadap barang tersebut dapat menurun sehingga harga internasional 

ikut turun. Dalam kondisi tertentu, penurunan harga dunia ini dapat 

memperbaiki terms of trade negara pengimpor dan memberikan 

keuntungan bersih. Namun demikian, keuntungan tersebut bersifat 

tidak pasti dan sering kali disertai risiko konflik perdagangan, termasuk 

tindakan balasan dari negara mitra yang berpotensi menurunkan 

stabilitas perdagangan internasional dan kesejahteraan global secara 

keseluruhan. 

 

Dengan demikian, kebijakan tarif perlu dirancang secara hati-hati dan 

proporsional. Tarif tidak hanya harus dipahami sebagai alat 

perlindungan industri domestik, tetapi juga sebagai kebijakan yang 

memiliki implikasi luas terhadap efisiensi ekonomi, distribusi 

kesejahteraan, serta hubungan perdagangan antarnegara. Pendekatan 

yang seimbang dan berbasis analisis ekonomi menjadi prasyarat penting 
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agar kebijakan tarif dapat mendukung pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan. 

 

3.2 Kebijakan Subsidi 

Kebijakan subsidi merupakan instrumen pemerintah yang digunakan 

untuk memberikan dukungan finansial kepada pelaku ekonomi tertentu 

dengan tujuan memengaruhi struktur produksi, konsumsi, dan 

perdagangan. Dalam konteks perdagangan internasional, salah satu 

bentuk subsidi yang sering dibahas adalah subsidi ekspor, yaitu bantuan 

pemerintah kepada produsen domestik agar mampu menjual produknya 

di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 

harga pasar normal. Dalam kondisi perdagangan bebas, keberadaan 

subsidi ekspor mendorong produsen untuk meningkatkan output yang 

diarahkan ke pasar luar negeri, sementara konsumsi domestik 

cenderung menurun akibat berkurangnya pasokan di pasar dalam 

negeri. 

 

Dari sisi produsen, subsidi ekspor dapat meningkatkan daya saing dan 

memperbesar surplus produsen dalam jangka pendek. Namun demikian, 

kebijakan ini membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Subsidi 

menimbulkan beban fiskal bagi pemerintah karena harus dibiayai 

melalui anggaran negara, yang pada akhirnya bersumber dari pajak 

masyarakat atau pengalihan dana dari sektor publik lainnya. Selain itu, 

subsidi juga berpotensi menciptakan distorsi alokasi sumber daya, 

karena mendorong produksi pada sektor yang mungkin tidak memiliki 

keunggulan efisiensi secara internasional. 

 

Kajian internasional yang dilakukan oleh International Monetary Fund 

menegaskan bahwa subsidi yang tidak dirancang secara hati-hati dapat 

memengaruhi arus perdagangan global dan menciptakan 
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ketidakseimbangan kompetitif antarnegara. Subsidi berpotensi 

memberikan keuntungan artifisial bagi produsen domestik, sehingga 

merugikan produsen di negara lain dan memicu ketegangan 

perdagangan. Dalam banyak kasus, kebijakan subsidi yang bersifat 

unilateral justru mendorong respons balasan dari mitra dagang, yang 

pada akhirnya menurunkan efisiensi sistem perdagangan internasional 

secara keseluruhan. 

 

Secara agregat, meskipun subsidi ekspor dapat memberikan manfaat 

jangka pendek bagi kelompok tertentu, kebijakan ini cenderung 

menurunkan kesejahteraan nasional apabila tidak disertai peningkatan 

produktivitas dan efisiensi produksi dalam jangka panjang. Oleh karena 

itu, lembaga internasional mendorong agar kebijakan subsidi dirancang 

secara lebih transparan, terarah, dan terkoordinasi antarnegara, 

sehingga tujuan pembangunan domestik dapat tercapai tanpa 

menimbulkan distorsi perdagangan dan kerugian kesejahteraan global. 

 

Kebijakan subsidi menuntut pemerintah untuk merumuskan desain 

subsidi yang lebih selektif dan berbasis tujuan jangka panjang. Subsidi 

seharusnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan volume ekspor 

atau melindungi produsen domestik secara sementara, tetapi juga 

mendorong peningkatan efisiensi, inovasi, dan daya saing struktural. 

Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, subsidi berisiko menciptakan 

ketergantungan pelaku usaha terhadap dukungan negara dan 

menghambat proses penyesuaian pasar. Oleh karena itu, kebijakan 

subsidi perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, batas waktu 

pemberian, serta mekanisme evaluasi agar manfaat ekonomi yang 

dihasilkan lebih besar daripada biaya fiskal yang ditanggung pemerintah. 
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3.3 Kebijakan Kuota 

Kebijakan kuota merupakan instrumen perdagangan internasional yang 

membatasi jumlah maksimum barang yang boleh diimpor atau diekspor 

dalam periode tertentu. Berbeda dengan mekanisme pasar bebas, di 

mana impor terjadi secara alami untuk menutup selisih antara konsumsi 

dan produksi domestik, penerapan kuota secara langsung membatasi 

volume perdagangan. Akibatnya, ketika kuota impor diberlakukan, 

pasokan barang dari luar negeri menjadi terbatas sehingga harga 

domestik cenderung meningkat. 

 
Gambar 6. Dampai Kebijakan Kuota Terhadap Kesejahteraan Sosial 

 

Peningkatan harga akibat pembatasan kuota berdampak langsung pada 

kesejahteraan pelaku ekonomi. Konsumen menghadapi harga yang lebih 

tinggi dan pilihan barang yang lebih terbatas, sehingga surplus 

konsumen menurun. Sebaliknya, produsen domestik memperoleh 

keuntungan dari kenaikan harga tersebut dalam bentuk peningkatan 

surplus produsen. Namun demikian, berbeda dengan kebijakan tarif, 

kuota tidak secara otomatis menghasilkan penerimaan bagi pemerintah. 

Selisih harga yang timbul akibat pembatasan jumlah impor sering kali 

berubah menjadi rente kuota, yaitu keuntungan ekonomi yang dinikmati 

oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemegang lisensi impor atau eksportir 

yang memperoleh hak kuota. 
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Dari perspektif efisiensi ekonomi, kebijakan kuota juga menimbulkan 

kerugian kesejahteraan yang serupa dengan tarif, yaitu distorsi dalam 

produksi dan konsumsi. Pembatasan kuantitas menyebabkan sumber 

daya dialokasikan ke sektor yang belum tentu paling efisien secara 

internasional, sementara konsumen terpaksa mengurangi konsumsi. 

 barang yang sebenarnya masih memberikan manfaat lebih besar 

dibandingkan biaya produksinya di pasar global. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kuota dapat menghambat tercapainya alokasi 

sumber daya yang optimal. 

 

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kuota 

sangat bergantung pada desain dan implementasinya. Studi mengenai 

kebijakan pembatasan kuota ekspor karet alam yang diterapkan secara 

kolektif oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand melalui skema Agreed 

Export Tonnage Scheme (AETS) menunjukkan bahwa pembatasan 

kuantitas perdagangan tidak selalu menghasilkan dampak harga yang 

diharapkan di tingkat domestik. Dalam jangka panjang maupun jangka 

pendek, pembatasan kuota ekspor tersebut terbukti tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap peningkatan harga karet alam di tingkat 

petani, karena harga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal 

seperti harga dunia, nilai tukar, dan kondisi pasar global  

 

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan kuota, meskipun 

secara teori mampu mengendalikan volume perdagangan dan 

memengaruhi harga, tidak selalu efektif apabila tidak disertai dengan 

koordinasi yang kuat, mekanisme evaluasi yang jelas, serta kepatuhan 

antarnegara. Selain itu, pembatasan kuota yang bersifat jangka pendek 

berpotensi kehilangan efektivitas karena pelaku pasar dapat 

menyesuaikan perilaku perdagangan sebelum atau sesudah periode 

kebijakan berlangsung. Oleh karena itu, kebijakan kuota perlu dipahami 
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tidak hanya sebagai alat pengendalian jumlah perdagangan, tetapi juga 

sebagai kebijakan yang menuntut perencanaan jangka panjang dan 

sinergi dengan strategi pengembangan industri domestik agar manfaat 

ekonominya dapat dirasakan secara lebih berkelanjutan. 

 

3.4 Hambatan Non-Tarif SPS 

Hambatan non-tarif berupa Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) 

merupakan kebijakan perdagangan yang berkaitan dengan perlindungan 

kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam kerangka 

perdagangan internasional, SPS bertujuan untuk memastikan bahwa 

produk pangan dan pertanian yang diperdagangkan lintas negara aman 

untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan maupun 

lingkungan. Kebijakan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya 

arus perdagangan global, khususnya produk pangan segar dan olahan. 

 

Secara konseptual, kebijakan SPS mencakup berbagai persyaratan 

teknis, seperti standar kebersihan, batas residu bahan kimia, prosedur 

karantina, sertifikasi kesehatan, serta pengawasan terhadap penyakit 

hewan dan hama tanaman. Negara pengimpor menggunakan SPS 

sebagai instrumen untuk menjaga kualitas produk yang masuk ke pasar 

domestiknya. Namun demikian, dalam praktiknya, SPS tidak selalu 

bersifat netral, karena standar yang diterapkan sering kali berbeda 

antarnegara dan cenderung lebih ketat di negara maju. 

 

Bagi negara berkembang, penerapan SPS sering menjadi tantangan 

serius dalam perdagangan internasional. Produk ekspor dari negara 

berkembang kerap menghadapi penolakan karena dianggap tidak 

memenuhi standar sanitasi dan fitosanitasi negara tujuan. Kondisi ini 

bukan semata-mata disebabkan oleh kualitas produk yang rendah, 
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tetapi juga oleh keterbatasan teknologi, infrastruktur, serta kapasitas 

kelembagaan dalam memenuhi standar internasional yang kompleks. 

 

Dalam konteks Indonesia, hambatan SPS banyak ditemui pada sektor 

perikanan dan pertanian. Berbagai produk perikanan, seperti tuna dan 

hasil laut lainnya, sering menghadapi persyaratan ketat terkait 

keamanan pangan, kandungan bakteri, serta proses penanganan 

pascapanen. Negara-negara pengimpor, khususnya Uni Eropa dan 

Amerika Serikat, menerapkan SPS secara ketat dengan alasan 

perlindungan konsumen, meskipun dalam beberapa kasus kebijakan 

tersebut dinilai membatasi akses pasar bagi eksportir Indonesia. 

 

Dari sudut pandang ekonomi, hambatan SPS dapat menimbulkan biaya 

tambahan bagi produsen dan eksportir. Pelaku usaha harus 

menyesuaikan proses produksi, pengemasan, dan distribusi agar sesuai 

dengan standar negara tujuan. Biaya sertifikasi, inspeksi, dan pengujian 

laboratorium sering kali menjadi beban yang signifikan, terutama bagi 

usaha kecil dan menengah. Akibatnya, daya saing produk ekspor dapat 

menurun meskipun permintaan pasar internasional masih tinggi. 

 

Meskipun demikian, SPS tidak sepenuhnya berdampak negatif. Dalam 

jangka panjang, penerapan standar SPS yang baik dapat mendorong 

peningkatan kualitas produk, perbaikan sistem produksi, serta 

penguatan kepercayaan konsumen internasional. Dengan kata lain, SPS 

dapat berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu apabila direspons 

secara strategis melalui penguatan kapasitas domestik dan dukungan 

kebijakan pemerintah. 

 

Oleh karena itu, kebijakan SPS perlu dipahami secara seimbang, tidak 

hanya sebagai hambatan perdagangan, tetapi juga sebagai mekanisme 



38 
 

perlindungan dan peningkatan kualitas. Pemerintah memiliki peran 

penting dalam membantu produsen domestik memenuhi standar SPS 

melalui penguatan regulasi, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan 

koordinasi dengan negara mitra dagang agar kebijakan SPS tidak 

berubah menjadi hambatan terselubung dalam perdagangan 

internasional. 

 

3.5 Hambatan Non-Tarif TBT 

Hambatan non-tarif berupa Technical Barriers to Trade (TBT) berkaitan 

dengan penerapan regulasi teknis, standar produk, dan prosedur 

penilaian kesesuaian yang diberlakukan oleh negara pengimpor. 

Berbeda dengan SPS yang berfokus pada aspek kesehatan dan 

keselamatan, TBT lebih menekankan pada spesifikasi teknis produk, 

seperti pelabelan, pengemasan, desain, kualitas, dan standar kinerja. 

 

Dalam perdagangan internasional modern, TBT menjadi salah satu 

instrumen kebijakan yang paling sering digunakan. Negara pengimpor 

berargumen bahwa regulasi teknis diperlukan untuk melindungi 

konsumen, menjaga keselamatan publik, serta memastikan informasi 

produk yang jelas dan akurat. Namun, perbedaan standar teknis 

antarnegara sering kali menciptakan hambatan yang signifikan bagi 

eksportir, terutama dari negara berkembang. 

 

Indonesia menghadapi berbagai hambatan TBT dalam mengekspor 

produk ke pasar internasional. Produk perikanan, manufaktur, dan 

pertanian harus memenuhi persyaratan teknis yang beragam, mulai dari 

standar pengemasan ramah lingkungan hingga ketentuan pelabelan 

yang detail. Kegagalan memenuhi salah satu aspek teknis tersebut dapat 

berujung pada penolakan produk di pelabuhan negara tujuan, meskipun 

kualitas produknya secara substansial memenuhi kebutuhan pasar. 
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Dari perspektif ekonomi, TBT meningkatkan biaya kepatuhan 

(compliance cost) bagi produsen dan eksportir. Perusahaan harus 

menyesuaikan spesifikasi produk sesuai dengan standar masing-masing 

negara tujuan, yang sering kali berbeda satu sama lain. Kondisi ini 

menyulitkan produsen kecil yang memiliki keterbatasan modal dan 

teknologi, sehingga mempersempit peluang mereka untuk 

berpartisipasi dalam perdagangan internasional. 

 

Namun demikian, TBT juga dapat berperan sebagai pendorong 

peningkatan kualitas produk domestik. Standar teknis yang tinggi 

mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi 

produksi, serta memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan. 

Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat posisi produk domestik 

di pasar global apabila didukung oleh kebijakan industri yang tepat. 

 

Masalah utama yang sering muncul adalah ketika TBT digunakan secara 

diskriminatif atau tidak proporsional. Regulasi teknis yang terlalu ketat 

dan tidak berbasis bukti ilmiah berpotensi menjadi hambatan 

perdagangan terselubung. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan 

nondiskriminasi menjadi elemen penting dalam penerapan kebijakan 

TBT sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional  

 

Dengan demikian, kebijakan TBT perlu dirancang dan direspons secara 

strategis. Pemerintah perlu membantu pelaku usaha memahami dan 

memenuhi standar teknis internasional melalui harmonisasi regulasi, 

peningkatan kapasitas teknis, serta kerja sama internasional agar TBT 

tidak menghambat, melainkan justru memperkuat daya saing produk 

nasional. 
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3.6 Hambatan Non-Tarif NTMs  

Hambatan non-tarif atau Non-Tariff Measures (NTMs) merupakan istilah 

payung yang mencakup seluruh kebijakan perdagangan selain tarif yang 

memengaruhi arus barang dan jasa lintas negara. NTMs meliputi 

berbagai instrumen, seperti kuota, lisensi impor, kebijakan teknis, 

pengendalian harga, serta kebijakan administratif lainnya yang 

berdampak pada perdagangan internasional. 

 

Dalam praktik perdagangan global, NTMs semakin banyak digunakan 

seiring dengan menurunnya tarif sebagai hasil liberalisasi perdagangan. 

Negara-negara cenderung beralih ke kebijakan non-tarif karena dinilai 

lebih fleksibel dan tidak secara langsung melanggar komitmen tarif 

internasional. Namun, dampak NTMs terhadap perdagangan sering kali 

lebih kompleks dan sulit diukur dibandingkan tarif. 

 

Bagi negara berkembang, NTMs dapat menjadi hambatan yang 

signifikan dalam mengakses pasar internasional. Kompleksitas regulasi, 

prosedur administratif yang panjang, serta perbedaan standar 

antarnegara meningkatkan ketidakpastian bagi eksportir. Kondisi ini 

berpotensi mengurangi volume perdagangan dan menurunkan daya 

saing produk domestik di pasar global. 

 

Di Indonesia, penerapan NTMs sering dikaitkan dengan upaya 

perlindungan industri domestik, ketahanan pangan, dan stabilitas 

ekonomi. Pemerintah menggunakan berbagai kebijakan non-tarif untuk 

mengendalikan impor barang tertentu agar tidak mengganggu produksi 

dalam negeri. Namun, kebijakan ini juga harus selaras dengan ketentuan 

perdagangan internasional agar tidak menimbulkan sengketa dagang  
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Dari sisi kesejahteraan, NTMs dapat memberikan manfaat bagi produsen 

domestik dalam jangka pendek, tetapi berpotensi merugikan konsumen 

melalui kenaikan harga dan keterbatasan pilihan barang. Selain itu, 

NTMs yang tidak efisien dapat menghambat inovasi dan menurunkan 

produktivitas ekonomi secara keseluruhan. 

 

Dalam konteks global, NTMs sering menjadi sumber ketegangan 

perdagangan antarnegara. Perbedaan interpretasi terhadap tujuan dan 

dampak NTMs memicu sengketa di forum perdagangan internasional. 

Oleh karena itu, transparansi dan koordinasi internasional menjadi kunci 

untuk meminimalkan dampak negatif NTMs terhadap perdagangan 

global. 

 

Dengan demikian, NTMs perlu dirancang secara hati-hati agar tidak 

hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga mendukung 

efisiensi ekonomi dan integrasi perdagangan internasional. Pendekatan 

berbasis bukti dan evaluasi berkelanjutan menjadi prasyarat penting 

dalam penerapan kebijakan non-tarif yang berkelanjutan. 

 

3.7 Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Kesejahteraan  

Analisis dampak kebijakan perdagangan terhadap kesejahteraan 

ekonomi secara klasik berangkat dari kerangka welfare economics yang 

dikembangkan oleh Alfred Marshall melalui konsep surplus konsumen 

dan surplus produsen. Dalam kerangka ini, kesejahteraan sosial 

dipahami sebagai penjumlahan manfaat ekonomi yang diperoleh 

konsumen, produsen, dan pemerintah. Kebijakan perdagangan, baik 

tarif maupun hambatan non-tarif, dievaluasi berdasarkan sejauh mana 

kebijakan tersebut meningkatkan atau justru menurunkan 

kesejahteraan agregat masyarakat melalui perubahan harga, kuantitas 

konsumsi, dan struktur produksi.  
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Dalam model perdagangan internasional standar, kebijakan protektif 

seperti tarif impor dan kuota secara umum menurunkan kesejahteraan 

nasional karena menciptakan deadweight loss berupa inefisiensi 

produksi dan konsumsi. Paul Krugman, Maurice Obstfeld, dan Marc 

Melitz menegaskan bahwa distorsi harga akibat kebijakan perdagangan 

protektif menyebabkan sumber daya dialihkan ke sektor yang kurang 

efisien secara internasional, sementara konsumen menghadapi harga 

yang lebih tinggi dan pilihan barang yang lebih terbatas. Akibatnya, 

meskipun produsen domestik dan pemerintah dapat memperoleh 

manfaat tertentu, kerugian konsumen umumnya lebih besar sehingga 

kesejahteraan bersih menurun. 

 

Namun demikian, analisis kesejahteraan tidak selalu bersifat statis. 

Literatur ekonomi internasional modern menekankan pentingnya 

pendekatan kesejahteraan dinamis (dynamic welfare analysis), yang 

mempertimbangkan dampak kebijakan perdagangan terhadap 

pertumbuhan jangka panjang, akumulasi modal, dan pembelajaran 

teknologi. Dani Rodrik menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, 

kebijakan perdagangan yang bersifat selektif dan temporer dapat 

memberikan manfaat kesejahteraan apabila berhasil mendorong 

pengembangan industri strategis, peningkatan kapasitas produksi, dan 

transformasi struktural ekonomi. Argumen ini dikenal sebagai infant 

industry argument, yang sering digunakan untuk membenarkan 

perlindungan terbatas bagi sektor industri yang masih berkembang. 

 

Dari perspektif distribusi pendapatan, kebijakan perdagangan juga 

memiliki implikasi kesejahteraan yang tidak merata antar kelompok 

masyarakat. Teori Stolper Samuelson dalam kerangka model Heckscher 

Ohlin menjelaskan bahwa liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan 

pendapatan faktor produksi yang melimpah, tetapi menurunkan 
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pendapatan faktor produksi yang langka. Dengan demikian, kebijakan 

perdagangan dapat memperlebar ketimpangan pendapatan apabila 

tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang memadai. Temuan 

empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa kelompok 

berpendapatan rendah sering kali menanggung beban terbesar dari 

kenaikan harga akibat kebijakan protektif, sementara manfaat lebih 

banyak dinikmati oleh produsen dan kelompok ekonomi tertentu. 

 

Selain dampak domestik, kebijakan perdagangan juga memengaruhi 

kesejahteraan global. Jagdish Bhagwati menegaskan bahwa kebijakan 

perdagangan yang bersifat restriktif dan tidak terkoordinasi berpotensi 

memicu tindakan balasan (retaliation) dari negara mitra, yang pada 

akhirnya menurunkan kesejahteraan internasional secara keseluruhan. 

Perang dagang yang muncul akibat kebijakan protektif berlebihan tidak 

hanya mengurangi volume perdagangan global, tetapi juga 

meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan menekan pertumbuhan 

jangka panjang. 

 

Dalam konteks negara berkembang, dampak kesejahteraan kebijakan 

perdagangan menjadi semakin kompleks. Keterbatasan kapasitas 

industri, ketergantungan pada impor barang strategis, serta lemahnya 

sistem perlindungan sosial menyebabkan dampak negatif kebijakan 

protektif sering kali lebih besar dibandingkan manfaatnya. Oleh karena 

itu, lembaga internasional seperti World Bank dan International 

Monetary Fund menekankan pentingnya kebijakan perdagangan yang 

seimbang, yaitu keterbukaan yang disertai dengan kebijakan domestik 

pendukung seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

perlindungan sosial, dan penguatan daya saing industri nasional. 
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Dengan demikian, dampak kebijakan perdagangan terhadap 

kesejahteraan tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai baik atau 

buruk. Evaluasi kebijakan perdagangan harus mempertimbangkan aspek 

efisiensi ekonomi, distribusi pendapatan, serta implikasi jangka panjang 

terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pendekatan yang 

komprehensif dan berbasis bukti menjadi prasyarat penting agar 

kebijakan perdagangan mampu meningkatkan kesejahteraan nasional 

tanpa mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. 

 

3.8 Kebijakan Perdagangan dalam Perspektif Syariah 

Kebijakan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, 

memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan ekonomi. Dampak 

tersebut tidak hanya dirasakan oleh produsen dan konsumen, tetapi 

juga oleh pemerintah dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, analisis kesejahteraan menjadi aspek penting dalam evaluasi 

kebijakan perdagangan. 

 

Dari sisi konsumen, kebijakan perdagangan yang membatasi impor 

cenderung meningkatkan harga barang di pasar domestik. Kenaikan 

harga ini mengurangi daya beli dan surplus konsumen, terutama bagi 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Keterbatasan pilihan 

barang juga dapat menurunkan tingkat kepuasan konsumen. 

 

Sebaliknya, produsen domestik sering kali memperoleh manfaat dari 

kebijakan perdagangan protektif. Perlindungan dari persaingan 

internasional memungkinkan produsen meningkatkan produksi dan 

pendapatan. Namun, manfaat ini sering bersifat jangka pendek dan 

berpotensi mengurangi insentif untuk meningkatkan efisiensi dan 

inovasi. 
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Bagi pemerintah, kebijakan perdagangan dapat menjadi sumber 

penerimaan negara atau alat pengendalian ekonomi. Namun, kebijakan 

non-tarif tidak selalu memberikan penerimaan langsung dan justru 

dapat menimbulkan biaya administrasi yang tinggi. Selain itu, distorsi 

pasar yang ditimbulkan dapat menurunkan efisiensi ekonomi secara 

keseluruhan. 

 

Dalam jangka panjang, kebijakan perdagangan yang tidak seimbang 

dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Distorsi alokasi sumber 

daya menyebabkan faktor produksi tidak digunakan secara optimal, 

sehingga mengurangi potensi pertumbuhan dan kesejahteraan nasional. 

 

Di tingkat internasional, kebijakan perdagangan yang restriktif dapat 

memicu tindakan balasan dari negara mitra. Perang dagang yang muncul 

akibat kebijakan protektif berlebihan cenderung menurunkan 

kesejahteraan global dan mengganggu stabilitas ekonomi internasional. 

 

Oleh karena itu, kebijakan perdagangan perlu dirancang dengan 

mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan secara 

menyeluruh. Pendekatan yang seimbang antara perlindungan domestik 

dan keterbukaan perdagangan menjadi kunci untuk mencapai 

kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Pentingnya transparansi, 

kejujuran, dan tanggung jawab dalam penerapan kebijakan 

perdagangan. Hambatan non-tarif seperti SPS dan TBT harus berbasis 

tujuan perlindungan yang nyata dan tidak digunakan sebagai instrumen 

proteksionisme terselubung. Dengan demikian, kebijakan perdagangan 

syariah berfungsi sebagai kerangka korektif terhadap praktik 

perdagangan internasional konvensional yang terlalu menekankan 

efisiensi tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan sosial. 

 



46 
 

Secara keseluruhan, Bab III menegaskan bahwa kebijakan perdagangan 

internasional merupakan instrumen strategis yang memiliki implikasi 

luas terhadap efisiensi ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan stabilitas 

hubungan antarnegara. Kebijakan tarif dan non-tarif dapat memberikan 

perlindungan dan manfaat jangka pendek bagi sektor tertentu, namun 

juga berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan kerugian kesejahteraan 

apabila tidak dirancang secara proporsional. Oleh karena itu, evaluasi 

kebijakan perdagangan harus dilakukan secara komprehensif dengan 

mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan institusional. 

Perspektif ekonomi syariah melengkapi analisis tersebut dengan 

kerangka normatif yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan 

kemaslahatan, sehingga kebijakan perdagangan tidak hanya efisien 

secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang 

inklusif dan berkelanjutan. Bab ini menjadi landasan penting bagi 

pembahasan lanjutan mengenai integrasi ekonomi global dan kebijakan 

perdagangan dalam konteks negara berkembang. 
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BAB IV 

SISTEM MONETER INTERNASIONAL DAN NILAI TUKAR 

Bab ini membahas sistem moneter internasional dan mekanisme nilai 

tukar sebagai elemen fundamental yang menopang berlangsungnya 

perdagangan dan hubungan ekonomi internasional. Setelah pada bab 

sebelumnya dikaji berbagai kebijakan perdagangan dan implikasinya 

terhadap kesejahteraan ekonomi, pembahasan selanjutnya diarahkan 

pada aspek moneter yang menentukan stabilitas transaksi lintas negara, 

arus modal internasional, serta keseimbangan eksternal suatu 

perekonomian. Sistem moneter internasional berfungsi sebagai 

kerangka institusional yang mengatur penggunaan mata uang, sistem 

pembayaran internasional, dan koordinasi kebijakan moneter 

antarnegara, sehingga memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi 

global. 

4.1 Sejarah dan Perkembangan Sistem Moneter Internasional 

Sejarah sistem moneter internasional merupakan kisah panjang tentang 

bagaimana masyarakat di seluruh dunia mencari kerangka yang efektif 

untuk memfasilitasi perdagangan dan hubungan ekonomi antar negara. 

Pada abad ke-19, sistem moneter global mulai terbentuk secara lebih 

formal melalui Standar Emas (Gold Standard), di mana mata uang 

nasional memiliki nilai yang dikaitkan dengan sejumlah emas tertentu. 

Sistem ini mencerminkan kepercayaan yang mendalam terhadap emas 

sebagai media penyimpan nilai dan alat tukar universal pada masa itu, 

sehingga memberikan kestabilan nilai tukar antar negara yang 

berpartisipasi. Inggris menjadi pelopor dalam adopsi Standar Emas, 

sementara negara-negara lain mengikuti karena kekuatan ekonomi 

Inggris dan dominasi perdagangannya pada era tersebut. Namun, 
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Perang Dunia I memicu gangguan serius dalam sistem ini, 

mengakibatkan runtuhnya Standar Emas klasik dan menciptakan 

kebutuhan akan sistem baru yang lebih adaptif terhadap gejolak global.  

 

Setelah Perang Dunia II, upaya global untuk menciptakan sistem 

moneter yang stabil dan teratur menghasilkan konferensi penting di 

Bretton Woods pada tahun 1944. Dalam konferensi ini, 44 negara 

sepakat menciptakan kerangka nilai tukar tetap yang dikaitkan dengan 

dolar AS, dan dolar itu sendiri dikonversi ke emas pada tingkat tetap. 

Sistem Bretton Woods dirancang untuk mencegah praktik kompetitif 

devaluasi yang merusak perdagangan internasional, serta memberikan 

struktur bagi koordinasi kebijakan moneter global. Selain itu, dua 

institusi penting dibentuk melalui kesepakatan ini: International 

Monetary Fund (IMF) untuk mengawasi stabilitas moneter global serta 

World Bank untuk mendukung pembangunan dan rekonstruksi pasca 

perang. Meskipun memberi stabilitas untuk beberapa dekade, sistem 

Bretton Woods akhirnya runtuh pada awal 1970-an ketika Amerika 

Serikat menutup konversi dolar ke emas, menandai berakhirnya era kurs 

tetap secara global.  

 

Pasca runtuhnya Bretton Woods, sistem moneter internasional 

memasuki era baru dengan kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel. 

Negara-negara secara bertahap mengadopsi sistem nilai tukar 

mengambang di mana pasar valuta asing menentukan harga relatif mata 

uang berdasarkan permintaan dan penawaran. Fleksibilitas ini 

mencerminkan perubahan mendasar dalam ekonomi global, termasuk 

meningkatnya aliran modal pribadi lintas negara dan kompleksitas 

transaksi internasional. Meskipun sistem mengambang memberikan 
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kebebasan bagi negara dalam menentukan kebijakan moneter 

domestiknya, volatilitas nilai tukar juga meningkat dan memperlihatkan 

tantangan tersendiri, terutama bagi negara berkembang. Pada model 

ini, bank sentral memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan 

menanggapi gejolak pasar melalui berbagai instrumen kebijakan 

moneter. 

 

Pada era global yang semakin terintegrasi, sistem moneter internasional 

terus berevolusi untuk merespons tantangan abad ke-21 seperti 

fluktuasi ekonomi makro, integrasi pasar modal, dan inovasi keuangan 

digital. IMF tetap menjadi lembaga sentral dalam kerangka ini, 

memberikan panduan kebijakan, melakukan pengawasan (surveillance), 

serta membantu negara yang mengalami tekanan neraca pembayaran 

melalui fasilitas pinjaman bersyarat. Selain itu, isu nilai tukar tetap 

menjadi fokus utama perdebatan ekonomi internasional, karena 

fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi tingkat ekspor, investasi asing, 

dan stabilitas harga domestik. Pandangan tentang peran sistem moneter 

tidak lagi semata soal nilai tukar tetap dibandingkan dengan nilai 

mengambang, tetapi juga bagaimana kerjasama internasional, regulasi 

pasar, dan kebijakan nasional dapat menciptakan lingkungan ekonomi 

global yang seimbang dan berkelanjutan.  

 

Pembelajaran dari sejarah sistem moneter internasional menunjukkan 

bahwa setiap era menghadirkan pelajaran yang berbeda. Sistem Standar 

Emas mampu menciptakan stabilitas harga dalam jangka panjang, 

namun tidak mampu bertahan menghadapi tekanan pembiayaan perang 

dan krisis global. Sistem Bretton Woods berhasil membangun tatanan 

moneter internasional yang relatif stabil pada periode pascaperang, 
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tetapi pada akhirnya runtuh akibat perubahan dinamika ekonomi global 

dan ketidakseimbangan struktural. Sementara itu, sistem nilai tukar 

mengambang memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara, 

namun sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait volatilitas nilai 

tukar dan stabilitas ekonomi makro. Transformasi tersebut menegaskan 

bahwa sistem moneter harus mampu menyesuaikan diri terhadap 

perubahan ekonomi global, termasuk pergeseran kekuatan ekonomi, 

aliran modal yang cepat, dan risiko sistemik. Kestabilan monetar global 

tidak hanya membutuhkan aturan nilai tukar, tetapi juga kerjasama 

ekonomi multilateral, kapasitas kebijakan nasional, dan kesiapan 

menghadapi guncangan eksternal. Karena itu, penelitian dan kebijakan 

tentang sistem ini tetap sangat relevan, terlebih dengan munculnya 

mata uang digital, ketegangan perdagangan, dan dinamika geopolitik 

yang mempengaruhi pasar keuangan global.  

 

Secara ringkas, perkembangan sistem moneter internasional merupakan 

hasil dari upaya kolektif dunia untuk menciptakan mekanisme yang adil, 

stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Dari Standar Emas 

hingga sistem nilai tukar mengambang, setiap fase menggambarkan 

respons terhadap keterbatasan dan realitas ekonomi saat itu. 

Pemahaman terhadap sejarah ini menjadi dasar penting bagi pembuat 

kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi untuk merancang strategi 

menghadapi dinamika moneter di masa depan. Dengan demikian, 

sejarah sistem moneter internasional bukan sekadar catatan masa lalu, 

melainkan panduan untuk inovasi kebijakan yang relevan secara global.  

 

 

 



51 
 

4.2 Sistem Nilai Tukar dan Rezim Kurs 

Sistem nilai tukar merujuk pada mekanisme penentuan nilai suatu mata 

uang relatif terhadap mata uang negara lain dan merupakan komponen 

fundamental dalam sistem moneter internasional. Nilai tukar dapat 

dipahami sebagai harga relatif mata uang yang mencerminkan daya 

saing suatu perekonomian di pasar global, serta berperan penting dalam 

memengaruhi perdagangan internasional, arus modal, inflasi, dan 

pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, pengaturan sistem 

nilai tukar memiliki implikasi strategis bagi stabilitas dan kinerja ekonomi 

suatu negara. 

 

Secara umum, rezim nilai tukar diklasifikasikan ke dalam dua bentuk 

utama, yaitu sistem kurs tetap (fixed exchange rate) dan sistem kurs 

mengambang (floating exchange rate), dengan berbagai bentuk antara 

yang dikenal sebagai kurs terkelola (managed float). Dalam rezim kurs 

tetap, otoritas moneter menetapkan nilai tukar mata uang domestik 

pada tingkat tertentu terhadap mata uang lain atau komoditas acuan 

seperti emas. Rezim ini bertujuan menciptakan kestabilan nilai tukar dan 

mengurangi ketidakpastian perdagangan internasional dalam jangka 

pendek. Namun, penerapan kurs tetap menuntut intervensi aktif bank 

sentral di pasar valuta asing serta ketersediaan cadangan devisa yang 

memadai untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. 

 

Sebaliknya, dalam rezim kurs mengambang, nilai tukar ditentukan oleh 

interaksi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa target 

resmi dari pemerintah. Keunggulan utama sistem ini terletak pada 

fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi 

ekonomi global, sehingga kebijakan moneter dapat lebih difokuskan 
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pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun 

demikian, kurs mengambang juga dihadapkan pada tantangan berupa 

volatilitas nilai tukar yang tinggi, terutama bagi negara berkembang yang 

perekonomiannya sensitif terhadap fluktuasi perdagangan dan arus 

modal internasional. 

 

Sebagai respons atas kelebihan dan keterbatasan kedua sistem tersebut, 

banyak negara mengadopsi rezim kurs terkelola. Dalam sistem ini, nilai 

tukar pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar, namun bank 

sentral tetap melakukan intervensi secara selektif untuk meredam 

volatilitas yang berlebihan atau menjaga stabilitas makroekonomi. 

Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan 

fleksibilitas pasar dengan kebutuhan stabilitas nilai tukar. 

 

Pilihan rezim kurs tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi 

mencerminkan prioritas kebijakan nasional dan karakteristik struktural 

perekonomian suatu negara. Negara dengan tingkat keterbukaan 

ekonomi yang tinggi dan sistem keuangan yang matang cenderung 

memilih rezim kurs yang lebih fleksibel untuk menyerap guncangan 

eksternal. Sebaliknya, negara yang sangat bergantung pada komoditas 

tertentu atau memiliki struktur ekonomi yang belum stabil sering kali 

lebih mengutamakan kestabilan nilai tukar guna mengurangi 

ketidakpastian pasar. Rezim kurs juga berimplikasi langsung terhadap 

kebijakan moneter dan fiskal melalui hubungan antara nilai tukar, 

tingkat suku bunga, dan neraca pembayaran. 

 

Dalam sistem nilai tukar apa pun, bank sentral memainkan peran sentral 

dalam menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan pasar terhadap 
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mata uang nasional. Melalui penetapan suku bunga, operasi pasar 

terbuka, serta intervensi di pasar valuta asing, bank sentral berupaya 

mengelola tekanan eksternal dan domestik yang memengaruhi nilai 

tukar. Cadangan devisa menjadi instrumen penting dalam menghadapi 

gejolak eksternal, khususnya pada saat terjadi krisis neraca pembayaran 

atau arus modal keluar secara besar-besaran. 

 

Perkembangan teknologi keuangan global, termasuk perdagangan 

valuta asing berbasis elektronik dan algoritma perdagangan, semakin 

meningkatkan kecepatan dan kompleksitas pergerakan nilai tukar. 

Kondisi ini menuntut otoritas moneter untuk bersikap lebih adaptif dan 

responsif dalam merumuskan kebijakan nilai tukar. Selain itu, koordinasi 

internasional dalam kerangka sistem moneter global menjadi semakin 

penting untuk memitigasi dampak volatilitas pasar yang tinggi terhadap 

stabilitas ekonomi dunia. 

 

Secara keseluruhan, sistem nilai tukar dan rezim kurs merupakan 

landasan penting dalam integrasi ekonomi global yang mencerminkan 

keseimbangan antara fleksibilitas pasar dan stabilitas makroekonomi. 

Tidak terdapat satu rezim kurs yang paling ideal untuk semua negara. 

Pilihan rezim yang efektif sangat bergantung pada kondisi struktural 

ekonomi, prioritas pembangunan, serta kapasitas institusional dalam 

menghadapi guncangan eksternal. Oleh karena itu, kebijakan nilai tukar 

harus dirancang secara kontekstual agar mampu mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, 

dan stabilitas moneter jangka Panjang. 
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4.3 Peran Stabilitas Moneter Global  

Stabilitas moneter global merupakan tujuan fundamental dari sistem 

moneter internasional karena dampaknya tidak hanya mempengaruhi 

perdagangan lintas negara, tetapi juga keberlanjutan pertumbuhan 

ekonomi global. Kestabilan moneter mencakup pengendalian tingkat 

inflasi, stabilitas nilai tukar, dan sistem pembayaran internasional yang 

efektif, sehingga menciptakan lingkungan prediktabel bagi investor, 

eksportir, dan konsumen global. Perubahan tajam dalam nilai tukar atau 

inflasi yang tidak terkendali dapat memicu krisis neraca pembayaran, 

ketidakpastian investasi, dan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Atas 

dasar itu, lembaga internasional seperti IMF berfungsi sebagai penjaga 

sistem global untuk memastikan bahwa ketidakseimbangan 

makroekonomi tidak berkembang menjadi krisis finansial.  

 

IMF memainkan peran vital dalam mempertahankan stabilitas moneter 

global melalui berbagai instrumen dan mekanisme. Pertama, IMF 

melakukan surveillance terhadap kebijakan ekonomi negara anggota, 

dengan tujuan mengidentifikasi potensi tekanan neraca pembayaran 

serta mekanisme kebijakan yang dapat memperbaiki 

ketidakseimbangan tersebut. Kedua, IMF menyediakan pinjaman 

darurat dan fasilitas dukungan bagi negara yang mengalami tekanan 

ekonomi hebat, membantu stabilisasi nilai tukar dan mengembalikan 

kepercayaan investor internasional. Ketiga, IMF juga memfasilitasi 

dialog dan kerjasama antar negara untuk mengkoordinasikan kebijakan 

moneter dan fiskal, sehingga menciptakan respons kolektif terhadap 

tantangan global seperti krisis finansial.  
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Selain IMF, berbagai forum internasional dan perjanjian regional turut 

serta dalam mempromosikan stabilitas moneter global. Institusi seperti 

Bank for International Settlements (BIS) dan G20 memiliki peran dalam 

menyelaraskan kebijakan makroekonomi, berbagi informasi, dan 

mengurangi risiko sistemik yang bisa muncul dari interaksi pasar 

keuangan global. Koordinasi multilateral ini juga mencakup mekanisme 

mitigasi terhadap guncangan eksternal yang bersifat transnasional, 

seperti krisis harga komoditas atau ketidakpastian ekonomi global. 

Kerjasama ini menciptakan landasan stabilitas di mana negara 

berkembang dapat menyesuaikan diri dengan guncangan global tanpa 

harus mengalami krisis moneter yang parah.  

 

Peran stabilitas moneter global juga tampak dalam periode krisis 

ekonomi besar seperti krisis Asia 1997-1998 dan krisis finansial global 

2008, di mana koordinasi internasional membantu meredam efek 

dominonya terhadap sistem finansial dunia. IMF, bekerjasama dengan 

lembaga lainnya, memberikan dukungan kebijakan, dana darurat, serta 

saran teknis untuk memulihkan kestabilan ekonomi negara yang 

terdampak. Pengalaman ini menunjukkan bahwa integrasi pasar global 

menuntut respons terkoordinasi karena dampak dari guncangan 

nasional sering kali cepat menyebar ke negara lain melalui jaringan 

perdagangan dan keuangan global.  

 

Stabilitas moneter global juga berkontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena kestabilan ini 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi jangka panjang, 

inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Ketika nilai tukar stabil dan 
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inflasi terkendali, pelaku usaha dapat membuat perencanaan bisnis 

dengan lebih baik dan konsumen merasa lebih percaya terhadap daya 

beli mereka. Selain itu, stabilitas moneter memungkinkan negara untuk 

fokus pada agenda pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, 

dan pengentasan kemiskinan tanpa terganggu oleh tekanan 

makroekonomi yang tajam.  

 

Namun, stabilitas tidak berarti ketiadaan fluktuasi; sebaliknya, stabilitas 

moneter adalah kemampuan sistem untuk menyerap guncangan tanpa 

mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan moneter 

domestik dan koordinasi internasional harus dirancang sedemikian rupa 

agar memiliki fleksibilitas terhadap perubahan ekonomi global tanpa 

memicu instabilitas yang merusak. Konsep ini semakin relevan di era 

globalisasi ekonomi, di mana hubungan ekonomi antar negara semakin 

rapat dan terpengaruh oleh dinamika seperti aliran modal lintas batas, 

inovasi fintech, dan ketidakpastian geopolitik. Dengan demikian, 

stabilitas moneter global adalah fondasi penting dalam mewujudkan 

tatanan ekonomi internasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan.  

 

4.4 Prinsip Syariah dalam Sistem Moneter Internasional  

Dalam perspektif syariah, sistem moneter internasional harus 

berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan 

umat manusia, yang bersumber pada prinsip-prinsip hukum Islam yang 

adil dan etis. Prinsip utama adalah larangan riba (bunga), yang dianggap 

merugikan pihak peminjam dan melemparkan beban berat terhadap 

masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, dalam kerangka syariah, 

transaksi moneter harus berdasarkan nilai riil dan pertukaran yang adil 

tanpa eksploitasi, sehingga setiap pertukaran nilai tukar dilakukan 
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dengan cara yang transparan dan tidak memperkaya satu pihak secara 

tidak adil atas pihak lain. Sistem moneter global, jika diinterpretasikan 

secara syariah, harus mencerminkan kesetaraan, keterbukaan, dan 

kejujuran dalam setiap transaksi lintas negara.  

 

Selanjutnya, prinsip syariah menekankan perdagangan bebas dari gharar 

(ketidakjelasan) dan spekulasi berlebihan, yang sering kali memicu 

volatilitas nilai tukar dan krisis keuangan global. Praktik spekulatif yang 

tidak terkendali dalam pasar valuta asing menyebabkan risiko sistemik 

yang tinggi, merusak stabilitas ekonomi, dan berpotensi bertentangan 

dengan prinsip syariah yang mengedepankan kepastian serta 

transparansi. Oleh karena itu, skema nilai tukar dan sistem pembayaran 

internasional idealnya dirancang untuk meminimalkan ketidakpastian 

serta praktik spekulatif yang merugikan. Prinsip ini sejalan dengan 

tujuan syariah dalam menciptakan keseimbangan (mizan) dalam 

kegiatan ekonomi dunia.  

 

Selain itu, syariah menekankan pentingnya etika dalam transaksi 

moneter yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan keadilan 

distributif. Dalam konteks sistem moneter internasional, ini berarti 

instrumen finansial dan kebijakan kurs harus memperhatikan dampak 

sosial dan ekonomi terhadap masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi 

kepentingan investor atau negara maju. Misalnya, kebijakan nilai tukar 

yang secara tajam memperkuat mata uang suatu negara tanpa 

mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang dapat 

memperlebar kesenjangan ekonomi global. Perspektif syariah meminta 

analis ekonomi dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan efek 

sosial dari setiap keputusan moneter.  
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Prinsip lainnya adalah pemberdayaan ekonomi melalui struktur 

keuangan yang inklusif, di mana akses terhadap fasilitas moneter 

internasional tidak diskriminatif dan memperhatikan kebutuhan negara 

yang lemah secara ekonomi. Dalam tatanan syariah, sistem moneter 

internasional harus menghormati hak semua partisipan dalam 

perdagangan global, serta menyediakan mekanisme dukungan yang adil 

bagi negara yang mengalami tekanan ekonomi atau neraca pembayaran 

negatif. Konsep ini juga paralel dengan etika syariah yang menekankan 

solidaritas dalam ekonomi, di mana negara-negara kuat membantu 

negara-negara lemah tanpa ekses riba atau eksploitasi.  

 

Prinsip keadilan dalam syariah juga menekankan ketidakbolehan 

penimbunan (ihtikar), yang dalam konteks moneter internasional dapat 

dimaknai sebagai larangan praktik yang mempersempit aliran modal dan 

perdagangan antar negara secara sewenang-wenang. Ketika satu negara 

atau aktor pasar menahan atau menumpuk cadangan devisa untuk 

keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak global, 

hal tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan 

negara lain. Pendekatan yang adil, menurut prinsip syariah, adalah 

kebijakan moneter yang mempertimbangkan keseimbangan sistemik 

global dan pemerataan manfaat ekonomi.  

 

Dalam perkembangan kontemporer, produk keuangan syariah seperti 

sukuk internasional, dana investasi berbasis syariah, dan sistem 

pembayaran alternatif yang mematuhi prinsip Islam menunjukkan 

bahwa integrasi nilai-nilai etis dalam sistem moneter global bukan hanya 

ideal tetapi juga praktis. Inovasi ini memberikan alternatif terhadap 
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mekanisme yang berbasis bunga dan produk derivatif yang spekulatif, 

sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan 

terpercaya bagi partisipan global dari berbagai latar belakang. Akhirnya, 

prinsip syariah menegaskan bahwa tujuan moneter harus melayani 

kemaslahatan umat manusia, bukan sekadar pertumbuhan angka 

ekonomi semata, sehingga menciptakan harmoni antara nilai moral, 

sosial, dan ekonomi dalam sistem moneter internasional.  

 

Sistem moneter internasional dan mekanisme nilai tukar memiliki peran 

sentral dalam menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan ekonomi 

lintas negara. Sistem moneter internasional menyediakan kerangka 

institusional yang mengatur penggunaan mata uang, sistem 

pembayaran, serta koordinasi kebijakan moneter, sementara nilai tukar 

berfungsi sebagai harga relatif yang menghubungkan perekonomian 

domestik dengan pasar global. Perubahan dalam sistem moneter dan 

fluktuasi nilai tukar tidak hanya memengaruhi perdagangan barang dan 

jasa, tetapi juga arus modal, stabilitas keuangan, dan keseimbangan 

makroekonomi suatu negara. 

 

Bagi negara berkembang, pemahaman terhadap dinamika sistem 

moneter internasional dan nilai tukar menjadi semakin penting karena 

keterbatasan struktur ekonomi domestik sering kali memperbesar 

dampak gejolak eksternal. Kebijakan nilai tukar dan moneter yang tidak 

tepat dapat meningkatkan kerentanan terhadap krisis, sementara 

kebijakan yang adaptif dan kredibel berpotensi memperkuat daya saing 

ekonomi dan ketahanan eksternal. Dalam perspektif ekonomi syariah, 

pembahasan ini menekankan pentingnya stabilitas moneter, keterkaitan 

dengan sektor riil, serta penghindaran praktik spekulatif yang berlebihan 
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agar sistem keuangan internasional dapat berfungsi secara lebih adil dan 

berkelanjutan. 

 

Dengan demikian, Bab IV memberikan landasan konseptual yang 

penting untuk memahami keterkaitan antara sistem moneter, nilai 

tukar, dan perekonomian global. Pemahaman ini menjadi bekal utama 

bagi pembahasan selanjutnya mengenai dinamika keuangan 

internasional, arus modal, dan tantangan stabilitas ekonomi dalam 

konteks globalisasi yang semakin kompleks. 
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BAB V 

NERACA PEMBAYARAN DAN KESEIMBANGAN EKONOMI 

Neraca pembayaran sebagai instrumen utama untuk memahami posisi 

eksternal suatu negara dalam sistem ekonomi internasional. Setelah 

pada bab sebelumnya diuraikan peran sistem moneter internasional dan 

mekanisme nilai tukar, pembahasan selanjutnya difokuskan pada 

bagaimana seluruh transaksi ekonomi lintas negara dicatat, dianalisis, 

dan dievaluasi melalui neraca pembayaran. Neraca pembayaran 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan ekonomi 

suatu negara dengan dunia internasional, mencakup arus perdagangan 

barang dan jasa, pendapatan faktor produksi, serta aliran modal dan 

keuangan. 

Pemahaman terhadap neraca pembayaran menjadi sangat penting 

karena ketidakseimbangan eksternal dapat berdampak langsung 

terhadap stabilitas nilai tukar, kebijakan moneter, dan pertumbuhan 

ekonomi nasional. Neraca pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai 

alat pencatatan statistik, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan 

ekonomi makro. 

5.1 Pengertian Neraca Pembayaran  

Neraca pembayaran merupakan suatu laporan statistik yang mencatat 

secara sistematis seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu 

negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, 

umumnya satu tahun. Transaksi yang dicatat mencerminkan arus masuk 

dan keluar nilai ekonomi, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun aset 

keuangan. Dalam konteks perekonomian terbuka, neraca pembayaran 

berfungsi sebagai cerminan hubungan ekonomi eksternal suatu negara. 

Keberadaan neraca pembayaran menjadi penting karena menunjukkan 
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kemampuan negara dalam memperoleh dan menggunakan devisa. Oleh 

karena itu, neraca pembayaran sering dijadikan indikator fundamental 

kesehatan ekonomi makro suatu negara  

 

Secara konseptual, neraca pembayaran tidak sekadar merupakan 

catatan administratif, melainkan instrumen analitis untuk memahami 

dinamika ekonomi internasional. Setiap transaksi dicatat menggunakan 

sistem pembukuan berpasangan (double-entry system), sehingga setiap 

penerimaan selalu diimbangi oleh pengeluaran. Sistem ini memastikan 

bahwa secara akuntansi neraca pembayaran selalu berada dalam kondisi 

seimbang. Namun, keseimbangan akuntansi tersebut tidak selalu 

mencerminkan keseimbangan ekonomi yang sesungguhnya. Oleh sebab 

itu, analisis neraca pembayaran lebih menekankan pada struktur dan 

komposisi transaksinya. 

 

Neraca pembayaran juga menggambarkan tingkat ketergantungan suatu 

negara terhadap dunia internasional. Negara yang mengalami defisit 

neraca pembayaran secara berkelanjutan berpotensi menghadapi 

tekanan eksternal, terutama pada cadangan devisa dan nilai tukar. 

Sebaliknya, surplus neraca pembayaran menunjukkan kemampuan 

negara dalam menghasilkan devisa yang melebihi kebutuhan 

pembayarannya. Kondisi ini umumnya memperkuat stabilitas ekonomi 

dan kepercayaan investor. Dengan demikian, neraca pembayaran 

berperan strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan 

ekonomi. 
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Gambar 7 Diagram alur (flowchart) Neraca Pembayaran Internasional 

 

Dalam praktik kebijakan, neraca pembayaran sering digunakan sebagai 

dasar perumusan kebijakan moneter dan fiskal. Bank sentral memantau 

neraca pembayaran untuk menentukan arah kebijakan nilai tukar dan 

pengelolaan cadangan devisa. Pemerintah juga memanfaatkannya 

untuk merancang strategi perdagangan dan investasi internasional. Oleh 

karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep neraca 

pembayaran menjadi kebutuhan mendasar dalam studi ekonomi 

internasional. 

 

Dari perspektif ekonomi negara berkembang, neraca pembayaran 

memiliki arti yang lebih krusial. Ketergantungan terhadap ekspor 

komoditas dan aliran modal asing membuat stabilitas neraca 

pembayaran menjadi rentan terhadap guncangan eksternal. Fluktuasi 

harga global dan perubahan kebijakan negara maju dapat langsung 

memengaruhi posisi eksternal negara berkembang. Oleh karena itu, 
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pengelolaan neraca pembayaran yang prudent menjadi prasyarat bagi 

stabilitas ekonomi jangka panjang. 

 

Neraca pembayaran juga berkaitan erat dengan keberlanjutan 

pertumbuhan ekonomi. Defisit yang terus-menerus dapat membatasi 

ruang gerak pembangunan karena meningkatnya kebutuhan 

pembiayaan eksternal. Sebaliknya, neraca pembayaran yang sehat 

dapat menyediakan sumber dana bagi investasi domestik. Hal ini 

menunjukkan bahwa neraca pembayaran tidak hanya bersifat deskriptif, 

tetapi juga determinan penting pertumbuhan ekonomi. 

 

Dengan demikian, neraca pembayaran dapat dipahami sebagai 

instrumen utama dalam analisis hubungan ekonomi internasional. Ia 

merepresentasikan interaksi kompleks antara perdagangan, investasi, 

dan kebijakan makroekonomi. Pemahaman terhadap neraca 

pembayaran menjadi landasan bagi analisis lanjutan mengenai struktur, 

nilai tukar, dan dinamika ekonomi negara berkembang. 

 

5.2 Struktur dan Komponen Neraca Pembayaran  

Struktur neraca pembayaran secara umum terbagi ke dalam dua 

kelompok besar, yaitu transaksi berjalan serta transaksi modal dan 

finansial. Transaksi berjalan mencakup kegiatan ekonomi riil yang 

berkaitan langsung dengan perdagangan barang dan jasa. Sementara 

itu, transaksi modal dan finansial berkaitan dengan pergerakan aset 

keuangan dan investasi lintas negara. Pembagian ini memudahkan 

analisis sumber-sumber surplus maupun defisit eksternal. Setiap 

komponen memiliki karakteristik dan implikasi ekonomi yang berbeda. 
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Komponen utama transaksi berjalan meliputi neraca perdagangan 

barang, jasa, pendapatan primer, dan transfer berjalan. Neraca 

perdagangan mencerminkan selisih antara ekspor dan impor barang. 

Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka terjadi surplus 

perdagangan. Sebaliknya, impor yang lebih besar dari ekspor 

menyebabkan defisit. Selain barang, jasa seperti pariwisata, 

transportasi, dan jasa keuangan juga menjadi bagian penting dalam 

transaksi berjalan. 

 

Pendapatan primer mencakup pendapatan dari faktor produksi, seperti 

bunga, dividen, dan upah lintas negara. Sementara itu, transfer berjalan 

meliputi remitansi tenaga kerja, hibah, dan bantuan internasional yang 

tidak memerlukan imbal balik langsung. Kedua komponen ini sering kali 

berperan signifikan bagi negara berkembang. Remitansi, misalnya, dapat 

menjadi sumber devisa yang stabil. Oleh karena itu, struktur transaksi 

berjalan harus dianalisis secara menyeluruh. 

 

Transaksi modal dan finansial mencatat arus modal masuk dan keluar 

suatu negara. Komponen ini mencakup investasi langsung, investasi 

portofolio, serta pinjaman dan simpanan internasional. Investasi 

langsung umumnya bersifat jangka panjang dan relatif stabil. Sebaliknya, 

investasi portofolio cenderung lebih volatil karena dipengaruhi oleh 

sentimen pasar. Dinamika transaksi finansial sering kali menjadi sumber 

utama fluktuasi neraca pembayaran. 

 

Selain dua komponen utama tersebut, neraca pembayaran juga 

mencakup pos kesalahan dan kelalaian. Pos ini digunakan untuk 

menyeimbangkan perbedaan statistik yang muncul akibat keterbatasan 
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pencatatan data. Meskipun bersifat residual, pos ini penting untuk 

menjaga konsistensi akuntansi neraca pembayaran. Besarnya pos 

kesalahan dan kelalaian juga dapat mencerminkan kualitas sistem 

statistik suatu negara. 

 

Cadangan devisa merupakan bagian penting yang mencerminkan 

dampak bersih dari seluruh transaksi eksternal. Perubahan cadangan 

devisa menunjukkan apakah suatu negara mengalami tekanan eksternal 

atau tidak. Peningkatan cadangan devisa umumnya diasosiasikan 

dengan surplus neraca pembayaran. Sebaliknya, penurunan cadangan 

devisa sering kali menjadi sinyal adanya defisit. Oleh karena itu, 

cadangan devisa menjadi indikator kunci dalam analisis stabilitas 

eksternal. 

 

Struktur neraca pembayaran yang seimbang menunjukkan kemampuan 

suatu negara dalam mengelola hubungan ekonominya dengan dunia 

internasional. Komposisi yang sehat antara transaksi berjalan dan 

transaksi finansial mencerminkan ketahanan ekonomi. Sebaliknya, 

ketergantungan berlebihan pada aliran modal jangka pendek 

meningkatkan risiko krisis eksternal. Dengan demikian, analisis struktur 

neraca pembayaran sangat penting bagi perumusan kebijakan ekonomi. 

 

5.3 Hubungan Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar  

Hubungan antara neraca pembayaran dan nilai tukar bersifat timbal 

balik dan saling memengaruhi. Perubahan dalam neraca pembayaran 

dapat berdampak langsung pada pergerakan nilai tukar suatu mata 

uang. Surplus neraca pembayaran cenderung meningkatkan permintaan 

terhadap mata uang domestik. Kondisi ini mendorong apresiasi nilai 
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tukar. Sebaliknya, defisit neraca pembayaran dapat menekan nilai tukar 

ke arah depresiasi  

 

Nilai tukar juga berperan sebagai mekanisme penyesuaian dalam neraca 

pembayaran. Dalam sistem nilai tukar mengambang, depresiasi mata 

uang dapat meningkatkan daya saing ekspor dan menekan impor. Proses 

ini diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan. Namun, 

efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada elastisitas 

permintaan ekspor dan impor. Jika elastisitas rendah, penyesuaian nilai 

tukar mungkin tidak memberikan dampak signifikan. 

 

Dalam konteks negara berkembang, hubungan ini sering kali diperkuat 

oleh peran cadangan devisa. Bank sentral dapat melakukan intervensi di 

pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar. Intervensi tersebut 

tercermin dalam perubahan cadangan devisa dan memengaruhi neraca 

pembayaran. Oleh karena itu, cadangan devisa menjadi penghubung 

penting antara neraca pembayaran dan nilai tukar. Pengelolaan 

cadangan devisa yang efektif dapat meredam volatilitas nilai tukar. 

 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa tidak semua komponen neraca 

pembayaran berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Transaksi 

berjalan dan transaksi modal dapat memiliki dampak yang berbeda 

tergantung pada struktur ekonomi dan rezim nilai tukar yang dianut. 

Dalam sistem mengambang bebas, peran pasar menjadi lebih dominan. 

Namun, dalam praktiknya, intervensi pemerintah masih sering dilakukan 

untuk menjaga stabilitas nilai tukar. 
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Fluktuasi nilai tukar yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian 

ekonomi. Ketidakpastian ini berdampak pada perdagangan internasional 

dan arus investasi. Oleh karena itu, stabilitas neraca pembayaran 

menjadi prasyarat bagi stabilitas nilai tukar. Negara dengan neraca 

pembayaran yang sehat cenderung memiliki nilai tukar yang lebih stabil. 

Kondisi ini meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi. 

 

Hubungan neraca pembayaran dan nilai tukar juga berkaitan dengan 

dinamika pertumbuhan ekonomi. Depresiasi nilai tukar yang disertai 

defisit neraca pembayaran dapat meningkatkan beban utang luar 

negeri. Sebaliknya, apresiasi yang berlebihan dapat menurunkan daya 

saing ekspor. Oleh karena itu, kebijakan nilai tukar harus 

mempertimbangkan kondisi neraca pembayaran secara komprehensif. 

 

Dengan demikian, neraca pembayaran dan nilai tukar merupakan dua 

aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis ekonomi internasional. 

Keseimbangan keduanya menjadi kunci stabilitas makroekonomi. 

Pemahaman atas hubungan ini sangat penting bagi perumusan 

kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. 

 

5.4 Analisis Neraca Pembayaran Negara Berkembang 

Neraca pembayaran negara berkembang umumnya menghadapi 

tantangan struktural yang berbeda dibandingkan negara maju. 

Ketergantungan pada ekspor komoditas primer membuat posisi 

eksternal mereka rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga 

komoditas turun, penerimaan devisa berkurang secara signifikan. 

Kondisi ini dapat memicu defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu, 
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stabilitas neraca pembayaran negara berkembang sangat dipengaruhi 

oleh faktor eksternal. 

 

Selain itu, struktur impor negara berkembang sering kali didominasi oleh 

barang modal dan barang konsumsi. Ketergantungan ini meningkatkan 

kebutuhan devisa untuk membiayai pembangunan. Jika tidak diimbangi 

oleh peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, defisit neraca 

pembayaran sulit dihindari. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan 

antara struktur produksi domestik dan posisi eksternal negara 

berkembang. 

 

Aliran modal asing juga memainkan peran penting dalam neraca 

pembayaran negara berkembang. Investasi asing langsung dapat 

menjadi sumber pembiayaan yang stabil dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi. Namun, aliran modal jangka pendek bersifat lebih volatil dan 

berpotensi menimbulkan risiko krisis. Ketergantungan berlebihan pada 

pembiayaan eksternal meningkatkan kerentanan terhadap perubahan 

kondisi global. 

 

Dalam jangka panjang, neraca pembayaran dapat membatasi 

pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Konsep ini dikenal sebagai 

pembatasan neraca pembayaran terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari kemampuan menghasilkan 

devisa akan memicu defisit eksternal. Kondisi ini pada akhirnya 

memaksa penyesuaian melalui pengetatan kebijakan atau perlambatan 

pertumbuhan  
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Pengelolaan neraca pembayaran negara berkembang memerlukan 

strategi kebijakan yang terintegrasi. Diversifikasi ekspor, peningkatan 

nilai tambah, dan penguatan industri domestik menjadi langkah penting. 

Selain itu, pengelolaan arus modal dan cadangan devisa harus dilakukan 

secara hati-hati. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan 

eksternal dan mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal. 

 

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa negara berkembang yang 

berhasil menjaga keseimbangan neraca pembayaran cenderung 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Stabilitas eksternal 

meningkatkan ruang kebijakan bagi pemerintah dan bank sentral. 

Dengan demikian, neraca pembayaran tidak hanya menjadi indikator, 

tetapi juga instrumen strategis pembangunan ekonomi. 

 

Secara keseluruhan, analisis neraca pembayaran negara berkembang 

menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi 

dan stabilitas eksternal. Kebijakan ekonomi yang berorientasi jangka 

panjang harus mempertimbangkan keterbatasan neraca pembayaran. 

Dengan pengelolaan yang tepat, neraca pembayaran dapat menjadi 

fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

 

Dari perspektif pembelajaran ekonomi internasional, pemahaman 

neraca pembayaran memberikan landasan analitis yang kuat bagi 

mahasiswa dalam memahami dinamika ekonomi global. Berbagai 

fenomena seperti krisis keuangan internasional, volatilitas nilai tukar, 

dan ketimpangan perdagangan dapat dijelaskan melalui kerangka 

neraca pembayaran. Konsep ini membantu mengaitkan teori ekonomi 

dengan praktik kebijakan dan realitas pasar global. Selain itu, analisis 
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neraca pembayaran melatih kemampuan berpikir sistematis dan 

berbasis data. Dengan demikian, pembahasan neraca pembayaran tidak 

hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam memahami 

tantangan ekonomi kontemporer. 

 

Neraca pembayaran merupakan cerminan penting dari keseimbangan 

ekonomi suatu negara dalam interaksinya dengan perekonomian global. 

Melalui analisis neraca transaksi berjalan, neraca modal dan finansial, 

serta cadangan devisa, pemerintah dan otoritas moneter dapat menilai 

ketahanan eksternal dan merespons potensi tekanan ekonomi secara 

lebih tepat. Ketidakseimbangan neraca pembayaran, apabila tidak 

dikelola dengan baik, berpotensi memicu instabilitas nilai tukar, krisis 

neraca pembayaran, dan gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional.  

 

  



72 
 

BAB VI 

PARITAS NILAI TUKAR DAN IMPLIKASI SYARIAH 

Bab ini membahas konsep paritas nilai tukar sebagai kerangka teoritis 

untuk memahami hubungan antara nilai tukar, harga, dan tingkat suku 

bunga dalam sistem ekonomi internasional. Setelah pada bab 

sebelumnya diuraikan sistem moneter internasional dan mekanisme 

nilai tukar, pembahasan Bab VI difokuskan pada teori-teori yang 

menjelaskan bagaimana nilai tukar terbentuk dan bergerak dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek. Konsep Purchasing Power Parity 

(PPP) dan Interest Rate Parity (IRP) menjadi landasan utama untuk 

menganalisis keterkaitan antara pasar barang, pasar uang, dan pasar 

valuta asing. 

 

Selain pendekatan konvensional, bab ini juga mengkaji implikasi syariah 

dalam pasar valuta asing, khususnya terkait isu riba, gharar, dan 

spekulasi. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana 

mekanisme pasar valas modern selaras dengan prinsip keadilan, 

stabilitas, dan keterkaitan dengan sektor riil dalam ekonomi Islam. 

6.1 Mekanisme Pembentukan Nilai Tukar 

Nilai tukar terbentuk melalui interaksi kompleks antara permintaan dan 

penawaran mata uang asing di pasar valuta asing. Permintaan valuta 

asing umumnya muncul dari kebutuhan transaksi perdagangan 

internasional, pembayaran utang luar negeri, serta aliran investasi lintas 

negara. Di sisi lain, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh penerimaan 

ekspor, arus modal masuk, dan aktivitas investasi asing langsung 

maupun portofolio. Mekanisme ini bekerja secara dinamis dan sangat 

sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Oleh karena itu, 



73 
 

nilai tukar tidak dapat dipahami sebagai variabel statis, melainkan 

sebagai refleksi dari keseimbangan ekonomi yang terus berubah. 

Perspektif ini sejalan dengan kerangka analisis nilai tukar yang digunakan 

dalam penelitian paritas internasional pada lampiran skripsi.  

 

Dalam praktiknya, mekanisme pembentukan nilai tukar juga dipengaruhi 

oleh ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi di masa depan. 

Ekspektasi tersebut mencakup proyeksi inflasi, suku bunga, stabilitas 

politik, serta kredibilitas kebijakan moneter suatu negara. Ketika pelaku 

pasar memperkirakan pelemahan ekonomi domestik, permintaan 

terhadap mata uang asing cenderung meningkat sehingga menekan nilai 

tukar domestik. Sebaliknya, ekspektasi positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas makro akan memperkuat mata uang domestik. 

Proses pembentukan ekspektasi ini menjadikan pasar valuta asing 

bersifat forward-looking. Dengan demikian, nilai tukar sering kali 

bereaksi sebelum perubahan ekonomi aktual terjadi. 

 

Dari sudut pandang teori ekonomi internasional, mekanisme nilai tukar 

dapat dijelaskan melalui pendekatan pasar barang dan pasar keuangan. 

Pendekatan pasar barang menekankan peran perdagangan 

internasional dalam menentukan permintaan dan penawaran valuta 

asing. Sementara itu, pendekatan pasar keuangan menyoroti peran arus 

modal dan perbedaan tingkat pengembalian aset antarnegara. Kedua 

pendekatan ini saling melengkapi dalam menjelaskan fluktuasi nilai 

tukar jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian dalam 

dokumen lampiran menunjukkan bahwa perubahan inflasi dan suku 

bunga menjadi faktor kunci yang menghubungkan kedua pendekatan 
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tersebut. Hal ini menguatkan relevansi teori paritas dalam menjelaskan 

mekanisme nilai tukar.  

 

Kebijakan pemerintah dan otoritas moneter juga memainkan peran 

penting dalam pembentukan nilai tukar. Intervensi bank sentral melalui 

pasar valuta asing dapat mempengaruhi suplai dan permintaan mata 

uang secara langsung. Selain itu, kebijakan suku bunga dan pengendalian 

inflasi secara tidak langsung mempengaruhi nilai tukar melalui 

ekspektasi pasar. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, 

seperti yang dianut Indonesia, peran kebijakan moneter menjadi sangat 

strategis. Tujuannya bukan untuk menetapkan kurs tertentu, melainkan 

menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak berfluktuasi secara berlebihan. 

Stabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan pelaku ekonomi. 

 

Dalam konteks negara berkembang, mekanisme nilai tukar sering kali 

lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Perubahan kebijakan 

moneter negara maju, terutama Amerika Serikat, dapat memicu aliran 

modal keluar secara besar-besaran. Kondisi ini menyebabkan tekanan 

depresiatif pada mata uang domestik meskipun fundamental ekonomi 

relatif stabil. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar tidak 

hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika 

ekonomi global. Oleh karena itu, analisis nilai tukar harus selalu 

mempertimbangkan dimensi internasional secara komprehensif. 

Temuan empiris pada lampiran memperlihatkan kuatnya pengaruh 

variabel eksternal tersebut.  

 

Mekanisme pembentukan nilai tukar juga berkaitan erat dengan 

struktur pasar valuta asing itu sendiri. Pasar yang bersifat 
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terdesentralisasi dan beroperasi hampir 24 jam memungkinkan 

informasi baru cepat tercermin dalam harga. Kecepatan transmisi 

informasi ini menyebabkan nilai tukar sangat volatil, terutama dalam 

jangka pendek. Volatilitas tersebut sering kali dipicu oleh sentimen dan 

spekulasi pasar. Oleh sebab itu, pemahaman mekanisme nilai tukar 

harus mencakup aspek psikologis dan perilaku pelaku pasar. Hal ini 

menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar. 

 

Dari perspektif ekonomi syariah, mekanisme pembentukan nilai tukar 

dipandang sebagai bagian dari muamalah yang dibolehkan selama 

dilakukan secara adil dan transparan. Nilai tukar seharusnya 

mencerminkan kondisi riil perekonomian dan tidak dimanipulasi untuk 

kepentingan spekulatif semata. Prinsip keadilan dan keseimbangan 

menjadi landasan utama dalam memandang transaksi valuta asing. 

Dengan demikian, stabilitas nilai tukar bukan hanya tujuan ekonomi, 

tetapi juga tujuan etis. Pandangan ini menjadi dasar bagi pembahasan 

implikasi syariah pada subbab berikutnya. 

 

6.2 Purchasing Power Parity (PPP)  

Purchasing Power Parity (PPP) merupakan salah satu teori fundamental 

dalam ekonomi internasional yang menjelaskan hubungan antara inflasi 

dan nilai tukar. Teori ini menyatakan bahwa dalam jangka panjang, nilai 

tukar akan menyesuaikan sehingga daya beli mata uang domestik setara 

dengan daya beli mata uang asing. Dengan kata lain, perbedaan tingkat 

harga antarnegara akan tercermin dalam perubahan nilai tukar. Konsep 

ini berangkat dari hukum satu harga yang menyatakan bahwa barang 

yang sama seharusnya memiliki harga yang sama jika dinyatakan dalam 

mata uang yang sama. Dalam dokumen lampiran, PPP digunakan sebagai 
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kerangka utama untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap nilai 

tukar Rupiah.  

 

PPP memiliki dua bentuk utama, yaitu PPP absolut dan PPP relatif. PPP 

absolut menekankan kesetaraan tingkat harga secara langsung antara 

dua negara, sementara PPP relatif lebih menekankan perubahan tingkat 

harga dari waktu ke waktu. Dalam praktik empiris, PPP relatif lebih sering 

digunakan karena mempertimbangkan adanya hambatan perdagangan 

dan ketidaksempurnaan pasar. Penelitian dalam lampiran menggunakan 

pendekatan PPP relatif dengan membandingkan rasio inflasi Indonesia 

dan Amerika Serikat. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dalam 

menjelaskan dinamika nilai tukar. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

inflasi tetap menjadi variabel penting meskipun pengaruhnya tidak 

selalu signifikan secara parsial.  

 

Secara teoretis, PPP sangat berguna dalam menjelaskan tren nilai tukar 

jangka panjang. Banyak studi internasional, seperti yang dilakukan oleh 

Rogoff dan Taylor, menunjukkan bahwa PPP cenderung berlaku dalam 

horizon waktu yang panjang meskipun sering menyimpang dalam jangka 

pendek. Penyimpangan ini dapat disebabkan oleh biaya transportasi, 

tarif, serta perbedaan struktur konsumsi antarnegara. Oleh karena itu, 

PPP tidak dimaksudkan sebagai alat prediksi jangka pendek, melainkan 

sebagai kerangka keseimbangan jangka panjang. Pemahaman ini 

penting agar teori PPP tidak disalahartikan. Dengan kerangka tersebut, 

hasil penelitian dalam lampiran dapat dipahami secara proporsional. 

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerapan PPP 

menghadapi tantangan tambahan. Struktur ekonomi yang masih 

bergantung pada impor barang strategis membuat perubahan nilai tukar 
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sangat sensitif terhadap inflasi global. Selain itu, adanya kebijakan 

subsidi dan pengendalian harga dapat menyebabkan distorsi pada 

mekanisme harga. Distorsi ini menghambat berlakunya hukum satu 

harga secara sempurna. Oleh karena itu, PPP di negara berkembang 

sering kali menunjukkan hasil empiris yang beragam. Hal ini juga 

tercermin dalam temuan penelitian pada dokumen lampiran.  

 

Meskipun memiliki keterbatasan, PPP tetap relevan sebagai alat analisis 

kebijakan. Otoritas moneter dapat menggunakan deviasi PPP sebagai 

indikator apakah suatu mata uang mengalami overvaluation atau 

undervaluation. Informasi ini berguna dalam merumuskan kebijakan 

nilai tukar dan perdagangan. Selain itu, PPP juga menjadi dasar bagi 

berbagai model makroekonomi internasional. Dengan demikian, PPP 

tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga nilai praktis. Hal ini 

menjelaskan mengapa teori PPP terus digunakan hingga saat ini. 

 

Dari perspektif ekonomi Islam, konsep PPP sejalan dengan prinsip 

keadilan harga. Islam menekankan larangan terhadap penetapan harga 

yang zalim dan manipulatif. PPP mendorong terciptanya keseimbangan 

harga yang mencerminkan kondisi riil ekonomi. Dengan demikian, PPP 

dapat dipandang sebagai mekanisme alami untuk menjaga keadilan 

dalam pertukaran internasional. Selama mekanisme harga berjalan 

secara transparan, penyesuaian nilai tukar dianggap sebagai proses yang 

sah. Pandangan ini memperkuat legitimasi PPP dalam kerangka ekonomi 

syariah. 

 

Secara keseluruhan, PPP memberikan kontribusi penting dalam 

memahami hubungan antara inflasi dan nilai tukar. Meskipun tidak 
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selalu berlaku sempurna, teori ini tetap menjadi referensi utama dalam 

analisis ekonomi internasional. Penggunaan PPP dalam dokumen 

lampiran menunjukkan relevansinya dalam konteks Indonesia. Dengan 

pengayaan perspektif syariah, PPP tidak hanya dipahami sebagai teori 

ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dalam pertukaran 

global. Pendekatan ini menjadikan pembahasan PPP lebih komprehensif 

dan humanis. 

 

6.3 Interest Rate Parity (IRP)  

Interest Rate Parity (IRP) merupakan teori yang menjelaskan hubungan 

antara perbedaan suku bunga dan pergerakan nilai tukar. Teori ini 

menyatakan bahwa selisih suku bunga antarnegara akan diimbangi oleh 

selisih antara kurs spot dan kurs forward. Dengan kata lain, tidak ada 

peluang arbitrase tanpa risiko dalam kondisi pasar yang efisien. IRP 

berangkat dari asumsi bahwa modal dapat bergerak bebas antarnegara. 

Dalam penelitian pada dokumen lampiran, IRP digunakan untuk menguji 

pengaruh perbedaan suku bunga Indonesia dan Amerika Serikat 

terhadap nilai tukar Rupiah.  

 

IRP dibedakan menjadi covered interest parity dan uncovered interest 

parity. Covered interest parity melibatkan penggunaan kontrak forward 

untuk menghilangkan risiko nilai tukar, sedangkan uncovered interest 

parity tidak menggunakan lindung nilai. Dalam praktik, covered interest 

parity lebih sering diuji karena lebih mudah diamati secara empiris. 

Penelitian dalam lampiran berfokus pada perbedaan suku bunga 

nominal sebagai proksi IRP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh IRP terhadap nilai tukar tidak selalu signifikan secara parsial. 

Temuan ini mencerminkan kompleksitas pasar keuangan internasional.  
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Secara teoretis, IRP sangat berkaitan dengan arus modal internasional. 

Ketika suku bunga domestik lebih tinggi, modal asing cenderung masuk 

untuk mencari imbal hasil yang lebih besar. Arus modal masuk ini akan 

meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik dan 

mendorong apresiasi nilai tukar. Sebaliknya, suku bunga yang lebih 

rendah dapat memicu arus modal keluar. Mekanisme ini menunjukkan 

bahwa kebijakan suku bunga memiliki implikasi langsung terhadap 

stabilitas nilai tukar. Oleh karena itu, IRP menjadi kerangka penting 

dalam analisis kebijakan moneter terbuka. 

 

Namun demikian, IRP tidak selalu berlaku sempurna di dunia nyata. 

Adanya risiko negara, perbedaan regulasi, dan biaya transaksi dapat 

menghambat terjadinya arbitrase. Selain itu, faktor ekspektasi dan 

ketidakpastian global juga mempengaruhi keputusan investor. Studi 

internasional menunjukkan bahwa penyimpangan IRP sering terjadi 

terutama di negara berkembang. Hal ini juga tercermin dalam hasil 

penelitian pada dokumen lampiran. Dengan demikian, IRP perlu 

dipahami sebagai kecenderungan teoretis, bukan hukum mutlak.  

 

Dalam konteks kebijakan, IRP memberikan peringatan penting bagi 

otoritas moneter. Kenaikan suku bunga untuk menarik modal asing 

dapat memperkuat nilai tukar, tetapi juga berpotensi menekan sektor 

riil. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga harus dirancang secara hati-

hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai tukar dan 

pertumbuhan ekonomi. IRP membantu menjelaskan trade-off tersebut 

secara sistematis. Dengan pemahaman ini, kebijakan moneter dapat 
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disusun lebih seimbang. Hal ini relevan bagi negara dengan keterbukaan 

finansial tinggi. 

 

Dari sudut pandang ekonomi syariah, IRP menghadapi tantangan 

konseptual karena berbasis pada instrumen suku bunga. Suku bunga 

dalam Islam dikaitkan dengan riba yang dilarang secara tegas. Oleh 

karena itu, penerapan IRP dalam sistem keuangan syariah memerlukan 

reinterpretasi. Fokus analisis dapat dialihkan dari suku bunga nominal ke 

tingkat pengembalian riil berbasis bagi hasil. Pendekatan ini 

memungkinkan pemahaman hubungan antara imbal hasil dan nilai tukar 

tanpa melibatkan riba. Dengan demikian, IRP dapat disesuaikan secara 

konseptual dengan prinsip syariah. 

 

Secara keseluruhan, IRP memberikan wawasan penting mengenai 

hubungan antara pasar keuangan dan nilai tukar. Meskipun memiliki 

keterbatasan empiris dan tantangan normatif, teori ini tetap relevan 

dalam analisis ekonomi internasional. Penggunaan IRP dalam dokumen 

lampiran menunjukkan upaya untuk memahami nilai tukar secara 

komprehensif. Dengan pengayaan perspektif syariah, IRP dapat dikaji 

secara kritis dan konstruktif. Pendekatan ini memperkaya diskursus 

akademik dan kebijakan. 

 

6.4 Isu Riba, Gharar, dan Spekulasi dalam Pasar Valuta Asing 

Pasar valuta asing merupakan bagian penting dari sistem keuangan 

global, namun juga menimbulkan berbagai isu etis dalam perspektif 

ekonomi Islam. Isu utama yang sering dibahas adalah riba, gharar, dan 

spekulasi yang berlebihan. Riba berkaitan dengan tambahan yang 

disyaratkan dalam transaksi utang-piutang, sedangkan gharar merujuk 
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pada ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berlebihan. Spekulasi 

dipandang bermasalah ketika tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi 

riil. Oleh karena itu, transaksi valuta asing perlu dikaji secara kritis agar 

sesuai dengan prinsip syariah. Pembahasan ini melengkapi analisis 

teknis nilai tukar dalam dokumen lampiran.  

 

Dalam praktik konvensional, transaksi valuta asing sering dikaitkan 

dengan instrumen berbasis bunga dan derivatif spekulatif. Kontrak 

forward dan swap, misalnya, sering digunakan untuk tujuan lindung nilai 

tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk spekulasi murni. Ketika transaksi 

tersebut tidak disertai kebutuhan riil, maka unsur gharar dan maysir 

menjadi dominan. Islam menekankan bahwa transaksi keuangan harus 

memiliki underlying asset atau kebutuhan nyata. Oleh karena itu, 

spekulasi yang berlebihan dianggap merusak keadilan pasar. Prinsip ini 

menjadi pembeda utama antara pasar valas konvensional dan syariah. 

 

Riba dalam konteks pasar valuta asing sering muncul melalui perbedaan 

suku bunga antar mata uang. Teori IRP secara eksplisit menggunakan 

suku bunga sebagai variabel utama. Dari perspektif syariah, pendekatan 

ini perlu dikritisi karena bertentangan dengan larangan riba. Oleh sebab 

itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan mekanisme bagi hasil dan 

jual beli nyata sebagai alternatif. Dengan pendekatan ini, transaksi valas 

difokuskan pada kebutuhan perdagangan dan investasi riil. Hal ini 

sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keadilan dan 

kemaslahatan. 

 

Gharar juga menjadi isu penting dalam transaksi valuta asing, terutama 

pada instrumen derivatif yang kompleks. Ketidakpastian mengenai 
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harga di masa depan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu 

pihak. Islam mengajarkan bahwa risiko harus dipahami dan disepakati 

secara adil oleh semua pihak. Oleh karena itu, transparansi menjadi 

prinsip utama dalam transaksi valas syariah. Kontrak harus jelas, 

sederhana, dan mudah dipahami. Pendekatan ini bertujuan untuk 

meminimalkan potensi sengketa dan ketidakadilan. 

 

Spekulasi dalam pasar valas sering dikaitkan dengan volatilitas nilai tukar 

yang berlebihan. Volatilitas ini dapat merugikan sektor riil dan 

masyarakat luas. Dari sudut pandang syariah, aktivitas ekonomi 

seharusnya mendukung stabilitas dan kesejahteraan bersama. Oleh 

karena itu, spekulasi yang tidak produktif dianggap bertentangan 

dengan nilai-nilai Islam. Islam mendorong transaksi yang berbasis pada 

aktivitas riil seperti perdagangan dan investasi produktif. Dengan 

demikian, pasar valas syariah diharapkan lebih stabil dan berkeadilan. 

 

Beberapa lembaga keuangan syariah telah mengembangkan instrumen 

lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen tersebut 

dirancang untuk mengelola risiko nilai tukar tanpa melibatkan riba dan 

gharar berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip syariah 

tidak menghambat inovasi keuangan. Sebaliknya, prinsip syariah justru 

mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pasar 

valuta asing syariah memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini 

relevan dalam konteks globalisasi keuangan. 

 

Secara keseluruhan, isu riba, gharar, dan spekulasi menuntut 

pendekatan kritis dalam memahami pasar valuta asing. Analisis nilai 

tukar tidak cukup hanya bersifat teknis, tetapi juga harus 
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mempertimbangkan dimensi etis. Dengan mengintegrasikan teori 

paritas dan prinsip syariah, pembahasan nilai tukar menjadi lebih 

holistik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk 

menciptakan keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, implikasi 

syariah menjadi bagian penting dalam kajian paritas nilai tukar. 

 

Bab VI menegaskan bahwa teori paritas nilai tukar memberikan 

kerangka analitis yang penting dalam memahami dinamika nilai tukar 

dan integrasinya dengan pasar barang dan keuangan internasional. 

Namun, penerapan teori tersebut dalam praktik sering kali menghadapi 

keterbatasan akibat faktor institusional, perilaku spekulatif, dan 

ketidaksempurnaan pasar. Dalam perspektif ekonomi syariah, pasar 

valuta asing harus diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi riil 

dan stabilitas moneter, serta menghindari praktik riba, gharar, dan 

spekulasi berlebihan. Dengan demikian, bab ini menempatkan paritas 

nilai tukar tidak hanya sebagai konsep teknis, tetapi juga sebagai objek 

evaluasi etis dalam kerangka ekonomi Islam. 
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BAB VII 

ALIRAN MODAL DAN INVESTASI ASING 

Bab ini membahas aliran modal internasional dan investasi asing 

sebagai komponen penting dalam dinamika ekonomi global. 

Setelah membahas mekanisme nilai tukar dan paritas mata uang, 

perhatian selanjutnya diarahkan pada pergerakan modal lintas 

negara yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas 

keuangan, dan struktur produksi nasional. Aliran modal, baik 

dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) maupun investasi 

portofolio, memainkan peran strategis dalam mempercepat 

pembangunan ekonomi, namun juga membawa risiko 

ketidakstabilan makroekonomi. 

Oleh karena itu, Bab VII mengkaji jenis dan karakteristik aliran 

modal, dampaknya terhadap perekonomian nasional, serta 

pandangan ekonomi syariah terhadap mobilitas modal global. 

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih seimbang 

antara manfaat efisiensi ekonomi dan kebutuhan menjaga 

stabilitas serta keadilan sosial. 

7.1 Jenis dan Karakteristik Aliran Modal 

Aliran modal internasional merupakan salah satu elemen utama dalam 

sistem keuangan global yang menunjukkan perpindahan dana lintas 

negara untuk tujuan investasi, pembiayaan, maupun stabilisasi ekonomi. 

Dalam konteks manajemen keuangan internasional, aliran modal tidak 

hanya mencerminkan keputusan ekonomi rasional, tetapi juga 

dipengaruhi oleh stabilitas politik, kualitas institusi, dan kredibilitas 
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kebijakan makroekonomi suatu negara. Negara dengan fundamental 

ekonomi yang kuat cenderung menjadi tujuan utama aliran modal asing. 

Sebaliknya, negara dengan ketidakpastian tinggi sering kali mengalami 

volatilitas arus modal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

karakteristik aliran modal menjadi krusial dalam menjaga stabilitas 

ekonomi nasional. Aliran modal juga menjadi indikator integrasi suatu 

negara ke dalam perekonomian global. 

 

Secara umum, aliran modal dapat dibedakan menjadi aliran modal 

jangka panjang dan jangka pendek. Aliran modal jangka panjang 

biasanya terkait dengan investasi langsung dan pembiayaan proyek 

produktif yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Karakteristik utama dari aliran modal ini adalah stabilitas relatif dan 

keterkaitannya dengan sektor riil. Sementara itu, aliran modal jangka 

pendek lebih banyak bersifat spekulatif dan berorientasi pada 

keuntungan finansial cepat. Aliran ini cenderung sensitif terhadap 

perubahan suku bunga dan ekspektasi pasar. Ketergantungan 

berlebihan pada aliran modal jangka pendek dapat meningkatkan risiko 

krisis keuangan. Oleh sebab itu, struktur aliran modal perlu dikelola 

secara seimbang. 

 

Jenis aliran modal lainnya adalah investasi portofolio yang melibatkan 

transaksi surat berharga seperti saham dan obligasi. Investasi ini 

memberikan likuiditas bagi pasar keuangan domestik, namun juga 

membawa risiko volatilitas yang cukup tinggi. Ketika terjadi gejolak 

global, investor portofolio cenderung menarik dananya secara cepat. 

Kondisi ini dapat menekan nilai tukar dan cadangan devisa negara 

penerima. Oleh karena itu, negara berkembang perlu memperkuat 



86 
 

instrumen kebijakan makroprudensial. Kebijakan tersebut bertujuan 

meredam dampak negatif dari pembalikan arus modal. Stabilitas sistem 

keuangan menjadi prioritas utama dalam menghadapi dinamika ini. 

 

Selain itu, terdapat pula aliran modal dalam bentuk pinjaman luar negeri 

baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Pinjaman luar negeri dapat 

menjadi sumber pembiayaan pembangunan, khususnya ketika kapasitas 

pembiayaan domestik terbatas. Namun, pinjaman ini juga menimbulkan 

kewajiban pembayaran di masa depan yang dapat membebani fiskal 

negara. Risiko nilai tukar menjadi faktor penting dalam pengelolaan 

utang luar negeri. Jika mata uang domestik terdepresiasi, beban utang 

akan meningkat. Oleh karena itu, manajemen risiko utang menjadi 

bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Transparansi dan kehati-

hatian menjadi prinsip utama dalam pengelolaan pinjaman luar negeri. 

 

Aliran modal juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu 

aliran modal publik dan swasta. Aliran modal publik biasanya terkait 

dengan bantuan luar negeri atau pembiayaan dari lembaga 

internasional. Tujuannya tidak semata-mata keuntungan finansial, 

tetapi juga pembangunan dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, aliran 

modal swasta lebih berorientasi pada profitabilitas dan efisiensi pasar. 

Kedua jenis aliran modal ini memiliki implikasi kebijakan yang berbeda. 

Negara penerima perlu menyesuaikan strategi pengelolaannya sesuai 

dengan karakteristik masing-masing aliran. Pendekatan kebijakan yang 

seragam cenderung tidak efektif. 

 

Dalam konteks globalisasi, mobilitas aliran modal semakin meningkat 

seiring dengan liberalisasi keuangan. Perkembangan teknologi informasi 
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mempercepat transaksi keuangan lintas negara. Kondisi ini menciptakan 

peluang sekaligus tantangan bagi negara berkembang. Di satu sisi, akses 

terhadap pembiayaan global semakin terbuka. Di sisi lain, risiko 

penularan krisis juga semakin besar. Oleh karena itu, regulasi keuangan 

internasional menjadi semakin penting. Kerja sama regional dan 

internasional diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan 

global. 

 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pengelolaan aliran modal 

memerlukan keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian. 

Keterbukaan diperlukan untuk menarik investasi dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Namun, kehati-hatian diperlukan untuk 

menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan yang adaptif dan berbasis 

data menjadi kunci keberhasilan pengelolaan aliran modal. Sinergi 

antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan sangat 

diperlukan. Dengan pendekatan tersebut, manfaat aliran modal dapat 

dioptimalkan secara berkelanjutan. 

 

7.2 Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Portofolio (FPI) 

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan bentuk investasi asing yang 

melibatkan kepemilikan dan pengendalian langsung atas aset produktif 

di negara penerima. FDI umumnya diwujudkan dalam pendirian anak 

perusahaan, akuisisi, atau usaha patungan. Karakteristik utama FDI 

adalah orientasinya pada jangka panjang dan keterkaitannya dengan 

aktivitas produksi. Melalui FDI, investor tidak hanya menanamkan 

modal, tetapi juga membawa teknologi, manajemen, dan keahlian. Hal 

ini menjadikan FDI sebagai salah satu motor penting pertumbuhan 

ekonomi. Dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga 
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struktural. Oleh karena itu, FDI sering dianggap lebih stabil dibandingkan 

aliran modal lainnya. 

 

Keberadaan FDI memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan 

kapasitas produksi nasional. Transfer teknologi yang menyertai FDI 

dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja domestik. Selain itu, FDI 

juga mendorong integrasi ekonomi global melalui rantai nilai 

internasional. Perusahaan lokal dapat memperoleh manfaat melalui 

kemitraan dan alih pengetahuan. Namun, manfaat ini sangat 

bergantung pada kualitas kebijakan dan kesiapan institusi domestik. 

Tanpa regulasi yang tepat, FDI berpotensi menimbulkan ketimpangan. 

Oleh sebab itu, kebijakan investasi perlu dirancang secara inklusif. 

 

Investasi portofolio berbeda secara fundamental dari FDI karena tidak 

melibatkan pengendalian langsung atas perusahaan. Investasi ini lebih 

berfokus pada kepemilikan aset keuangan seperti saham dan obligasi. 

Tujuan utama investor portofolio adalah memperoleh imbal hasil 

finansial dalam jangka pendek hingga menengah. Karakteristik ini 

menjadikan investasi portofolio lebih sensitif terhadap perubahan 

kondisi pasar. Fluktuasi suku bunga global dan sentimen investor sangat 

memengaruhi arus investasi portofolio. Oleh karena itu, volatilitas 

menjadi ciri utama investasi jenis ini. Dampaknya terhadap stabilitas 

keuangan perlu dikelola dengan cermat. 

 

Meskipun volatil, investasi portofolio memiliki peran penting dalam 

pengembangan pasar keuangan domestik. Kehadiran investor asing 

meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar modal. Hal ini dapat 

menurunkan biaya modal bagi perusahaan domestik. Selain itu, investasi 
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portofolio juga mendorong peningkatan standar tata kelola perusahaan. 

Investor asing cenderung menuntut transparansi dan akuntabilitas yang 

lebih tinggi. Dengan demikian, investasi portofolio dapat berkontribusi 

pada reformasi kelembagaan. Namun, manfaat ini harus diimbangi 

dengan penguatan regulasi pasar keuangan. 

 

Perbedaan mendasar antara FDI dan investasi portofolio terletak pada 

tingkat risiko dan stabilitasnya. FDI cenderung lebih tahan terhadap 

guncangan jangka pendek karena sifatnya yang berorientasi jangka 

panjang. Sebaliknya, investasi portofolio mudah keluar masuk mengikuti 

dinamika pasar. Oleh karena itu, komposisi aliran modal menjadi faktor 

penting dalam stabilitas ekonomi. Negara dengan dominasi FDI 

umumnya lebih stabil dibandingkan negara yang bergantung pada 

investasi portofolio. Kebijakan insentif investasi perlu diarahkan untuk 

menarik FDI berkualitas. Fokus tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga 

kualitas investasi. 

 

Dalam konteks ASEAN, arus FDI memainkan peran strategis dalam 

mendorong pertumbuhan kawasan. Integrasi ekonomi regional 

meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi global. 

Infrastruktur, stabilitas makroekonomi, dan pasar domestik yang besar 

menjadi faktor utama penarik FDI. Sementara itu, investasi portofolio 

turut mendukung pengembangan pasar keuangan regional. Namun, 

koordinasi kebijakan antarnegara menjadi semakin penting. Tanpa 

koordinasi, volatilitas arus modal dapat meningkat. Kerja sama regional 

menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas. 
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Tabel 1. Karakteristik FDI & FPI 

 

Secara keseluruhan, FDI dan investasi portofolio memiliki peran yang 

saling melengkapi dalam pembangunan ekonomi. Keduanya 

memberikan manfaat yang berbeda namun saling terkait. Tantangan 

utama bagi negara berkembang adalah mengelola kedua jenis investasi 

ini secara seimbang. Kebijakan yang tepat akan memaksimalkan 

manfaat dan meminimalkan risiko. Pendekatan ini sejalan dengan 

strategi pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Dengan 

demikian, investasi asing dapat menjadi katalis pertumbuhan yang 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

7.3 Dampak Aliran Modal terhadap Perekonomian Nasional  

Aliran modal internasional memiliki dampak yang luas terhadap 

perekonomian nasional, baik dari sisi makroekonomi maupun struktural. 

Masuknya modal asing dapat meningkatkan ketersediaan pembiayaan 
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bagi sektor produktif. Hal ini mendorong pertumbuhan investasi dan 

penciptaan lapangan kerja. Selain itu, aliran modal juga dapat 

memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Dalam kondisi 

yang ideal, aliran modal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Namun, dampak tersebut sangat bergantung pada 

kualitas dan komposisi aliran modal. Oleh karena itu, analisis dampak 

perlu dilakukan secara komprehensif. 

 

Dari sisi positif, aliran modal dapat mempercepat transfer teknologi dan 

peningkatan kapasitas produksi. Investasi asing membawa praktik 

manajemen modern dan inovasi teknologi. Hal ini meningkatkan daya 

saing industri domestik di pasar global. Selain itu, aliran modal juga 

dapat mendorong efisiensi pasar keuangan. Kehadiran investor asing 

meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar. Kondisi ini memperbaiki 

mekanisme penetapan harga aset. Dengan demikian, aliran modal 

berperan dalam modernisasi sistem keuangan nasional. 

 

Namun, aliran modal juga membawa potensi risiko bagi stabilitas 

makroekonomi. Masuknya modal dalam jumlah besar dapat 

menyebabkan apresiasi nilai tukar. Kondisi ini berpotensi menurunkan 

daya saing ekspor. Selain itu, lonjakan aliran modal dapat memicu 

gelembung aset. Jika tidak dikelola dengan baik, gelembung ini dapat 

berujung pada krisis keuangan. Oleh karena itu, kebijakan 

makroprudensial menjadi sangat penting. Pemerintah dan bank sentral 

perlu bersinergi dalam mengelola risiko ini. 

 

Dampak aliran modal terhadap sektor keuangan juga perlu diperhatikan. 

Aliran modal jangka pendek yang volatil dapat meningkatkan 
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ketidakstabilan pasar keuangan. Perubahan sentimen global dapat 

memicu arus keluar modal secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menekan 

likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Pengalaman krisis keuangan 

menunjukkan pentingnya pengawasan yang kuat. Regulasi yang adaptif 

menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar global. Stabilitas 

sistem keuangan harus menjadi prioritas utama. 

 

Dari perspektif fiskal, aliran modal dapat memengaruhi penerimaan 

negara dan kebijakan anggaran. Investasi asing yang produktif 

meningkatkan basis pajak dan pendapatan negara. Namun, 

ketergantungan berlebihan pada modal asing dapat meningkatkan 

kerentanan fiskal. Jika terjadi pembalikan arus modal, tekanan terhadap 

anggaran dapat meningkat. Oleh karena itu, diversifikasi sumber 

pembiayaan menjadi strategi penting. Penguatan pembiayaan domestik 

perlu terus dilakukan. 

 

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, kualitas aliran modal 

menjadi faktor penentu. Aliran modal yang mendukung sektor produktif 

dan berorientasi jangka panjang memberikan manfaat yang lebih besar. 

Sebaliknya, aliran modal spekulatif cenderung memberikan manfaat 

jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan selektif diperlukan untuk 

mengarahkan aliran modal. Insentif investasi perlu difokuskan pada 

sektor strategis. Pendekatan ini sejalan dengan agenda pembangunan 

berkelanjutan. 

 

Secara keseluruhan, dampak aliran modal terhadap perekonomian 

nasional bersifat ambivalen. Di satu sisi, aliran modal memberikan 

peluang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi. Di sisi lain, aliran 
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modal juga membawa risiko stabilitas. Oleh karena itu, pengelolaan 

aliran modal memerlukan kebijakan yang seimbang dan adaptif. Sinergi 

kebijakan nasional dan regional menjadi sangat penting. Dengan 

pendekatan tersebut, manfaat aliran modal dapat dioptimalkan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

 

7.4 Pandangan Syariah terhadap Mobilitas Modal Global 

Dalam perspektif ekonomi syariah, mobilitas modal global dipandang 

sebagai instrumen yang dapat mendukung kemaslahatan umat jika 

dikelola sesuai prinsip syariah. Islam tidak melarang pergerakan modal 

lintas negara, selama aktivitas tersebut tidak mengandung unsur riba, 

gharar, dan maysir. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi 

landasan utama dalam mobilitas modal. Modal dipandang sebagai 

amanah yang harus digunakan untuk kegiatan produktif. Oleh karena 

itu, orientasi utama mobilitas modal adalah kesejahteraan bersama. 

Prinsip ini membedakan ekonomi syariah dari sistem konvensional. 

 

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keterkaitan antara sektor 

keuangan dan sektor riil. Mobilitas modal seharusnya mendukung 

aktivitas ekonomi nyata seperti produksi dan perdagangan. Aliran modal 

yang bersifat spekulatif tidak sejalan dengan prinsip syariah. Praktik 

spekulasi dianggap berpotensi merugikan pihak lain dan menciptakan 

ketidakstabilan. Oleh karena itu, investasi berbasis aset riil lebih 

diutamakan. Prinsip ini sejalan dengan karakteristik FDI yang 

berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, FDI lebih kompatibel 

dengan nilai-nilai syariah. 
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Dalam konteks globalisasi, ekonomi syariah mendorong kerja sama 

internasional yang berlandaskan keadilan dan saling menguntungkan. 

Mobilitas modal tidak boleh menjadi sarana eksploitasi negara 

berkembang. Sebaliknya, modal harus menjadi alat pemberdayaan 

ekonomi. Prinsip ta’awun atau saling tolong-menolong menjadi dasar 

hubungan ekonomi internasional. Oleh karena itu, investasi asing perlu 

diarahkan pada pembangunan inklusif. Keadilan distributif menjadi 

tujuan utama dalam mobilitas modal. 

 

Pandangan syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan modal. Kontrak investasi harus jelas 

dan adil bagi semua pihak. Ketidakpastian yang berlebihan harus 

dihindari. Prinsip ini bertujuan melindungi hak dan kewajiban investor 

serta penerima modal. Dengan transparansi, kepercayaan dalam 

transaksi internasional dapat terjaga. Kepercayaan merupakan fondasi 

utama dalam sistem keuangan syariah. Tanpa kepercayaan, mobilitas 

modal akan kehilangan legitimasi moral. 

 

Selain itu, ekonomi syariah juga memperhatikan dampak sosial dari 

mobilitas modal. Investasi seharusnya memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Oleh karena itu, aspek 

keberlanjutan dan inklusivitas menjadi sangat penting. Modal harus 

mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Prinsip maqashid syariah menjadi kerangka evaluasi utama. Tujuan akhir 

adalah menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. 

 

Dalam praktiknya, mobilitas modal global berbasis syariah dapat 

diwujudkan melalui instrumen keuangan syariah internasional. Sukuk 
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internasional dan pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi alternatif 

yang sesuai syariah. Instrumen ini menghindari riba dan spekulasi. Selain 

itu, instrumen syariah mendorong pembagian risiko yang adil. Dengan 

demikian, stabilitas sistem keuangan dapat ditingkatkan. Prinsip ini 

relevan dalam menghadapi volatilitas global. 

 

Secara keseluruhan, pandangan syariah terhadap mobilitas modal global 

bersifat konstruktif dan solutif. Ekonomi syariah tidak menolak 

globalisasi, tetapi mengarahkannya agar lebih berkeadilan. Mobilitas 

modal dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan 

bersama. Dengan prinsip syariah, risiko eksploitasi dan ketidakstabilan 

dapat diminimalkan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai syariah dalam 

pengelolaan aliran modal menjadi semakin relevan. Pendekatan ini 

menawarkan alternatif etis dalam sistem keuangan global modern. 

 

Aliran modal internasional merupakan fenomena yang tidak terpisahkan 

dari globalisasi ekonomi. Investasi asing dapat menjadi sumber 

pembiayaan dan transfer teknologi yang penting, namun juga 

berpotensi menimbulkan volatilitas dan kerentanan ekonomi apabila 

tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat. Dalam perspektif ekonomi 

syariah, mobilitas modal harus diarahkan untuk mendukung kegiatan 

ekonomi riil, mencegah spekulasi, dan memastikan distribusi manfaat 

yang adil. Dengan demikian, pengelolaan aliran modal yang bijaksana 

menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat investasi asing sekaligus 

meminimalkan risiko ketidakstabilan ekonomi. 
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BAB VIII  

ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL 

Bab ini membahas peran organisasi ekonomi internasional sebagai 

aktor institusional dalam mengatur dan mengoordinasikan 

hubungan ekonomi global. Seiring dengan meningkatnya integrasi 

ekonomi internasional, keberadaan lembaga-lembaga seperti 

World Trade Organization, International Monetary Fund, World 

Bank, dan Islamic Development Bank menjadi semakin penting 

dalam menjaga stabilitas, mendorong kerja sama, serta 

menangani berbagai persoalan ekonomi lintas negara. 

 

Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk memahami fungsi, 

peran, dan pengaruh organisasi ekonomi internasional terhadap 

kebijakan perdagangan, keuangan, dan pembangunan. Selain itu, 

bab ini juga mengkaji peran lembaga-lembaga tersebut dari 

perspektif ekonomi syariah untuk menilai sejauh mana kebijakan 

dan praktik institusional global selaras dengan prinsip keadilan dan 

kemaslahatan. 

8.1 World Trade Organization (WTO)  

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional 

yang berperan mengatur dan mengawasi sistem perdagangan dunia. 

Lembaga ini dibentuk sebagai kelanjutan dari General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) yang telah berlaku sejak akhir Perang Dunia II. 

Transformasi dari GATT menjadi WTO mencerminkan kebutuhan akan 

institusi perdagangan yang lebih terstruktur dan mengikat secara 
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hukum. WTO tidak hanya berfungsi sebagai forum perundingan, tetapi 

juga sebagai penjaga aturan main perdagangan global. Keberadaan WTO 

memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggota dalam 

menjalankan aktivitas perdagangan. Dengan sistem yang lebih 

terlembaga, konflik dagang diharapkan dapat diselesaikan secara damai. 

Hal ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi internasional. 

 

Salah satu prinsip utama WTO adalah non-diskriminasi yang diwujudkan 

melalui asas most favored nation. Prinsip ini menekankan bahwa setiap 

keuntungan dagang yang diberikan kepada satu negara harus berlaku 

pula bagi negara anggota lainnya. Selain itu, WTO juga mengedepankan 

prinsip perlakuan nasional yang menuntut kesetaraan antara produk 

impor dan produk domestik. Kedua prinsip tersebut bertujuan 

menciptakan persaingan yang adil di pasar internasional. Dengan 

demikian, praktik proteksionisme yang berlebihan dapat ditekan. 

Namun, penerapan prinsip ini sering memunculkan perdebatan, 

khususnya bagi negara berkembang. Kesenjangan kapasitas ekonomi 

menjadi tantangan utama dalam implementasinya. 

 

WTO juga memiliki peran penting dalam mendorong liberalisasi 

perdagangan secara bertahap. Pengurangan tarif dan hambatan non-

tarif dilakukan melalui putaran perundingan multilateral. Pendekatan 

bertahap ini dimaksudkan agar negara anggota dapat menyesuaikan 

kebijakan domestiknya. Bagi negara berkembang, WTO menyediakan 

fleksibilitas tertentu dalam implementasi kewajiban. Ketentuan ini 

dikenal sebagai perlakuan khusus dan berbeda. Tujuannya adalah 

mencegah dampak negatif liberalisasi yang terlalu cepat. Dengan 

demikian, integrasi ke pasar global dapat berlangsung lebih seimbang. 
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Selain fungsi regulasi, WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa 

perdagangan. Mekanisme ini memungkinkan negara anggota 

menyelesaikan perselisihan secara hukum dan terstruktur. Keberadaan 

sistem sengketa ini mengurangi potensi tindakan sepihak. Negara 

anggota memiliki jalur resmi untuk mempertahankan kepentingannya. 

Namun, proses ini sering membutuhkan kapasitas hukum dan biaya yang 

tidak kecil. Akibatnya, negara berkembang kerap menghadapi 

keterbatasan dalam memanfaatkannya. Hal ini memunculkan isu 

keadilan prosedural dalam sistem WTO. 

 

Dalam praktiknya, WTO juga menghadapi kritik terkait ketimpangan 

manfaat perdagangan global. Negara maju dinilai lebih mampu 

memanfaatkan aturan WTO dibandingkan negara berkembang. Struktur 

perdagangan dunia yang tidak seimbang memperkuat kritik tersebut. 

Produk dari negara berkembang sering menghadapi hambatan teknis 

dan standar mutu yang ketat. Kondisi ini membatasi akses pasar 

meskipun tarif telah diturunkan. Oleh karena itu, isu reformasi WTO 

terus mengemuka. Reformasi dipandang penting untuk meningkatkan 

inklusivitas sistem perdagangan. 

 

WTO turut berperan dalam mengatur perdagangan jasa dan hak 

kekayaan intelektual. Perluasan cakupan ini mencerminkan 

kompleksitas ekonomi global modern. Perdagangan tidak lagi terbatas 

pada barang fisik, tetapi juga jasa dan pengetahuan. Aturan yang jelas 

diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Namun, 

perluasan ini juga menimbulkan tantangan baru. Negara berkembang 
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sering menghadapi keterbatasan kapasitas dalam sektor jasa. Hal ini 

menuntut kebijakan pendukung yang lebih komprehensif. 

 

Secara keseluruhan, WTO merupakan pilar utama sistem perdagangan 

internasional. Perannya sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan 

kepastian hukum. Namun, efektivitas WTO sangat bergantung pada 

komitmen dan kerja sama negara anggota. Tantangan global seperti 

proteksionisme dan konflik geopolitik memengaruhi kinerjanya. Oleh 

karena itu, penguatan multilateralisme menjadi agenda penting. Dengan 

pendekatan yang lebih adil dan inklusif, WTO dapat berkontribusi lebih 

besar bagi kesejahteraan global. 

 

8.2 International Monetary Fund (IMF)  

International Monetary Fund (IMF) dibentuk untuk menjaga stabilitas 

sistem moneter internasional. Lembaga ini lahir dari kesadaran bahwa 

krisis moneter dapat berdampak lintas negara. IMF berfungsi sebagai 

penopang stabilitas nilai tukar dan sistem pembayaran global. 

Keberadaannya sangat penting dalam dunia yang saling terhubung 

secara finansial. IMF menyediakan kerangka kerja kerja sama moneter 

internasional. Dengan demikian, koordinasi kebijakan antarnegara 

dapat ditingkatkan. Peran ini menjadi krusial dalam menghadapi 

volatilitas global. 

 

Salah satu fungsi utama IMF adalah pengawasan kebijakan ekonomi 

negara anggota. IMF secara berkala menilai kondisi makroekonomi dan 

keuangan negara. Hasil penilaian ini disampaikan dalam bentuk 

rekomendasi kebijakan. Tujuannya adalah mencegah 

ketidakseimbangan ekonomi sejak dini. Pengawasan ini bersifat 
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konsultatif, bukan paksaan formal. Namun, rekomendasi IMF sering 

memiliki pengaruh besar. Hal ini menunjukkan posisi strategis IMF dalam 

sistem global. 

IMF juga dikenal sebagai penyedia pembiayaan darurat bagi negara yang 

mengalami krisis neraca pembayaran. Bantuan ini bertujuan 

memulihkan kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Pembiayaan 

IMF biasanya disertai persyaratan kebijakan tertentu. Persyaratan ini 

dimaksudkan untuk memperbaiki fundamental ekonomi. Namun, 

kebijakan penyesuaian sering menuai kritik. Dampak sosial seperti 

pengurangan subsidi menjadi isu sensitif. Oleh karena itu, pendekatan 

IMF terus dievaluasi. 

 

Dalam praktiknya, IMF sering berada di persimpangan antara stabilitas 

dan pertumbuhan. Fokus pada disiplin fiskal kadang berbenturan 

dengan kebutuhan sosial. Negara berkembang sering menghadapi 

dilema dalam menerima bantuan IMF. Di satu sisi, bantuan diperlukan 

untuk stabilisasi ekonomi. Di sisi lain, persyaratan kebijakan dapat 

menekan ruang kebijakan domestik. Kondisi ini menimbulkan 

perdebatan mengenai kedaulatan ekonomi. IMF dituntut lebih adaptif 

terhadap konteks lokal. 

 

IMF juga berperan sebagai pusat analisis dan data ekonomi global. 

Publikasi IMF menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan. Melalui 

fungsi ini, IMF memengaruhi wacana ekonomi internasional. Namun, 

dominasi pendekatan tertentu sering dikritik. Keragaman perspektif 

ekonomi dinilai perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan yang lebih 

inklusif, IMF dapat meningkatkan legitimasi globalnya. Hal ini penting 

bagi keberlanjutan perannya. 
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Peran IMF semakin menonjol saat terjadi krisis global. Krisis keuangan 

dan pandemi menunjukkan pentingnya koordinasi internasional. IMF 

menyediakan likuiditas dan dukungan kebijakan dalam skala besar. 

Bantuan ini membantu negara menghadapi tekanan ekonomi ekstrem. 

Namun, efektivitas bantuan sangat bergantung pada desain kebijakan. 

Pendekatan yang sensitif terhadap dampak sosial menjadi kunci 

keberhasilan. 

 

Secara keseluruhan, IMF merupakan institusi sentral dalam sistem 

moneter internasional. Perannya sangat penting dalam menjaga 

stabilitas global. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan disiplin 

ekonomi dan keadilan sosial. Reformasi tata kelola IMF menjadi isu 

strategis. Dengan reformasi tersebut, IMF diharapkan lebih responsif 

terhadap kebutuhan negara berkembang. 

 

8.3 World Bank 

World Bank merupakan lembaga internasional yang berfokus pada 

pembiayaan pembangunan jangka panjang. Tujuan utamanya adalah 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. World Bank 

berbeda dari IMF yang berorientasi pada stabilitas moneter. Fokus 

World Bank terletak pada sektor riil dan pembangunan struktural. 

Pembiayaan diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Dengan pendekatan ini, World Bank mendukung pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan. Perannya sangat penting bagi negara berkembang. 

 

World Bank menyediakan pinjaman dengan tenor panjang dan bunga 

relatif rendah. Skema ini dirancang agar negara berkembang mampu 
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membangun kapasitas ekonomi. Selain pembiayaan, World Bank juga 

memberikan bantuan teknis. Bantuan ini mencakup perencanaan dan 

evaluasi proyek. Dengan demikian, World Bank tidak hanya berperan 

sebagai pemberi dana. Lembaga ini juga menjadi mitra pembangunan. 

Pendekatan ini memperkuat efektivitas proyek. 

 

World Bank juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik. 

Reformasi kelembagaan sering menjadi bagian dari program 

pembiayaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan 

dana. Namun, pendekatan ini sering menuai kritik. Beberapa pihak 

menilai reformasi terlalu berorientasi pada model tertentu. Konteks 

sosial dan budaya lokal kadang kurang diperhatikan. Hal ini menuntut 

pendekatan yang lebih fleksibel. 

 

Dalam beberapa kasus, proyek World Bank dikritik karena dampak 

lingkungan dan sosialnya. Proyek infrastruktur besar dapat 

menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, World Bank terus 

memperbaiki standar keberlanjutan. Aspek lingkungan dan sosial 

semakin diperhatikan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan 

menjadi agenda utama. Hal ini menunjukkan evolusi peran World Bank. 

 

World Bank juga berperan dalam pengembangan pengetahuan 

pembangunan. Laporan dan kajian World Bank menjadi referensi global. 

Melalui fungsi ini, World Bank memengaruhi arah kebijakan 

pembangunan. Namun, dominasi narasi tertentu tetap menjadi kritik. 

Keragaman pendekatan pembangunan perlu diperkuat. Dengan 

demikian, relevansi World Bank dapat ditingkatkan. 
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Dalam konteks global, World Bank bekerja sama dengan berbagai 

lembaga internasional. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan dampak 

pembangunan. Sinergi kebijakan menjadi kunci keberhasilan. Dengan 

pendekatan kolaboratif, tantangan global dapat dihadapi bersama. 

Peran World Bank semakin strategis dalam agenda pembangunan 

global. 

 

Secara keseluruhan, World Bank merupakan aktor utama pembangunan 

internasional. Perannya sangat penting bagi negara berkembang. 

Tantangan utamanya adalah memastikan pembangunan yang inklusif 

dan berkelanjutan. Dengan reformasi berkelanjutan, World Bank dapat 

meningkatkan kontribusinya. Pendekatan yang lebih humanis menjadi 

kebutuhan utama. 

 

 
Tabel 2. Tujuan IMF dan World Bank 
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8.4 Islamic Development Bank (IsDB)  

Islamic Development Bank (IsDB) merupakan lembaga keuangan 

internasional berbasis prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah 

mendorong pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota. IsDB 

beroperasi dengan landasan keadilan dan kemitraan. Berbeda dengan 

lembaga konvensional, IsDB menghindari praktik riba. Pembiayaan 

dilakukan melalui instrumen syariah. Dengan pendekatan ini, IsDB 

menawarkan alternatif sistem keuangan global. Peran ini penting bagi 

negara mayoritas Muslim. 

 

IsDB menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Fokusnya meliputi 

infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Instrumen 

seperti murabahah dan mudarabah digunakan secara luas. Skema ini 

menekankan pembagian risiko yang adil. Dengan demikian, stabilitas 

keuangan dapat ditingkatkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 

ekonomi syariah. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama. 

 

Selain pembiayaan, IsDB juga aktif dalam pengembangan kapasitas. 

Program pelatihan dan bantuan teknis menjadi bagian penting. IsDB 

mendorong kerja sama antarnegara anggota. Kolaborasi ini memperkuat 

solidaritas ekonomi Islam. Dengan pendekatan kolektif, tantangan 

pembangunan dapat dihadapi bersama. Dimensi sosial menjadi 

perhatian utama. Hal ini membedakan IsDB dari lembaga konvensional. 

 

IsDB juga berperan dalam pengembangan keuangan syariah global. 

Inovasi instrumen keuangan menjadi agenda strategis. Pengembangan 

sukuk internasional menjadi contoh nyata. Instrumen ini memperluas 
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sumber pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, IsDB 

berkontribusi pada dinamika keuangan global. Peran ini semakin relevan 

di tengah krisis global. 

 

Dalam menghadapi tantangan lingkungan, IsDB menekankan 

keberlanjutan. Pembiayaan diarahkan pada proyek ramah lingkungan. 

Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah. Tujuan pembangunan 

tidak hanya bersifat material. Keseimbangan antara ekonomi dan 

lingkungan menjadi prinsip utama. Dengan demikian, IsDB mendukung 

pembangunan berkelanjutan. 

 

Meskipun memiliki keunggulan normatif, IsDB menghadapi tantangan 

skala pembiayaan. Dibandingkan lembaga global lainnya, kapasitas IsDB 

masih terbatas. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi 

penting. Sinergi dengan lembaga lain dapat memperluas dampak. 

Penguatan modal menjadi agenda strategis. Hal ini penting untuk masa 

depan IsDB. 

 

Secara keseluruhan, IsDB merepresentasikan ekonomi syariah dalam 

sistem global. Perannya melengkapi lembaga konvensional. Dengan 

pendekatan etis dan inklusif, IsDB menawarkan paradigma 

pembangunan alternatif. Paradigma ini semakin relevan di era 

ketidakpastian global. Integrasi nilai syariah menjadi kontribusi utama 

IsDB. 

 

8.5 Analisis Peran Lembaga Internasional dalam Perspektif Syariah 

Dalam perspektif syariah, lembaga ekonomi internasional dinilai dari 

kontribusinya terhadap keadilan dan kemaslahatan. Prinsip maqashid 
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syariah menjadi landasan evaluasi utama. Tujuan ekonomi tidak semata 

pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peran 

lembaga internasional perlu dikaji secara kritis. Ketimpangan global 

menjadi isu sentral. Pendekatan syariah menuntut keadilan distributif. 

Nilai etika menjadi aspek utama. 

 

Lembaga seperti WTO, IMF, dan World Bank memiliki kontribusi penting. 

Namun, pendekatannya sering dikritik karena bias kepentingan negara 

maju. Dalam perspektif syariah, ketimpangan struktural perlu diperbaiki. 

Sistem global harus memberikan ruang yang adil bagi negara 

berkembang. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi tuntutan. 

Pendekatan yang lebih inklusif diperlukan. Hal ini sejalan dengan nilai 

keadilan sosial. 

 

IsDB menunjukkan praktik yang lebih dekat dengan prinsip syariah. 

Pendekatan bagi hasil dan larangan riba menjadi keunggulan utama. 

Namun, skala IsDB masih terbatas. Oleh karena itu, nilai syariah perlu 

diintegrasikan lebih luas. Lembaga konvensional dapat mengadopsi 

prinsip etis tertentu. Dengan demikian, sistem global dapat diperbaiki. 

Integrasi nilai menjadi tantangan utama. 

 

Perspektif syariah juga menekankan keberlanjutan lingkungan. 

Pembangunan tidak boleh merusak alam. Lembaga internasional perlu 

menginternalisasi nilai ini. Keuangan berkelanjutan menjadi titik temu 

antara sistem syariah dan global. Dengan pendekatan ini, sinergi dapat 

terwujud. Tantangan global dapat dihadapi bersama. 
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Dalam konteks globalisasi, ekonomi syariah bersifat inklusif. Nilai-

nilainya relevan secara universal. Prinsip keadilan dan keseimbangan 

dapat diterapkan lintas sistem. Oleh karena itu, kontribusi syariah 

bersifat komplementer. Lembaga internasional dapat belajar dari 

pendekatan ini. Dialog lintas sistem menjadi penting. 

 

Implementasi nilai syariah memerlukan kebijakan konkret. Kolaborasi 

antara akademisi dan pembuat kebijakan menjadi kunci. Pendekatan 

normatif perlu diterjemahkan dalam praktik. Tantangan ini tidak mudah, 

tetapi sangat penting. Dengan pendekatan bertahap, perubahan dapat 

dilakukan. Hal ini membutuhkan komitmen global. 

 

Secara keseluruhan, perspektif syariah menawarkan kritik konstruktif 

terhadap lembaga internasional. Tujuannya bukan menolak sistem 

global, tetapi memperbaikinya. Integrasi nilai etika dapat meningkatkan 

legitimasi lembaga internasional. Dengan pendekatan ini, kesejahteraan 

global dapat lebih merata. Sistem ekonomi internasional menjadi lebih 

humanis dan berkeadilan.. 

 

Perspektif syariah juga menekankan keberlanjutan. Pembangunan tidak 

boleh merusak lingkungan. Lembaga internasional perlu 

menginternalisasi nilai ini. Keuangan berkelanjutan menjadi titik temu 

antara ekonomi syariah dan global. Dengan demikian, dialog lintas 

sistem menjadi mungkin. Sinergi ini dapat memperkuat tata kelola 

global. 

 

Dalam konteks globalisasi, ekonomi syariah tidak bersifat eksklusif. Nilai-

nilainya bersifat universal. Prinsip keadilan dan keseimbangan relevan 
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bagi semua negara. Oleh karena itu, kontribusi syariah bersifat 

komplementer. Lembaga internasional dapat mengadopsi prinsip ini. 

Dengan demikian, sistem global menjadi lebih etis. 

 

Tantangan utama adalah implementasi. Nilai syariah perlu 

diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Kolaborasi akademik dan 

kebijakan menjadi penting. Dialog antarperadaban perlu diperkuat. 

Dengan pendekatan ini, peran lembaga internasional dapat diperbaiki. 

 

Secara keseluruhan, perspektif syariah menawarkan kritik konstruktif. 

Tujuannya bukan menolak sistem global, tetapi memperbaikinya. 

Dengan integrasi nilai etis, lembaga internasional dapat lebih 

berkeadilan. Pendekatan ini relevan untuk masa depan ekonomi global. 

 

Bab VIII menunjukkan bahwa organisasi ekonomi internasional 

memainkan peran strategis dalam membentuk tata kelola ekonomi 

global. Lembaga-lembaga tersebut dapat berkontribusi pada stabilitas 

dan pembangunan, namun juga menimbulkan perdebatan terkait 

keadilan, ketimpangan, dan kedaulatan ekonomi negara berkembang. 

Perspektif ekonomi syariah memberikan kerangka kritis untuk 

mengevaluasi peran organisasi internasional dengan menekankan 

prinsip keadilan, kerja sama, dan perlindungan terhadap kelompok yang 

lebih lemah. Dengan demikian, bab ini menegaskan pentingnya 

reformasi dan penguatan tata kelola global yang lebih inklusif dan 

berkeadilan. 
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BAB IX 

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PEMBIAYAAN SYARIAH 

Bab ini membahas keterkaitan antara perdagangan internasional dan 

pembiayaan syariah sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi 

ekonomi global yang beretika. Setelah mengkaji peran organisasi 

ekonomi internasional, perhatian selanjutnya diarahkan pada instrumen 

pembiayaan yang menopang aktivitas perdagangan lintas negara. 

Pembiayaan perdagangan memainkan peran penting dalam memastikan 

kelancaran arus barang dan jasa, serta mengurangi risiko transaksi 

internasional. 

 

Bab ini mengkaji berbagai instrumen trade finance, perbandingan antara 

letter of credit konvensional dan syariah, serta penerapan akad-akad 

syariah dalam perdagangan internasional. Selain itu, dibahas pula 

peluang penguatan pasar halal global sebagai strategi pembangunan 

ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah. 

9.1 Instrumen Trade Finance dalam Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi lintas negara 

yang menuntut adanya sistem pembiayaan yang aman, efisien, dan 

terpercaya. Dalam praktik global, perdagangan tidak hanya melibatkan 

pertukaran barang dan jasa, tetapi juga memerlukan mekanisme 

keuangan yang mampu memitigasi risiko perbedaan yurisdiksi, jarak 

geografis, serta ketidakpastian pembayaran. Oleh karena itu, instrumen 

trade finance menjadi elemen krusial dalam menjaga kelancaran arus 

perdagangan dunia. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan 

perdagangan harus selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan 

larangan unsur riba serta spekulasi berlebihan. Hal ini menempatkan 
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pembiayaan syariah sebagai alternatif yang tidak hanya etis, tetapi juga 

stabil secara sistemik. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi 

Islam dalam menciptakan kemaslahatan global. 

 

Instrumen trade finance secara umum berfungsi sebagai jembatan 

antara eksportir dan importir yang memiliki kepentingan berbeda dan 

tingkat kepercayaan yang bervariasi. Eksportir menginginkan kepastian 

pembayaran, sedangkan importir menghendaki jaminan kualitas dan 

waktu pengiriman barang. Di sinilah peran lembaga keuangan, baik 

konvensional maupun syariah, menjadi sangat penting. Dalam sistem 

konvensional, pembiayaan perdagangan banyak bertumpu pada 

mekanisme berbasis bunga dan kontrak kredit. Sebaliknya, sistem 

syariah mengedepankan akad berbasis aset riil dan transaksi yang 

memiliki underlying transaction yang jelas. Pendekatan ini membuat 

pembiayaan perdagangan syariah lebih terikat pada aktivitas ekonomi 

nyata. 

 

Dalam ekonomi Islam, perdagangan internasional dipandang sebagai 

aktivitas yang dianjurkan selama memenuhi prinsip kehalalan dan 

keadilan. Sejarah mencatat bahwa praktik perdagangan lintas wilayah 

telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam sejak masa awal. 

Aktivitas perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, 

tetapi juga sebagai media penyebaran nilai moral dan etika bisnis. Oleh 

karena itu, pembiayaan perdagangan dalam Islam tidak dapat 

dilepaskan dari dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Prinsip 

kejujuran, amanah, dan saling menguntungkan menjadi landasan utama 

dalam setiap transaksi. Hal ini membedakan secara fundamental antara 

trade finance syariah dan konvensional. 
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Instrumen trade finance syariah dirancang untuk mengakomodasi 

kebutuhan perdagangan global tanpa melanggar ketentuan syariah. 

Pembiayaan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maupun 

maysir, sehingga setiap akad harus memiliki kejelasan objek dan risiko 

yang proporsional. Bank syariah bertindak bukan sekadar sebagai 

kreditur, tetapi sebagai mitra transaksi yang terlibat secara langsung 

dalam pembiayaan berbasis akad. Keterlibatan ini menciptakan 

hubungan yang lebih seimbang antara lembaga keuangan dan pelaku 

usaha. Dengan demikian, risiko tidak sepenuhnya dibebankan kepada 

satu pihak saja. Model ini diyakini lebih berkelanjutan dalam jangka 

panjang. 

 

Dalam praktik modern, instrumen trade finance syariah mencakup 

berbagai layanan seperti pembiayaan ekspor-impor, penjaminan, serta 

fasilitas pembayaran internasional. Setiap layanan tersebut disesuaikan 

dengan karakteristik transaksi dan kebutuhan pelaku usaha. 

Pembiayaan dapat dilakukan melalui akad jual beli, sewa, atau bagi hasil, 

tergantung pada struktur perdagangan yang dilakukan. Fleksibilitas akad 

ini memungkinkan sistem syariah beradaptasi dengan dinamika 

perdagangan global. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap prinsip 

syariah tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menuntut kapasitas 

kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai. 

 

Dengan meningkatnya integrasi ekonomi global, kebutuhan terhadap 

instrumen trade finance syariah diperkirakan akan terus tumbuh. 

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki peluang 

besar untuk mengembangkan sistem pembiayaan perdagangan yang 
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berbasis syariah. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama 

terkait harmonisasi regulasi dan standar internasional. Oleh karena itu, 

penguatan kerangka kelembagaan dan literasi pelaku usaha menjadi 

agenda penting. Pembiayaan perdagangan syariah bukan hanya 

alternatif, melainkan solusi strategis dalam menciptakan sistem 

perdagangan internasional yang lebih adil dan stabil. 

 

9.2 Letter of Credit Konvensional dan Syariah 

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen pembayaran internasional 

yang paling banyak digunakan dalam perdagangan global. Instrumen ini 

berfungsi sebagai jaminan pembayaran dari bank kepada eksportir atas 

permintaan importir. Dalam praktik konvensional, L/C dirancang untuk 

mengurangi risiko gagal bayar akibat perbedaan jarak, hukum, dan 

kepercayaan antarnegara. Keberadaan bank sebagai intermediary 

memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Namun demikian, 

struktur L/C konvensional sering kali mengandung unsur bunga dan 

biaya berbasis waktu. Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam 

perspektif syariah. 

 
Gambar 8. Letter of Credit 
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Dalam sistem keuangan Islam, Letter of Credit tidak ditolak secara 

substansi, tetapi harus direstrukturisasi agar sesuai dengan prinsip 

syariah. L/C syariah tidak berdiri sebagai kontrak tunggal, melainkan 

kombinasi dari beberapa akad yang saling terkait. Bank syariah tidak 

memberikan kredit berbunga, melainkan menjalankan peran sebagai 

wakil, penjual, atau mitra usaha. Setiap tahapan transaksi harus memiliki 

dasar akad yang jelas dan sah secara fiqh. Pendekatan ini memastikan 

bahwa transaksi perdagangan tetap berjalan tanpa melanggar 

ketentuan syariah. Dengan demikian, L/C syariah menjadi instrumen 

yang legitim secara hukum Islam. 

 

Perbedaan mendasar antara L/C konvensional dan syariah terletak pada 

mekanisme imbalan dan pengelolaan risiko. Dalam L/C konvensional, 

bank memperoleh pendapatan dari bunga dan berbagai fee yang terkait 

dengan jangka waktu pembiayaan. Sebaliknya, bank syariah 

memperoleh imbalan dari margin jual beli, ujrah jasa, atau bagi hasil 

sesuai akad yang digunakan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan 

filosofi antara sistem konvensional dan syariah. Sistem syariah 

menempatkan transaksi sebagai aktivitas ekonomi riil, bukan sekadar 

pertukaran uang dengan uang. Hal ini memperkuat keterkaitan antara 

sektor keuangan dan sektor riil. 

 

Implementasi L/C syariah menuntut pemahaman yang komprehensif 

dari pelaku usaha dan perbankan. Importir dan eksportir harus 

memahami bahwa setiap transaksi melibatkan konsekuensi akad yang 

berbeda. Bank syariah juga harus memastikan bahwa dokumen 

perdagangan mencerminkan transaksi riil yang terjadi. Transparansi dan 

dokumentasi menjadi kunci keberhasilan L/C syariah. Tanpa kejelasan 
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tersebut, risiko ketidaksesuaian syariah dapat muncul. Oleh karena itu, 

pengawasan syariah menjadi bagian integral dalam setiap transaksi L/C. 

 

Dalam konteks perdagangan internasional modern, L/C syariah memiliki 

potensi besar untuk berkembang, terutama di negara-negara yang 

memiliki basis industri halal. Instrumen ini memberikan alternatif yang 

kompetitif dan etis bagi pelaku usaha global. Meskipun biaya 

administrasi L/C syariah terkadang lebih kompleks, nilai tambah berupa 

kepastian syariah menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, stabilitas 

transaksi berbasis aset riil menjadikan L/C syariah lebih tahan terhadap 

gejolak keuangan. Hal ini relevan dengan pengalaman krisis keuangan 

global yang dipicu oleh transaksi spekulatif. Dengan demikian, L/C 

syariah bukan sekadar substitusi, tetapi inovasi sistemik. 

 

Ke depan, pengembangan standar internasional untuk L/C syariah 

menjadi kebutuhan mendesak. Harmonisasi regulasi akan 

mempermudah penerimaan instrumen ini di pasar global. Peran 

lembaga internasional dan otoritas syariah sangat penting dalam proses 

ini. Selain itu, peningkatan literasi perdagangan syariah bagi eksportir 

dan importir perlu terus dilakukan. Dengan dukungan kebijakan yang 

tepat, L/C syariah dapat menjadi instrumen utama dalam pembiayaan 

perdagangan internasional yang berkelanjutan.  

9.3 Akad Syariah dalam Perdagangan Internasional  

Akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi syariah, 

termasuk perdagangan internasional. Dalam Islam, akad tidak hanya 

dipandang sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai ikatan moral yang 

mengikat para pihak di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, kejelasan 
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akad menjadi syarat mutlak dalam transaksi lintas negara. Setiap akad 

harus memenuhi prinsip kejelasan objek, harga, dan mekanisme 

penyerahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa dan 

ketidakadilan. Dalam konteks global, akad syariah memberikan kerangka 

etis yang kuat bagi perdagangan internasional. 

 

Perdagangan internasional melibatkan berbagai bentuk transaksi yang 

dapat disesuaikan dengan akad syariah yang relevan. Akad jual beli 

seperti murabahah dan salam banyak digunakan dalam pembiayaan 

ekspor-impor. Selain itu, akad musyarakah dan mudharabah dapat 

diterapkan dalam kemitraan perdagangan jangka panjang. Setiap akad 

memiliki karakteristik dan konsekuensi risiko yang berbeda. Pemilihan 

akad harus disesuaikan dengan jenis barang, waktu pengiriman, dan 

struktur pembiayaan. Dengan demikian, fleksibilitas akad syariah 

menjadi keunggulan tersendiri. 

 

Akad syariah dalam perdagangan internasional menekankan keterkaitan 

langsung dengan aktivitas ekonomi riil. Transaksi tidak boleh bersifat 

fiktif atau spekulatif tanpa underlying asset yang jelas. Prinsip ini 

membedakan perdagangan syariah dari praktik perdagangan keuangan 

yang bersifat derivatif murni. Dengan adanya aset riil, nilai transaksi 

menjadi lebih stabil dan terukur. Hal ini memberikan perlindungan bagi 

para pihak dari fluktuasi yang tidak wajar. Stabilitas ini sangat penting 

dalam perdagangan lintas negara yang sarat risiko. 

 

Implementasi akad syariah dalam perdagangan internasional juga 

membutuhkan kepastian hukum lintas yurisdiksi. Perbedaan sistem 

hukum antarnegara dapat menjadi tantangan dalam penegakan akad. 
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Oleh karena itu, kontrak perdagangan syariah sering kali mengadopsi 

prinsip hukum internasional tanpa menghilangkan substansi syariahnya. 

Pendekatan ini memungkinkan akad syariah diterima secara luas di 

pasar global. Kolaborasi antara ahli hukum, ekonom, dan ulama menjadi 

sangat penting dalam proses ini. Sinergi tersebut akan memperkuat 

legitimasi akad syariah di tingkat internasional. 

 

Selain aspek hukum, aspek etika menjadi nilai tambah utama akad 

syariah dalam perdagangan internasional. Prinsip kejujuran dan 

larangan eksploitasi mendorong terciptanya hubungan dagang yang 

berkelanjutan. Pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan jangka 

pendek, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan jangka 

panjang. Nilai ini sangat relevan dalam era globalisasi yang menuntut 

tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, akad syariah 

berkontribusi pada pembangunan perdagangan yang inklusif. Hal ini 

sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai falah. 

 

Penguatan penerapan akad syariah dalam perdagangan internasional 

memerlukan dukungan regulasi dan edukasi yang berkelanjutan. 

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan panduan teknis 

yang jelas bagi pelaku usaha. Selain itu, kurikulum pendidikan ekonomi 

dan bisnis syariah harus memasukkan aspek perdagangan global secara 

komprehensif. Dengan kesiapan sumber daya manusia, akad syariah 

dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini akan memperluas peran 

ekonomi Islam dalam sistem perdagangan dunia. Pada akhirnya, 

perdagangan syariah dapat menjadi pilar penting ekonomi global yang 

berkeadilan. 
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9.4 Peluang Penguatan Pasar Halal Global  

Pasar halal global merupakan salah satu segmen ekonomi yang tumbuh 

paling pesat dalam beberapa dekade terakhir. Permintaan terhadap 

produk halal tidak hanya datang dari negara-negara Muslim, tetapi juga 

dari konsumen non-Muslim yang mengutamakan kualitas dan keamanan 

produk. Fenomena ini menunjukkan bahwa halal telah menjadi standar 

global yang melampaui dimensi religius. Dalam konteks perdagangan 

internasional, pasar halal membuka peluang besar bagi negara 

berkembang. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim 

terbesar memiliki posisi strategis dalam pasar ini. Namun demikian, 

peluang tersebut harus diiringi dengan kesiapan sistem pembiayaan dan 

perdagangan yang memadai. 

 

Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung 

penguatan pasar halal global. Produk halal membutuhkan rantai pasok 

yang terjamin kehalalan dan transparansinya. Pembiayaan berbasis 

syariah memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi sesuai 

dengan prinsip halal. Hal ini menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi 

di pasar internasional. Selain itu, keterkaitan pembiayaan dengan aset 

riil memperkuat daya saing produk halal. Dengan demikian, pembiayaan 

syariah dan pasar halal merupakan dua elemen yang saling melengkapi. 

 

Perdagangan produk halal lintas negara membutuhkan infrastruktur 

pendukung yang kuat. Sertifikasi halal, logistik, dan sistem pembayaran 

menjadi faktor kunci keberhasilan. Dalam hal ini, lembaga keuangan 

syariah dapat berperan sebagai fasilitator perdagangan halal global. 

Dukungan pembiayaan ekspor berbasis syariah akan memperluas akses 

pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, kerja sama internasional dalam 
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standarisasi halal menjadi agenda penting. Harmonisasi standar akan 

mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan efisiensi. 

 

Tantangan utama dalam pengembangan pasar halal global adalah 

kurangnya integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan. Banyak 

pelaku usaha halal yang masih bergantung pada pembiayaan 

konvensional. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara 

produk halal dan sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, penguatan 

pembiayaan syariah menjadi kebutuhan strategis. Edukasi dan insentif 

bagi pelaku usaha halal perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, 

ekosistem halal dapat tumbuh secara utuh dan berkelanjutan. 

 

Peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong daya saing pasar 

halal global. Kebijakan perdagangan, insentif fiskal, dan dukungan 

pembiayaan harus diarahkan untuk memperkuat industri halal nasional. 

Selain itu, diplomasi ekonomi halal dapat menjadi instrumen penting 

dalam perdagangan internasional. Negara dapat memposisikan produk 

halal sebagai keunggulan komparatif di pasar global. Sinergi antara 

pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan menjadi kunci 

keberhasilan strategi ini. Dengan pendekatan yang tepat, pasar halal 

dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. 

 

Secara keseluruhan, penguatan pasar halal global melalui pembiayaan 

syariah merupakan peluang strategis bagi perekonomian dunia. 

Pendekatan ini tidak hanya menawarkan keuntungan ekonomi, tetapi 

juga nilai etika dan keberlanjutan. Perdagangan halal yang didukung 

pembiayaan syariah berpotensi menciptakan sistem ekonomi global 

yang lebih adil. Dalam jangka panjang, integrasi ini akan memperkuat 
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posisi ekonomi Islam di kancah internasional. Dengan komitmen 

bersama, pasar halal global dapat menjadi simbol perdagangan yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. Inilah kontribusi nyata ekonomi Islam 

bagi dunia modern. 

 

Bab IX menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar 

untuk mendukung perdagangan internasional secara adil, transparan, 

dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip kemitraan, 

keterkaitan dengan sektor riil, dan penghindaran praktik riba serta 

spekulasi, pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif yang kredibel 

dalam sistem perdagangan global. Penguatan pasar halal dan instrumen 

keuangan syariah internasional menjadi peluang strategis bagi negara-

negara Muslim untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi dalam 

perekonomian global. 
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BAB X 

KRISIS EKONOMI GLOBAL 

Bab sepuluh membahas krisis ekonomi global sebagai fenomena yang 

berulang dalam sejarah perekonomian internasional dan memiliki 

dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. Setelah mengkaji dinamika perdagangan, moneter, 

keuangan, dan kelembagaan global, pembahasan diarahkan pada 

berbagai krisis besar yang mengguncang sistem ekonomi dunia, 

termasuk krisis moneter 1997–1998, krisis keuangan global 2008, dan 

krisis ekonomi akibat pandemi pada tahun 2020. 

 

Bab ini menganalisis penyebab, dampak, serta respons kebijakan fiskal 

dan moneter terhadap krisis tersebut, sekaligus mengkaji pendekatan 

ekonomi syariah sebagai alternatif dalam penanganan dan pencegahan 

krisis ekonomi. 

10.1 Krisis Moneter 1997–1998  

Krisis moneter Asia 1997–1998 merupakan salah satu episode paling 

traumatis dalam sejarah ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. 

Krisis ini bermula dari tekanan nilai tukar yang dialami Thailand, 

kemudian menyebar dengan cepat ke negara-negara lain akibat 

keterkaitan sistem keuangan regional. Indonesia termasuk negara yang 

mengalami dampak paling berat, terutama karena lemahnya struktur 

perbankan dan tingginya utang swasta luar negeri. Ketergantungan pada 

pembiayaan jangka pendek dalam valuta asing memperparah tekanan 

ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi tajam. Kondisi ini 

menciptakan krisis kepercayaan yang meluas, tidak hanya di sektor 

keuangan tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik. Dampak krisis 
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akhirnya meluas ke sektor riil melalui kebangkrutan perusahaan dan 

lonjakan pengangguran  

 

Depresiasi rupiah yang sangat drastis menjadi pemicu utama runtuhnya 

stabilitas ekonomi nasional pada periode tersebut. Nilai tukar rupiah 

yang semula relatif stabil berubah menjadi sangat volatil dalam waktu 

singkat. Situasi ini menyebabkan beban utang luar negeri swasta 

meningkat tajam secara nominal, sehingga banyak perusahaan tidak 

mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Sektor perbankan turut 

tertekan karena meningkatnya kredit bermasalah secara signifikan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan menurun, yang 

tercermin dari penarikan dana besar-besaran dari perbankan. 

Akibatnya, fungsi intermediasi keuangan terganggu dan memperdalam 

kontraksi ekonomi. 

 

Krisis moneter 1997–1998 juga menunjukkan rapuhnya fondasi tata 

kelola ekonomi pada saat itu. Kebijakan nilai tukar yang tidak disertai 

pengawasan keuangan yang memadai membuat sistem ekonomi rentan 

terhadap guncangan eksternal. Selain itu, lemahnya transparansi dan 

praktik tata kelola perusahaan yang buruk mempercepat eskalasi krisis. 

Hubungan erat antara elite politik dan pelaku usaha tertentu turut 

memperburuk distribusi dampak krisis. Ketimpangan ekonomi semakin 

terasa ketika masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban 

inflasi yang tinggi. Krisis ini akhirnya berkembang menjadi krisis 

multidimensional yang melampaui ranah ekonomi semata. 

 

Dari sisi pasar modal, krisis 1997–1998 menyebabkan penurunan tajam 

indeks saham dan kapitalisasi pasar. Investor domestik maupun asing 
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menarik dananya secara masif akibat ketidakpastian ekonomi yang 

ekstrem. Aktivitas perdagangan saham mengalami kontraksi yang 

signifikan, mencerminkan melemahnya ekspektasi terhadap prospek 

ekonomi. Pasar modal kehilangan fungsinya sebagai sumber 

pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Kondisi ini 

memperlihatkan betapa erat hubungan antara stabilitas makroekonomi 

dan kinerja pasar keuangan. Krisis tersebut menjadi pelajaran penting 

tentang perlunya penguatan regulasi dan manajemen risiko. 

 

Krisis moneter Asia juga memperlihatkan efek penularan (contagion 

effect) yang kuat dalam sistem keuangan global. Negara-negara dengan 

karakteristik ekonomi yang relatif berbeda tetap terdampak akibat 

integrasi pasar keuangan internasional. Aliran modal yang sebelumnya 

masuk secara besar-besaran berubah menjadi arus keluar dalam waktu 

singkat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa globalisasi keuangan 

membawa manfaat sekaligus risiko sistemik. Tanpa kebijakan penyangga 

yang kuat, negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan 

sentimen global. Oleh karena itu, krisis 1997–1998 menjadi tonggak 

penting dalam reformasi kebijakan ekonomi di Indonesia. 

 

Secara keseluruhan, krisis moneter 1997–1998 mengajarkan bahwa 

stabilitas ekonomi tidak dapat hanya bertumpu pada pertumbuhan 

semu. Ketahanan ekonomi membutuhkan fondasi yang kuat berupa tata 

kelola keuangan yang sehat, transparansi, dan kebijakan 

makroprudensial yang efektif. Reformasi sektor perbankan pascakrisis 

menjadi langkah awal pemulihan ekonomi nasional. Krisis ini juga 

menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan 
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ekonomi dan perlindungan terhadap risiko eksternal. Pelajaran dari 

periode ini tetap relevan dalam menghadapi krisis global berikutnya. 

 

10.2 Krisis Moneter 2008  

Krisis moneter global 2008 berakar dari runtuhnya pasar perumahan di 

Amerika Serikat akibat praktik subprime mortgage yang berisiko tinggi. 

Kredit perumahan diberikan kepada debitur dengan kemampuan bayar 

rendah, kemudian disekuritisasi dan diperdagangkan secara luas di pasar 

keuangan global. Ketika gagal bayar meningkat, nilai instrumen 

keuangan tersebut jatuh dan meruntuhkan kepercayaan pasar. 

Kebangkrutan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers 

menjadi simbol eskalasi krisis global. Krisis ini dengan cepat menyebar 

ke berbagai negara melalui jalur perdagangan dan keuangan. 

Dampaknya terasa luas, termasuk di negara berkembang seperti 

Indonesia  

 

Indonesia mengalami dampak krisis 2008 meskipun fundamental 

ekonomi relatif lebih baik dibandingkan periode 1997–1998. Penurunan 

permintaan global menyebabkan ekspor melemah, terutama pada 

komoditas utama. Pasar modal domestik mengalami tekanan signifikan 

akibat aksi jual investor asing. Nilai tukar rupiah kembali tertekan 

meskipun tidak sedalam krisis sebelumnya. Sektor riil terdampak melalui 

perlambatan produksi dan investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

keterkaitan ekonomi global membuat krisis di satu negara mudah 

menyebar ke negara lain. 

 

Krisis 2008 juga memperlihatkan peran penting sektor keuangan dalam 

mentransmisikan guncangan ekonomi. Pengetatan likuiditas global 
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menyebabkan aliran modal ke negara berkembang berkurang secara 

drastis. Bank dan lembaga keuangan menjadi lebih berhati-hati dalam 

menyalurkan kredit. Akibatnya, aktivitas ekonomi domestik melambat. 

Meskipun demikian, sistem perbankan Indonesia relatif lebih tahan 

karena hasil reformasi pascakrisis 1998. Hal ini menunjukkan pentingnya 

pembelajaran institusional dari krisis sebelumnya. 

 

Dari perspektif pertumbuhan ekonomi, krisis 2008 menyebabkan 

perlambatan yang nyata. Produk Domestik Bruto Indonesia mengalami 

penurunan laju pertumbuhan akibat melemahnya konsumsi, investasi, 

dan ekspor. Dampak tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga 

mempengaruhi ekspektasi pelaku ekonomi. Penurunan kepercayaan 

menyebabkan dunia usaha menunda ekspansi. Masyarakat menjadi 

lebih berhati-hati dalam konsumsi. Kondisi ini mencerminkan interaksi 

kompleks antara sektor keuangan dan sektor riil  

 

Krisis global 2008 juga memicu evaluasi ulang terhadap sistem keuangan 

internasional. Praktik spekulatif yang berlebihan tanpa pengawasan 

memadai dianggap sebagai salah satu penyebab utama krisis. Negara-

negara mulai menekankan pentingnya regulasi dan transparansi pasar 

keuangan. Kerja sama internasional melalui forum seperti G20 menjadi 

semakin penting dalam menjaga stabilitas global. Krisis ini menegaskan 

bahwa pasar tidak selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri. Oleh 

karena itu, peran negara tetap krusial dalam menjaga keseimbangan 

ekonomi. 

 

Secara keseluruhan, krisis 2008 memberikan pelajaran bahwa stabilitas 

keuangan global membutuhkan tata kelola yang adil dan berkelanjutan. 
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Ketergantungan berlebihan pada instrumen keuangan kompleks 

meningkatkan risiko sistemik. Indonesia relatif mampu bertahan karena 

kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang responsif. Namun, krisis ini 

tetap menunjukkan bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya kebal 

terhadap guncangan global. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan kebijakan 

menjadi kunci menghadapi krisis di masa depan. 

 

10.3 Krisis Moneter 2020  

Krisis ekonomi global tahun 2020 memiliki karakteristik yang berbeda 

dibandingkan krisis sebelumnya. Krisis ini dipicu oleh pandemi COVID-19 

yang mengganggu aktivitas ekonomi secara simultan di hampir seluruh 

dunia. Pembatasan mobilitas manusia menyebabkan kontraksi tajam 

pada sektor produksi, perdagangan, dan jasa. Tidak seperti krisis 

finansial murni, krisis ini berawal dari guncangan kesehatan yang 

kemudian menjalar ke sektor ekonomi. Dampaknya dirasakan secara 

luas oleh rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintah. Kondisi ini 

menciptakan tantangan kebijakan yang belum pernah dihadapi 

sebelumnya. 

 

Di Indonesia, pandemi menyebabkan penurunan tajam aktivitas 

ekonomi dalam waktu singkat. Konsumsi rumah tangga melemah akibat 

ketidakpastian pendapatan dan meningkatnya risiko kesehatan. 

Investasi tertunda karena dunia usaha menghadapi prospek yang tidak 

pasti. Ekspor dan impor turut tertekan akibat gangguan rantai pasok 

global. Pasar modal mengalami volatilitas tinggi seiring meningkatnya 

ketidakpastian global. Semua faktor ini berkontribusi pada perlambatan 

pertumbuhan ekonomi nasional  
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Krisis 2020 juga menyoroti kerentanan sektor informal dan kelompok 

berpendapatan rendah. Pembatasan aktivitas ekonomi secara langsung 

mengurangi sumber penghidupan jutaan pekerja. Ketimpangan sosial 

menjadi semakin terlihat selama periode krisis. Pemerintah menghadapi 

dilema antara menjaga kesehatan publik dan mempertahankan aktivitas 

ekonomi. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis tidak hanya 

berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Oleh karena 

itu, pendekatan penanganan krisis harus bersifat komprehensif. 

 

Dari sisi keuangan, krisis pandemi menyebabkan tekanan pada likuiditas 

dan stabilitas pasar. Investor global cenderung mencari aset aman, 

sehingga terjadi aliran modal keluar dari negara berkembang. Nilai tukar 

rupiah sempat mengalami tekanan akibat sentimen global. Namun, 

stabilitas sistem keuangan relatif terjaga berkat koordinasi kebijakan 

yang kuat. Bank sentral dan otoritas keuangan memainkan peran 

penting dalam menjaga kepercayaan pasar. Hal ini menunjukkan 

pentingnya respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi. 

 

Krisis 2020 juga memunculkan kesadaran baru tentang ketahanan 

ekonomi nasional. Diversifikasi sumber pertumbuhan menjadi semakin 

penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. 

Digitalisasi ekonomi berkembang pesat sebagai respons terhadap 

pembatasan fisik. Sektor teknologi dan ekonomi digital menjadi salah 

satu penopang pertumbuhan di tengah krisis. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa krisis juga dapat menjadi momentum transformasi 

struktural. Dengan kebijakan yang tepat, krisis dapat diarahkan menjadi 

peluang perbaikan. 
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Secara keseluruhan, krisis moneter 2020 menegaskan bahwa ketahanan 

ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor finansial. Aspek kesehatan, 

sosial, dan kelembagaan memainkan peran yang sama pentingnya. Krisis 

ini memperluas pemahaman tentang risiko sistemik dalam 

perekonomian modern. Pembelajaran dari pandemi menjadi modal 

penting dalam merancang kebijakan ekonomi ke depan. Dengan 

pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, dampak krisis serupa dapat 

diminimalkan di masa mendatang. 

 
Gambar 9. Garis waktu krisis keuangan global 

Setiap episode krisis ekonomi tidak hanya mencerminkan kegagalan 

pasar, tetapi juga memicu respons kebijakan fiskal dan moneter yang 

berbeda-beda sesuai dengan karakter krisis dan kapasitas institusional 

masing-masing negara. Dalam konteks ekonomi internasional, kebijakan 

tersebut berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas 

makroekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. 

 

10.4 Respon Kebijakan Fiskal dan Moneter  

Respon kebijakan fiskal dan moneter merupakan instrumen utama 

pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global. Kebijakan fiskal 
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digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung 

aktivitas ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter diarahkan untuk 

menjaga stabilitas keuangan dan likuiditas pasar. Kombinasi keduanya 

diperlukan agar pemulihan ekonomi berjalan efektif. Dalam berbagai 

krisis, respons kebijakan yang terlambat sering memperburuk dampak 

krisis. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan kebijakan menjadi 

faktor kunci. 

 

Pada krisis 1997–1998, kebijakan fiskal dan moneter Indonesia 

menghadapi keterbatasan yang besar. Ruang fiskal yang sempit 

membatasi kemampuan pemerintah memberikan stimulus. Kebijakan 

moneter yang ketat awalnya diterapkan untuk menahan depresiasi 

rupiah. Namun, langkah ini justru memperdalam kontraksi ekonomi. 

Pengalaman ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara 

stabilisasi dan pertumbuhan. Reformasi kebijakan pascakrisis menjadi 

dasar perbaikan di periode selanjutnya. 

 

Pada krisis 2008, respons kebijakan Indonesia relatif lebih efektif. 

Pemerintah menerapkan stimulus fiskal untuk menjaga permintaan 

domestik. Bank sentral menurunkan suku bunga guna mendorong 

likuiditas dan kredit. Koordinasi antar lembaga menjadi lebih baik 

dibandingkan krisis sebelumnya. Langkah-langkah ini membantu 

meredam dampak krisis terhadap perekonomian nasional. Stabilitas 

sistem keuangan dapat dipertahankan meskipun tekanan global cukup 

besar. 

 

Dalam krisis 2020, kebijakan fiskal dan moneter dijalankan secara luar 

biasa ekspansif. Pemerintah meningkatkan belanja untuk perlindungan 
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sosial dan dukungan dunia usaha. Defisit anggaran diperlebar sebagai 

respons terhadap situasi darurat. Bank sentral melakukan pelonggaran 

moneter secara agresif dan mendukung pembiayaan fiskal. Sinergi 

kebijakan menjadi ciri utama penanganan krisis pandemi. Pendekatan 

ini mencerminkan fleksibilitas kebijakan dalam kondisi luar biasa. 

 

Respon kebijakan juga mencakup upaya menjaga stabilitas pasar modal 

dan sektor keuangan. Otoritas keuangan menerapkan kebijakan 

relaksasi untuk menjaga kelangsungan usaha. Perlindungan terhadap 

sistem perbankan menjadi prioritas untuk mencegah krisis sistemik. 

Kepercayaan pasar dijaga melalui komunikasi kebijakan yang 

transparan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat 

teknis, tetapi juga psikologis. Kepercayaan publik menjadi aset penting 

dalam masa krisis. 

 

Secara keseluruhan, pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa 

kebijakan fiskal dan moneter harus adaptif dan kontekstual. Tidak ada 

satu formula kebijakan yang cocok untuk semua krisis. Setiap krisis 

memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, 

pembelajaran dari krisis masa lalu menjadi landasan penting dalam 

perumusan kebijakan ke depan. Dengan kebijakan yang responsif dan 

terkoordinasi, dampak krisis dapat diminimalkan. 

 

10.5 Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Penanganan Krisis  

Pendekatan ekonomi syariah menawarkan perspektif alternatif dalam 

menangani krisis ekonomi global. Prinsip utama ekonomi syariah 

menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam 

aktivitas ekonomi. Larangan terhadap riba dan spekulasi berlebihan 
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bertujuan mengurangi risiko sistemik. Dalam konteks krisis, prinsip ini 

relevan untuk membangun sistem keuangan yang lebih stabil. Ekonomi 

syariah juga menekankan keterkaitan sektor keuangan dengan sektor 

riil. Dengan demikian, aktivitas ekonomi diharapkan lebih produktif dan 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

 

Krisis global 2008 menunjukkan kelemahan sistem keuangan yang 

didominasi instrumen spekulatif. Dari sudut pandang ekonomi syariah, 

praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Instrumen 

keuangan syariah berbasis aset riil dinilai lebih tahan terhadap gejolak. 

Hal ini karena nilai transaksi terkait langsung dengan aktivitas ekonomi 

nyata. Pendekatan ini dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan. 

Oleh karena itu, ekonomi syariah dipandang memiliki potensi dalam 

meningkatkan ketahanan ekonomi. 

 

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pasar keuangan syariah 

menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan. Pasar modal syariah 

cenderung memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan pasar 

konvensional. Hal ini mencerminkan karakteristik investasi yang lebih 

berhati-hati. Penelitian menunjukkan bahwa indikator krisis 

mempengaruhi pasar syariah dan konvensional dengan pola yang relatif 

berbeda. Perbedaan ini memberikan alternatif diversifikasi dalam sistem 

keuangan nasional. 

 

Ekonomi syariah juga menekankan peran distribusi pendapatan melalui 

instrumen sosial seperti zakat dan wakaf. Dalam masa krisis, instrumen 

ini dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Penyaluran dana 

sosial secara efektif membantu menjaga daya beli kelompok rentan. 
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Dengan demikian, dampak sosial krisis dapat dikurangi. Pendekatan ini 

menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada 

stabilitas keuangan, tetapi juga keadilan sosial. 

 

Selain itu, prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah mendorong 

pembagian risiko yang lebih adil. Dalam sistem ini, keuntungan dan 

kerugian ditanggung bersama oleh para pihak. Mekanisme ini 

mengurangi beban sepihak pada debitur saat terjadi krisis. Dengan 

pembagian risiko yang seimbang, stabilitas hubungan ekonomi dapat 

terjaga. Prinsip ini relevan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi 

global. 

 

Krisis tidak hanya dipahami sebagai kegagalan pasar, tetapi juga sebagai 

kegagalan nilai dan tata kelola ekonomi. Dalam perspektif ini, perilaku 

ekonomi yang tidak etis, seperti eksploitasi dan asimetri informasi, 

dipandang sebagai akar masalah krisis. Oleh karena itu, ekonomi syariah 

menempatkan moralitas dan tanggung jawab sosial sebagai bagian 

integral dari kebijakan ekonomi. Pendekatan ini memperluas 

pemahaman krisis dari sekadar fenomena siklikal menjadi persoalan 

struktural. Dengan demikian, penanganan krisis memerlukan reformasi 

nilai selain instrumen kebijakan teknis. 

 

Lebih jauh, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam penanganan krisis 

membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Regulasi yang 

konsisten, sistem pengawasan yang efektif, serta literasi keuangan 

syariah menjadi prasyarat keberhasilan implementasi. Tanpa dukungan 

tersebut, prinsip-prinsip syariah berpotensi hanya bersifat normatif dan 

kurang berdampak nyata. Pengalaman beberapa negara menunjukkan 
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bahwa integrasi ekonomi syariah yang parsial belum mampu 

memberikan kontribusi optimal terhadap stabilitas makroekonomi. Oleh 

karena itu, pendekatan ekonomi syariah harus ditempatkan dalam 

kerangka kebijakan yang komprehensif. Sinergi antara kebijakan fiskal, 

moneter, dan sektor keuangan syariah menjadi kunci efektivitasnya. 

 

Dari sudut pandang akademik dan kebijakan, ekonomi syariah juga 

membuka ruang bagi pengembangan model penanganan krisis yang 

lebih inklusif. Model ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan 

pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi. 

Penekanan pada sektor riil dan keuangan berbasis aset mendorong 

penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi domestik. Selain itu, 

integrasi instrumen sosial dan komersial dalam ekonomi syariah 

menciptakan mekanisme stabilisasi yang bersifat ganda. Pendekatan ini 

relevan terutama bagi negara berkembang yang rentan terhadap 

guncangan eksternal. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat 

berkontribusi pada penanganan krisis yang lebih berkelanjutan. 

Bab X menunjukkan bahwa krisis ekonomi global merupakan hasil dari 

ketidakseimbangan struktural, kegagalan regulasi, dan perilaku 

spekulatif dalam sistem ekonomi internasional. Respons kebijakan 

konvensional sering kali berfokus pada stabilisasi jangka pendek, namun 

belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan krisis. 

Perspektif ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang menekankan 

stabilitas sistemik, keterkaitan dengan sektor riil, dan keadilan distribusi 

sebagai fondasi pencegahan krisis jangka panjang. Dengan demikian, 

bab ini menutup keseluruhan pembahasan buku dengan menegaskan 

pentingnya reformasi sistem ekonomi global menuju tatanan yang lebih 

adil, stabil, dan berkelanjutan.  
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DESKRIPSI BUKU 

 

Buku Ekonomi Internasional Perspektif Syariah membahas dinamika 

ekonomi internasional dengan memadukan pendekatan ekonomi 

konvensional dan nilai-nilai ekonomi syariah. Materi dalam buku ini 

mencakup konsep dasar ekonomi internasional, teori perdagangan 

klasik dan modern, kebijakan perdagangan, sistem moneter 

internasional, nilai tukar, neraca pembayaran, aliran modal, serta peran 

lembaga ekonomi internasional dalam perekonomian global. 

 

Pembahasan dilengkapi dengan analisis perspektif syariah yang 

menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam 

hubungan ekonomi lintas negara. Buku ini juga mengulas isu-isu 

strategis seperti pembiayaan syariah dalam perdagangan internasional, 

penguatan pasar halal global, serta respon ekonomi syariah terhadap 

krisis ekonomi dunia. 

 

Buku ini membantu pembaca memahami mekanisme ekonomi global 

sekaligus menilai implikasi kebijakan internasional dari sudut pandang 

etika dan nilai Islam. Buku ini dirancang sebagai buku ajar yang relevan 

bagi mahasiswa dan pembaca umum yang ingin memahami ekonomi 

internasional secara utuh dan aplikatif dalam konteks perkembangan 

ekonomi global saat ini. 


